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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya 5 (lima) tahun
ke depan untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong”,  Pemerintah Gambar 1.1.
menetapkan 7 (tujuh) Visi, Misi, Arahan Presiden, dan

Agenda Pembangunan 7 Agenda Pembangunan

dan 5 (lima) arahan [ VISI PRESIDEN |
(strategi) yang untuk 5y
pelaksanaannya Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

disusun Proyek Prioritas Gotar RoyenD

Strategis (Major Project) yy
sebagaimana ditetapkan
d a |a m Peratu ran MiSI PRESIDEN ARAHAN PRESIDEN 7 AGENDA PEMBANGUNAN
PreSIden (Perpres) 1|Pclngh§tznhn|.llzs"umia / Memperkuat Ketahanan Ekonomi
N 18 Tahun 202 - = (il
omer 18 Tahin 2929 picrEETE=
2 Mandiri, dan Berdaya Saing SDM Mengembangkan Wilayah untuk

tentang Rencana Mengurangi Kesenjangan dan

3 | Pembangunan yang Merata dan Menjamin Pemerataan

1|
Pembangunan Jangka Seaadian Meningkatkan Sumber Daya
3

¢ o B

. Mencapai Lingkungan Higup yang Manusia yang Berkualitas dan
Menengah Nasional i |amwmn Berdaya Saing
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan I Penyede}hanaan Revolusi Mental dan
(RPJMN) Tahun 2020- 5|0 o Regulasi sk
kan Sistem Hukum yang Bebas
2024. Dalam RPIMN [§|iSecionss’ | Wapmmmmg o, s
Tahun 2020-2024, 7 | Pty S g s Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan Hidup,
setiap Kementerian _— 5 | Transformasi 2. Meningkatian Ketahanan
8 Pengelelaan Pemerintahan yang Bersih. Ekonomi "* Bencana, dan Perubahan Iklim
— ¥ Memperkuat Stabilitas
Sinergi Pemerintah Daerah dalam :‘I; Polhukhankam @n Transformasi
9 Kerangka Negara Kesatuan = Pelayanan Publik

dalam Kabinet Indonesia Maju mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi
(Nawacita kedua) Presiden dan Wakil Presiden melalui pelaksanaan pembangunan dengan
menyusun strategi yang memanfaatkan tantangan dan peluang lingkungan strategisnya
berdasar arahan (strategi) Presiden, diantaranya dengan melakukan penyederhanaan

birokrasi...
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birokrasi melalui pemangkasan prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan
eselonisasi, selain menjalankan strategi Presiden lainnya, seperti menyederhanakan segala
bentuk regulasi.

Mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Agenda
Pembangunan dan Arahan (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet
berdasar tugas dan fungsi yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020
tentang Sekretariat Kabinet, melaksanakan tugas memberikan dukungan manajemen kabinet
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui
pelaksanaan tugas (core business), diantaranya melakukan pengkajian dan pemberian
rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana
kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan
Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang
mengalami hambatan (debottlenecking), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait
dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan hasil pengamatan dan penyerapan
pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan
baik.

Tugas pemberian dukungan manajemen kabinet merupakan tugas yang strategis.
Khusus untuk tugas pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebelumnya telah dipertegas
dengan peran Sekretariat Kabinet dalam pengambilan, pengawasan, dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah sebagaimana
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, tugas pemberian dukungan manajemen
kabinet juga ditegaskan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-
2024, yakni Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Kabinet Indonesia Maju melalui
dukungan manajemen kabinet.

Dalam pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet
berperan dari hulu sampai hilir yang bersifat siklus. Peran Sekretariat Kabinet dimulai dari
penyiapan, pengadministrasian dan pelaksanaan sidang kabinet yang memiliki nilai strategis
dalam pembangunan nasional, karena dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang dipimpin
Presiden dan Wakil Presiden dan dihadiri Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementerian
dilakukan pengambilan keputusan kebijakan berskala nasional dan mempunyai dampak luas
kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan dan pasca kebijakan dan program pemerintah,
Sekretariat Kabinet berperan melakukan pengamatan dan penyerapan pandangan, serta
pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden (baik dari hasil
Sidang Kabinet/Rapat Terbatas maupun pertemuan/kunjungan) yang hasilnya sebagai bahan

laporan...
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laporan disertai rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden guna
dijadikan “agenda” berikutnya untuk persiapan dan pelaksanaan Sidang Kabinet/Rapat
Terbatas. Selain itu, dalam pemberian dukungan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet
mendapat tugas memberikan dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi kepada Tim Penilai
Akhir dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya. Sekretariat Kabinet juga mendapat tugas
menyiapkan naskah kenegaraan bagi Presiden dan Wakil Presiden dan menyelenggarakan
pembinaan jabatan fungsional penerjemah.

Sebagai lembaga pemerintahan yang mengemban tugas memberikan dukungan
manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan
pemerintahan, Sekretariat Kabinet wajib menyusun perencanaan yang bersifat strategis untuk
5 (lima) tahun ke depan yang lebih berkualitas, sinergis, dan kredibel baik dari segi substantif
terkait perencanaan kinerja maupun administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet
Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan
Pokok Sekretariat Kabinet berpedoman pada dokumen RPJMN. Gambaran singkat penyusunan
Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen
perencanaan 5 (lima) tahunan Sekretariat Kabinet mengacu kepada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025;

2. Visi, Misi (Nawacita Kedua) dan 5 (lima) Arahan (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden
2020-2024, dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan;

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;

4. Amanat Peraturan Perundang-Undangan;

5. Hasil evaluasi kinerja Sekretariat Kabinet selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
(2015-2019);

6. Rencana dan arah kebijakan Sekretariat Kabinet untuk 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024);
dan

7. Harapan dan masukan dari para stakeholder.

Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 penyusunannya memperhatikan
keselarasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dan diarahkan untuk
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Kabinet setiap tahunnya yang

memuat...
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memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, selanjutnya dijadikan masukan dalam
penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Kabinet. Rencana Strategis
Sekretariat Kabinet, sebagai pedoman dalam bekerja untuk menghasilkan kinerja dalam
periode terakhir dari RPJPN tahun 2005-2025, menghadapi dinamika tantangan lingkungan
strategis yang cukup besar dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dinamika tersebut, perlu disikapi
dengan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 vyang
mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya dan harapan serta tuntutan
Stakeholder (Pemangku Kepentingan) guna meminimalisir risiko yang dapat menghambat
kinerja organisasi dan memastikan kelancaran dan kesuksesan seluruh pelayanan yang
diberikan Sekretariat Kabinet kepada Stakeholders. Untuk itu, penyusunan Rencana Strategis
Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 melalui tahapan-tahapan yang tergambar dari cakupan
Rencana Strategis, yakni identifikasi kondisi umum, analisa potensi dan permasalahan yang
dihadapi Sekretariat Kabinet, dan Visi dan Misi yang sejalan dan mendukung terwujudnya Visi
dan Misi Presiden. Guna mencapai hal tersebut, selanjutnya dalam tahapan penyusunan
Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, Sekretariat Kabinet merumuskan dan
memuat Tujuan dan Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi, kemudian
menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan Target dan
Pendanaannya yang berbasis kinerja. Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pada tujuan
dan sasaran yang mengacu pada Strategi dan Agenda Pembangunan dalam RPJMN ke IV Tahun
2020-2024, Sekretariat Kabinet akan mengarahkan kinerja yang memenubhi aspirasi/harapan
stakeholders (Pemangku Kepentingan) dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya
internal melalui penataan dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuju
dynamic governance.

Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan
Sekretaris Kabinet nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2020. Namun, Renstra tersebut
belum mengakomodir perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet
nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Menindaklanjuti
restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet nomor 1 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta konsep Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran sesuai Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor S$-122/MK.02/2020 dan
B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020, tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran, maka Sekretariat Kabinet melakukan perubahan Renstra
Sekretariat Kabinet tahun 2020 — 2024 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut pada bab Il dan IV.

1.1.1. Peran...



1.1.1. Peran Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet,

Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet

menyelenggarakan fungsi dan kegiatan, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh unit kerja

di bawahnya sesuai dengan pembagian tugas berdasar pada sektor/bidang layanan yang

diberikan Sekretariat Kabinet kepada stakeholders, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet,

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

b. Tugas

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada

Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Sekretariat

Kabinet yang meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program
pemerintah;

Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang
mengalami hambatan;

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah;

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu
mendapatkan persetujuan Presiden;

Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan
terhadap perkembangan umum;

Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet,
rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan
penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
Pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;

Penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat

Kabinet;
10) Pemberian...
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10) Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan,
penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan
dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

11) Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta
penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan
Sekretariat Kabinet;

12) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan

13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden.

Struktur Organisasi
Struktur organisasi Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet,
khususnya terkait dengan pemberian rekomendasi kebijakan, pelaksanaannya dibagi
dalam pembidangan melalui pendekatan sektoral, mirroring dengan fungsi
pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu bidang politik, hukum dan
keamanan, bidang perekonomian, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta
bidang kemaritiman dan investasi. Pembagian menjadi 4 (empat) bidang ini diharapkan
agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung
secara efektif. Selengkapnya struktur organisasi Sekretariat Kabinet terdiri dari:
1) Wakil Sekretaris Kabinet
2) Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
3) Deputi Bidang Perekonomian
4) Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
6) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
7) Deputi Bidang Administrasi
8) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
9) Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;

10) Staf Ahli Bidang Komunikasi;

11) Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;

12) Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional;

13) Staf Khusus Sekretaris Kabinet;

14) Inspektorat;

15) Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan

16) Pusat Pembinaan Penerjemah.

Gambar 1.2.
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Gambar 1.2.
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KABINET
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Berdasarkan tugas dan fungsi yang diuraikan di muka, Sekretariat Kabinet dalam
mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta 7 (tujuh) Agenda
Pembangunan, yakni dengan Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus
manajemen kebijakan, dari proses formulasi (ex-ante policy-making), implementasi, evaluasi,
sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (ex-post policy-making) melalui perumusan
dan pemberian (alternatif) rekomendasi kebijakan pemerintah dengan mekanisme
pembahasan rencana kebijakan dan program dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan
pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden, dan selanjutnya Sekretariat
Kabinet memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah
ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan melakukan pengawasan, monitoring dan
evaluasi (monev), serta pengendalian.

Sekretariat Kabinet dalam melakukan pengamatan, pemantauan, evaluasi dan
pengendalian serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan
bersumber, diantaranya dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan
dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau
dipimpin Presiden dan Wakil Presiden; rencana kebijakan dan program pemerintah, seperti
upaya debottlenecking, dan pandangan atau aspirasi masyarakat atau isu-isu (hot issue) yang
berkembang. Selain itu, Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang

bersifat debottlenecking, diantaranya bersumber juga pada ketentuan/amanat dan

permasalahan...
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permasalahan yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan hasil
koordinasi dengan K/L terkait.

Khusus untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang
bersumber dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang
Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden,
Sekretariat Kabinet bersama K/L/I merumuskan dan menyepakati secara bersama arahan
dan/atau janji menjadi program dan kegiatan yang perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan
pengendalian untuk mengetahui capaian atau perkembangan (progress) capaiannya.
Selanjutnya hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian tersebut menjadi feedback dalam
bentuk (alternatif) rekomendasi kebijakan sebagai upaya debottlenecking dari pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan.

Dinamika kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional memberikan pengaruh
pada dinamika pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet. Sejalan dengan upaya
penguatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui penetapan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, peran
Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dipertegas, khususnya
dalam pelaksanaan pengawasan atas tindak lanjut arahan dan/atau janji Presiden. Guna dapat
mendukung efektivitas pengawasan atas tindak lanjut arahan Presiden sebagaimana ketentuan
Inpres Nomor 7 Tahun 2017, pada tahun 2017 Sekretariat Kabinet mengembangkan Sistem
Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang secara bersamaan dilakukan perbaikan
mekanisme dan prosedur kerja pengawasan dalam pengelolaan manajemen kabinet dengan
ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan,
Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor
40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan
Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat
Kabinet.

Tugas pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet
tersebut dalam memberikan dukungan manajemen kabinet sesuai koridor yang ditetapkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 yang sebelumnya dipertegas oleh Presiden
dalam arahan/amanatnya pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-
2024, Pasal 1 Ayat (2) bahwa, untuk Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Kabinet
Indonesia melalui pemberian dukungan manajemen kabinet. Dukungan manajemen kabinet
diwujudkan dalam pelaksanaan pemberian saran atau rekomendasi kebijakan kepada anggota
kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Peran dalam pemberian

rekomendasi...
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rekomendasi kebijakan tidak hanya bersifat second opinion dalam upaya debottlenecking

namun dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa

mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh K/L/I lain. Dengan kata
lain, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan core business pemberian dukungan manajemen
kabinet terkait dengan manajemen kebijakan, dimaksudkan untuk, antara lain:

a. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan serta memastikan seluruh arahan, instruksi,
keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan
pimpinan lembaga pemerintah;

b. memastikan dan menjamin kebijakan dan program Presiden tidak hanya sudah ditetapkan
dan disampaikan (sent) tetapi dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
(making delivered);

c. memastikan penyelesaian masalah atau hambatan atas pelaksanaan kebijakan
(debottlenecking);

d. memastikan dan menjamin rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri yang perlu
persetujuan Presiden sesuai dengan kebijakan di tingkat atasnya (nasional); dan

e. menyampaikan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang.

Sebagaimana uraian singkat sebelumnya, dalam pelaksanaan fungsi manajemen
kabinet, Sekretariat Kabinet juga melaksanakan pengelolaan persidangan kabinet, dalam hal ini
menyangkut proses penyelenggaraan sidang kabinet mulai dari perencanaan, persiapan,
pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang
kabinet. Pelaksanaan fungsi Sekretariat Kabinet terkait dengan pengelolaan persidangan
kabinet memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional. Menurut Keputusan Presiden
Nomor 172 Tahun 1967, Persidangan Kabinet merupakan sidang (Sidang Kabinet Paripurna dan
Sidang Kabinet Terbatas/Rutin) yang dipimpin oleh Presiden yang dihadiri oleh para menteri
dan pejabat negara lainnya yang ditentukan untuk membahas masalah umum dan masalah-
masalah penting yang dihadapi oleh Negara dan penyelenggaraan pemerintahan pada
umumnya. Sedangkan, dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, Sidang Kabinet
Paripurna atau Rapat Terbatas dilaksanakan untuk Presiden bersama para Menteri terkait
membahas dan memutuskan kebijakan lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja K/L
lain, kebijakan berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada
masyarakat.

Persidangan kabinet merupakan forum pengambilan keputusan atas suatu kebijakan
nasional atau kebijakan yang memiliki dampak luas untuk dilaksanakan di Republik Indonesia.
Dalam persidangan kabinet ini, Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden
dalam menyiapkan forum manajemen kebijakan untuk merencanakan, menetapkan,

memecahkan permasalahan kebijakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi

kebijakan...
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kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pemberian dukungan manajemen kabinet terkait
pengelolaan Persidangan Kabinet memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian secara luas dan
pengertian secara sempit.

Pengertian secara luas pelaksanaan manajemen kabinet dalam pengelolaan
persidangan kabinet terkait dengan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, yakni
forum manajemen kebijakan untuk merencanakan, menetapkan, memecahkan permasalahan
kebijakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah, dengan
output rekomendasi kebijakan yang dipersiapkan oleh jajaran yang melaksanakan fungsi
substantif di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai dengan bidang tugasnya. Pengelolaan
persidangan kabinet dalam arti luas ini, pelaksanaannya berkaitan dengan pelaksanaan
manajemen kabinet dalam bentuk pelaksanaan amanat untuk Sekretariat Kabinet melakukan
pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dari
arahan/janji Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan/atau
kunjungan/pertemuan yang bersifat lintas sektoral, berimplikasi luas kepada kinerja K/L/I, serta
berskala nasional, penting, strategis atau berdampak luas kepada masyarakat.

Sedangkan manajemen kabinet dalam pengelolaan persidangan Kabinet dalam
pengertian sempit, adalah teknis pengelolaan persidangan kabinet, yakni persiapan dan
pelaksanaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas. Dalam pengelolaan persidangan kabinet ini,
Sekretariat Kabinet perlu melakukan persiapan dan penyelenggaraan sidang kabinet yang
dalam prosesnya melakukan penyediaan sarana prasarana, undangan, bahan dan alternatif
rekomendasi kebijakan yang keseluruhan kegiatan melibatkan stakeholders (Pemangku
Kepentingan) baik internal (Sekretariat Kabinet dan Lembaga Kepresidenan lainnya) maupun
eksternal, yaitu K/L/I dan peserta Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas atau Pertemuan yang
dihadiri dan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pengertian ini pun, Sekretariat
Kabinet melakukan analisa dan penyiapan (alternatif) rekomendasi kebijakan yang akan
dijadikan bahan oleh Presiden untuk pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet, baik dalam hal terkait
pemberian rekomendasi kebijakan maupun dalam teknis pengelolaan persidangan kabinet,
Sekretariat Kabinet melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan maksud untuk dapat
melibatkan Stakeholders (Pemangku Kepentingan) terkait guna memastikan bahwa, rumusan
kebijakan tersebut memenuhi asas perumusan kebijakan, dan fungsi analisis kebijakan yang
dilakukan oleh Sekretariat Kabinet bersifat terintegrasi, dari formulasi sampai dengan
reformulasi kebijakan (integrated policy analysis). Koordinasi dalam pengelolaan persidangan
kabinet dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas
berlangsung lancar, diantaranya dengan mengupayakan agar materi Sidang Kabinet/Rapat
Terbatas telah terdistribusi kepada semua peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang terkait,

dan...
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dan mengupayakan bahwa agenda (substansi kebijakan) yang akan dibahas sungguh
memerlukan arahan atau putusan dari Presiden.

Gambar 1.3.

Manajemen Kabinet

4

@

Kebijakan/PUU (a.l Peraturan Menteri/

Kepala Lemb;

- Berskala I/ Penting
Atau Berdampak Luas Kepada

$0008000000000000000000000000000000cssssssssnssRRse - Lintas Sektoral Atau Berimplikasi Luas
= $ Pada Kinerja K/L lain

. Formulasi Kebijakan :
(Ex-Ante)

o
— #0090 000000000000000003000000ssscsssssssosssnss

organize |

- Penyelenggaraan Sidang

*ML =
S jakan

¥

Kabinet/Rapat

ATA

- Kebijakan/Ketetapan PUU

.
& Arahan/Janji Presiden _;_._} - ProgranKegistan
®esscsssssese o l.l.l.l..lll.l:' :-
. .
seesssscceshesccscscscade s X .
s contrel .. . .
. . e . .
. Reformulasi Kebijakan oo 2 i o
E (Ex-Post) p—y o . Implementasi .
; : :
: s
.

®eccciecccccnny

ehececscscscscsssccsscse

3 Capaian: e
. zeng Peng - Isu-isu Strategis %
. ) dan 2 - Debottlenecking .
. Pengendalian . .
. . .

Pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet sebagaimana dapat dilihat
dalam gambar 1.3, keberhasilan pencapaian kualitasnya tidak semata hasil kerja sama dan
kolaborasi antara Kedeputian Subtantif dan Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet, sebagai
pelaksana fungsi inti manajemen kabinet, namun didukung dan diungkit oleh Kedeputian
Administrasi, sebagai pelaksana dukungan manajemen yang berfungsi selaku enablers
pencapaian keberhasilan. Hubungan pelaksanaan tugas inti, manajemen, dan pendukung
dalam pencapaian keberhasilan/kualitas pelaksanaan dukungan manajemen kabinet dapat
terlihat dalam bagan peta proses bisnis Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

Gambar 1.4...
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Bagan Peta Proses Bisnis Sekretariat Kabinet pada Gambar 1.4 disusun berdasar bagan peta proses bisnis yang

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan

Sekretariat Kabinet, namun dengan penyesuaian SOTK yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan dukungan manajemen

kabinet, hingga per Oktober 2020 Sekretariat Kabinet didukung oleh sumber daya manusia

(SDM) sebanyak 504 (lima ratus empat) orang Pegawai. Berikut gambaran secara lebih jelas,

kekuatan SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Gambar 1.5...
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Gambar 1.7. Gambar 1.8.
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Gambar 1.9. Gambar 1.10.
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Keterangan:

Dukungan SDM sebanyak 504 (lima ratus empat) orang tersebut, belum termasuk dukungan SDM sebanyak 155
(seratus lima puluh lima) orang di lingkungan Staf Khusus Presiden (SKP), dan Staf Khusus Wakil Presiden (SKWP),
yang berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17
Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, diatur bahwa
UKP, SKP, dan SKWP mendapat dukungan administrasi (keuangan) dari Sekretariat Kabinet.

1.1.3. Capaian...
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1.1.3. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet
Pencapaian tujuan Sekretariat Kabinet dapat digambarkan melalui capaian sasaran-
sasaran strategisnya selama periode jangka menengah maupun jangka panjang. Gambaran

tingkat capaian Sasaran Strategis Renstra Sekretariat Kabinet tahun 2015-2019 sebagaimana
tabel berikut.

Tabel 1.1.
Capaian Sasaran Strategis
Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019

Capaian Kinerja (%)
. Indikator Sasaran
Sasaran Strategis

Strategis 2015 2016 2017 2018 | 2019
1. Terwujudnya 1. Persentase 98,37% 99,12% 99,90% 100% 100%
rekomendasi rekomendasi atas
kebijakan  yang rencana dan
berkualitas penyelenggaraan

pemerintah yang
dimanfaatkan

2. Persentase 100% 99,63% 100% 92,25% 100%
rekomendasi
persetujuan atas
izin prakarsa dan
substansi
rancangan PUU
yang dimanfaatkan

3. Persentase 96,79% 100% 98,58% 99,75% 100%
rekomendasi
terkait materi
sidang kabinet,
ratas atau
pertemuan yang
dipimpin dan/atau
dihadiri oleh
Presiden/ Wakil
Presiden yang
dimanfaatkan

2. Terwujudnya Persentase tingkat 91,86% 94,38% 93,38% 91,29% | 91,36%
pengelolaan kepuasan peserta
persidangan sidang kabinet
kabinet yang | terhadap pengelolaan
berkualitas sidang kabinet

Sumber : Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet, 2019

Berdasarkan...
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Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun
terakhir memang berfluktuasi, meskipun demikian masih menunjukkan tren yang positif ke
arah peningkatan capaian kinerja dan secara umum rata-rata capaian IKU tersebut cukup
memuaskan.

Monitoring capaian kinerja Sekretariat Kabinet dilakukan secara triwulanan dengan
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Sekretariat Kabinet pada tahun
2019 telah melakukan penyempurnaan aplikasi SIKT.intranet yang akan digunakan untuk
menyusun PK sampai dengan level staf sebagai upaya penyempurnaan penjabaran (cascade
down) kinerja, dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level
paling atas sampai level yang terendah (dipindahkan dr bawah). Monitoring capaian dilakukan
terhadap capaian Perjanjian Kinerja (PK) level K/L dan Eselon | sampai dengan Staf, dengan
menyertakan bukti capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja. Sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas capaian kinerja, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang sebelumnya pada
pengisian Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ) berorientasi pada kegiatan proses dan output, mulai
tahun 2019 seluruh pegawai didorong untuk memasukkan indikator kinerja outcome pada KTJ
SKP.

Sekretariat Kabinet melaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 25 September 2020
sesuai SOTK baru mengacu kepada Perseskab 1 Tahun 2020, kemudian PK perubahan disusun
berdasarkan informasi kinerja di dalam Renstra Setkab tahun 2020-2024 yang ditetapkan
dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020. Sedangkan PK awal tahun 2020 masih berpedoman

pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dan informasi kinerja pada Renstra
Setkab Tahun 2015-2019.
Dalam menjalankan tugas dan Gambar 1.11.

fungsinya, sebagai bukti bahwa terdapat Acara Penyerahan Penghargaan
WTP pada Tahun 2019

upaya perbaikan tata kelola organisasi baik
dari sisi keuangan maupun pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sekretariat Kabinet telah
mendapatkan  beberapa  penghargaan, =
diantaranya vyaitu: a) Penghargaan Opini
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap
Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet yang ,.
telah memperoleh predikat WTP selama i
8 (delapan) tahun berturut-turut;

b) Penghargaan Pelayanan Publik dari

Kementerian...
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Kementerian Pendayagunaan Aparatur Gambar 1.12.

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Sekretariat Kabinet menerima
Penghargaan Pelayanan Publik

Indonesia (PANRB) atas nilai Unit Pelayanan
Publik Sekretariat Kabinet yang memperoleh
Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,16 dengan
kategori A- (Sangat Baik); c) Penghargaan |
dalam Sail Tomini 2015 atas keberhasilan §
Sekretariat Kabinet dalam mengoordinasikan
Gebyar Batik Tomini; d) Penganugerahan
Keterbukaan Informasi  Publik  melalui
Pelaksana Tugas Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID); e) Penghargaan atas
Sekretariat

Kabinet telah melakukan pelestarian Arsip Statis, yang satu-satunya hanya dimiliki oleh
Sekretariat Kabinet dan bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui penyerahan Arsip Statis Hasil Sidang
Kabinet/Rapat Terbatas (Rekaman Kaset, Transkrip, dan Risalah) Tahun 1997-2014; dan f)
penghargaan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik kategori pagu besar
dengan nilai 99,02. Sekretariat Kabinet menduduki peringkat 1 (satu) yang berarti bahwa
pelaksanaan anggaran Sekretariat Kabinet sesuai dengan perencanaan, kepatuhan atas
regulasi yang berlaku serta pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, upaya
perbaikan Sekretariat Kabinet dalam menyatukan dan mensinergikan langkah dalam
pelaksanaan tugas dapat dilihat juga dengan ditetapkannya Mars Sekretariat Kabinet dengan
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 62 Tahun 2018.

Gambar 1.13
Piagam Penghargaan yang Diterima Sekretariat Kabinet

Liagam Penghargaan Y
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GeBvaR sAT TOMM TR
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Guna mencapai kinerja tersebut diperlukan dukungan alokasi anggaran dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Kabinet. Kinerja anggaran Sekretariat Kabinet
Tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.2.
Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019

Tahun Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % realisasi
2015 197.103.291.000 145.471.665.983 73.80
2016 210.247.364.000 182.398.615.866 86.75
2017 233.121.623.000 210.686.849.692 90.38
2018 353.401.987.000 297.801.385.134 84.27
2019 443.454.369.000 387.471.129.2221 87,38

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2015—2019
Catatan:
! Laporan Keuangan Tahun 2019 (Audited);

2 Alokasi anggaran tersebut di dalamnya juga termasuk alokasi anggaran untuk kebutuhan UKP, SKP, dan
SKWP, serta Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang merupakan unit kerja
baru pada tahun 2017. Pada Tahun 2018 UKP-PIP menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan
disahkan menjadi Bagian Anggaran sendiri terlepas dari Bagian Anggaran Sekretariat Kabinet pada Tahun
2019.

1.1.4. Capaian Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Kabinet dimaksudkan untuk
mewujudkan birokrasi Sekretariat Kabinet yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan
efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Dalam mewujudkan cita-cita dimaksud,
pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet berpedoman pada:
1. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010);

2. Pedoman...
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2. Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 30
Tahun 2018 yang mengubah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014);

3. Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015);

Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2015-2019
(ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1/RB Tahun 2015);

5. Rencana Kerja (Work Plan) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
(Work Plan tahun 2018 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2019); dan

6. Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet (Quick Wins RB tahun 2019 ditetapkan
dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2019).

Upaya penciptaan birokrasi yang ideal, dilakukan Sekretariat Kabinet secara bertahap dan
berkesinambungan melalui penyempurnaan, peningkatan, penguatan, dan penataan pada
8 (delapan) area perubahan dan 1 program Quick Wins setiap tahunnya berdasar ketentuan
dan amanat dalam pedoman tersebut di atas. Dalam rangka mengetahui capaian
pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet yang sesuai dengan rencana, secara berkala dilakukan
evaluasi internal melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) dan evaluasi eksternal oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB. Berikut hasil (nilai)
evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi di Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu 2015- 2018:

Tahun Realisasi Keterangan
2015 70,10 Sangat Baik
2016 75,23 Sangat Baik
2017 80,06 Memuaskan
2018 80,10 Memuaskan
2019 81,26 Memuaskan

Dari evaluasi eksternal setiap tahunnya diperoleh nilai dan saran penyempurnaan pada
Area of Improvement (Aol) yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja pelaksanaan
RB tahap berikutnya yang uraiannya disampaikan pada subbab selanjutnya mengenai
aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan.

1.1.5 Aspirasi...
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1.1.5. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan

Barang Publik, Layanan Publik dan Regulasi Sekretariat Kabinet

Tugas pemberian dukungan manajemen kabinet, pelaksanaannya menggambarkan dan
terkait dengan siklus kebijakan yang dalam hal ini meliputi pelayanan penyelenggaraan Sidang
Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil
Presiden (yang mencakup penyiapan dan penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan sebagai
bahan pengambilan keputusan Presiden dan Wakil Presiden) sampai dengan pemantauan,
evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden dan Wakil Presiden (yang
dalam prosesnya menghasilkan (alternatif) rekomendasi kebijakan), penyiapan naskah
kenegaraan, pelayanan pembinaan jabatan fungsional penerjemahan, dan penyampaian
(diseminasi) data/informasi diantaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden,
penyelenggaraan kabinet dan manajemen kabinet.

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan
manajemen kabinet sesuai dengan aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan atas
pelayanan yang diberikan, Sekretariat Kabinet perlu menjaring aspirasi/harapan/tuntutan
Pemangku Kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

1. Arahan Presiden
Untuk mengetahui tuntutan Pemangku Kepentingan, Sekretariat Kabinet, utamanya,
melihat arahan/janji/kebijakan baik secara lisan maupun tertulis. Arahan secara lisan,
diantaranya diperoleh dari Pidato Presiden Joko Widodo setelah pelantikannya menjadi
Presiden Rl Periode 2019-2024 menyampaikan yakni, tugas pemerintah adalah menjamin
bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh

masyarakat (making delivered), bukan hanya menjamin telah dikirim (sent).

2. Amanat Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:

a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah,
yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan
disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau
berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat,
dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian
atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang
Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Instruksi
Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat
Terbatas;

b. Peraturan...



(20 )
L J

b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 — 2024, yang
mengamanatkan Sekretariat Kabinet mendukung Kabinet Indonesia Maju.

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) baik internal (mandiri) maupun eksternal oleh
K/L/I dimaksudkan tidak hanya untuk memperoleh nilai/tingkat pelaksanaan namun juga
untuk mendapat informasi mengenai harapan dan saran dari responden dan Pemangku
Kepentingan yang dapat dijadikan feedback bagi peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet.
Dalam pelaksanaan monev secara internal (mandiri), Sekretariat Kabinet melaksanakan
survei atas beberapa layanan yang ada di lingkungan kedeputian. Sedangkan dalam
mengikuti pelaksanaan monev eksternal yang dilakukan oleh K/L/l sesuai amanat peraturan
perundang-undangan, Sekretariat Kabinet melakukan pengisian survei, serta melakukan
paparan dan pemberian tanggapan/jawaban atas pertanyaan/pernyataan evaluator,
diantaranya pelaksanaan monev eksternal Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kearsipan, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID), Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Keamanan Informasi
(KAMI), dan Pelayanan Publik. Dari hasil monev tersebut, khususnya monev eksternal
terjaring aspirasi/harapan/tuntutan/saran Stakeholders (Pemangku Kepentingan), antara
lain sebagai berikut:

Tabel 1.3
Aspirasi/Harapan/Tuntutan/Saran Penyempurnaan (Area Of Improvement/Aol)
Stakeholders (Pemangku Kepentingan)

No. Aspirasi/Harapan/Tuntutan/Saran Penyempurnaan (Aol) Keterangan
Pemangku Kepentingan

Survei Terhadap Pelaksanaan Kinerja Pemberian Rekomendasi Kebijakan Sekretariat Kabinet

1. Meningkatkan peran, networking, sinergi, dan koordinasi efektif

b.

dengan K/L/1, melalui:
a.

Peningkatan keterlibatan dalam membahas RPUU dalam
keanggotaan Panitia Antar Kementerian (PAK);

Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L/l untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan,
guna merumuskan dan menyampaikan analisis atas rencana/
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;

Terlibat  aktif dalam  memfasilitasi  penyelesaian
permasalahan koordinasi dalam penyusunan kebijakan
pemerintah yang melibatkan K/L atau sifatnya lintas sektoral.

Sekretariat Kabinet telah melaksanakan
Survei Terhadap Pelaksanaan Kinerja
Pemberian Rekomendasi  Kebijakan
Sekretariat Kabinet kepada K/L, SKPD
pemerintah provinsi, BUMN

Survei...
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Survei Terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas

A. Aspek Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas
1. Informasi penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat 1. Survei terkait Dukungan Kerja Kabinet
Terbatas disampaikan lebih awal. dilakukan 2 kali dalam setahun terhadap
2. | Keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan dalam setiap Sidang responden peserta Sidang
Kabinet/Rapat Terbatas. Kabinet/Rapat Terbatas, terdiri dari
- - —— Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat
3. Kemudahan akses bagi pendamping Menteri/Pejabat peserta setingkat Menteri, Pimpinan LNK,
Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dalam penyelenggaraan Sidang Pejabat Eselon | K/L, dan Pejabat lainnya.
Kabinet/Rapat Terbatas. 2. Survei Semester | dilaksanakan tanggal
B. Aspek Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet/Rapat Terbatas 19 Juni 2019, namun dikarenakan belum
1. | Penyediaan Layar Monitor di meja Menteri/Pejabat Peserta memenuhi kuota dilakukan survei ulang
Sidang Kabinet/Rapat Terbatas. pada tanggal 16 Juli 2019 (responden
C. Aspek Penayangan Paparan Materi Sidang Kabinet/Rapat Menteri) dan .tanggal 19 Juli 2019_
Terbatas (responden Pejabat Eselon | K/L). Survei
- - - Semester |, dilaksanakan tanggal 10
1. Pembagian Materi Presentasi dalam bentuk soft copy maupun Desember 2019.
hard copy. 3. Berdasar hasil survei, disusun rencana
D. Aspek Pengelolaan Risalah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas kerja untuk menindaklanjuti saran hasil
1. | Kecepatan memperoleh risalah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas. survei yang dalam pelaksanaannya
2. Isi risalah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas tergambar dengan jelas diantaranya berpedoman pada
Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan
Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.
Monev Terhadap Pelaksanaan RB 2019
1 Memastikan peran pimpinan secara berjenjang dapat berjalan | 1. Monev  dilaksanakan  Kementerian
dengan baik dalam menerapkan budaya kinerja pada unit PANRB, dimulai dari entry meeting
kerjanya masing-masing. tanggal 20_ Septe.mber 2019 sampai
2 Memaksimalkan peran agent of change sebagai penggerak ﬁz:ﬂg;r;”etxl:tsengziert;lng dan penyerahan
perubahan dengan melakukan monev atas pelaksanaan rencana 2D : . .
. . Dalam monev integritas
kerjanya. organisasi/jabatan, yang menjadi
3 Melanjutkan upaya pengembangan aplikasi monev RB, Sistem responden adalah seluruh perwakilan
Tindak Lanjut Arahan Presiden, dan e-gov secara keseluruhan unit kerja di lingkungan Sekretariat
sehingga dapat memberi manfaat yang optimal bagi Sekretariat Kabinet.
Kabinet. 3 Dalam upaya peningkatan kinerja
4 Melakukan assessment pada seluruh pegawai. pengelolaan manajemen kabinet melalui
5 Mendorong peningkatan Tingkat Kematangan SPIP dan terus proses pengembangan 'dan
. . . . penyempurnaan program dan kegiatan
meningkatkan kapabilitas APIP (IACM) Sekretariat Kabinet pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet,
6 Mengoptimalisasi upaya pembangunan zona integritas pada unit sesuai Aol akan dilakukan percepatan,
kerja yang merupakan core business lembaga penyempurnaan dan pembentukan
7 Memastikan peta proses bisnis sesuai dengan peraturan yang Perseskab tentang agent of change; unit
berlaku dan melakukan reviu atas SOP pelayanan kerja berpredikat WBK/WBB, sistem
8 Melakukan evaluasi terkait hasil survey persepsi pelayanan dan aplikasi yang terintegrasi; dan Evaluasi
survey persepsi korupsi sebagai dasar untuk peningkatan di tahun terhadap unit penyelenggara pelayanan
berikutnya. publik. . .
4. Untuk survei eksternal (Survei Eksternal
9 Memastikan segala kebijakan terkait dengan penerapan

reformasi birokrasi dapat terimplementasi sampai ke level unit

Persepsi Korupsi dan Survei Eksternal
Pelayanan Publik) dilakukan terhadap
stakeholder di Kedeputian Politik,
Hukum dan Keamanan.

1.2. Potensi ...
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1.2. Potensi dan Permasalahan Sekretariat Kabinet
1.2.1. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Guna mendukung pengidentifikasian dan perumusan isu-isu strategis, pada tahap awal
Sekretariat Kabinet melakukan identifikasi untuk mengetahui faktor-faktor terkait lingkungan
strategisnya, baik internal maupun eksternal melalui penggunaan too/ manajemen, yakni
analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), sebagai berikut:

Gambar 1.14.

SWOT ANALYSIS
SEKRETARIAT KABINET

« Peran dan kedudukan Sekretariat « Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem

Kabinet yang dan Teknologi Informasi;
Sangat Strategis; « Belum Optimalnya Kapasitas dan
« Komitmen Pimpinan dalam S Kompetensi SDM;
Peningkatan Pelaksanaan « Belum Optimalnya Mekanisme (Tools)
Reformasi Birokrasi; Strengths Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

« Penerapan Manajemen Risiko. Penyelenggaraan Pemerintahan.

..............................

« Harapan Stakeholders dalam « Belum Optlmalnyz_a Kerja Sama/kolab_oraa
- : beberapaK/L/I lain dengan Sekretariat
Manajemen Kabinet; KabinaE:
« Kebijakan Making Ind ia 4.0; : ; )
o !J,a aniva .lng 0 ~one.3|a « Dampak Negatif Perkembangan Teknologi
« Kebijakan Debirokratisasi. .
Informasi yang cepat;
Opportunities « Perkembangan dunia yang mengarah pada
kondisi Volatility, Uncertainty, Complexity,
dan Ambiguity (VUCA).

Dari gambar Analisis SWOT di atas, secara umum dapat dijelaskan faktor-faktor
lingkungan strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan peran pengelolaan
manajemen kabinet, dalam wupaya debottlenecking, deregulasi, dan debirokratisasi,
sebagaimana uraian berikut.

1. Kekuatan (Strengths)
a. Peran dan Kedudukan Sekretariat Kabinet yang Sangat Strategis

Seiring dengan terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo untuk masa pemerintahan
Tahun 2019-2024 dan terbentuknya Kabinet Indonesia Maju, peran strategis dan kedudukan
Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dipertegas yang dapat
dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, pada Pasal 1 Ayat (2) bahwa, Kabinet
Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.
Dalam menyelenggarakan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet berperan untuk
memastikan bahwa kebijakan, pengarahan, keputusan ataupun instruksi Presiden dilaksanakan

dengan...
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dengan baik oleh para anggota kabinet. Sekretariat Kabinet dalam mendukung kabinet,
memberikan masukan dan saran kebijakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada
Presiden untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu,
Sekretariat Kabinet dalam mengelola penyelenggaraan (persiapan dan pelaksanaan) Sidang
Kabinet/Rapat Terbatas dan Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan/atau
Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet dapat mengusulkan agenda dan menyusun tema Sidang
Kabinet atau Rapat Terbatas guna membahas isu-isu strategis dan berdampak luas secara
nasional yang memerlukan keputusan Presiden.

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2015-2019 dalam Kabinet Kerja
telah dilaksanakan 589 Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, secara rata-rata terdapat 3 (tiga) kali
Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dalam seminggu. Kinerja Sekretariat Kabinet dalam
memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Presiden selain membutuhkan kecepatan yang
luar biasa, juga diimbangi dengan ketepatan terutama dalam penyampaian materi Sidang
Kabinet/Rapat Terbatas yang mencakup penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan.
Kecepatan menyiapkan materi Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan ketepatan dalam
menentukan isu dan pilihan-pilihan solusi alternatif menjadi kunci untuk penentuan keputusan
Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang tepat. Keputusan hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas
yang tepat merupakan kebutuhan semua pihak untuk menjadi pedoman terhadap pelaksanaan
selanjutnya.

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan dalam
proses debottlenecking dan deregulasi, dari proses formulasi (ex-ante policy making),
implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (ex-post policy
making).

Dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan,
keterlibatan aktif Sekretariat Kabinet diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 2017 yang memberi mandat Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan
disertai rekomendasi kepada Presiden yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas
kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas
dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas atau kebijakan berskala nasional, penting,
strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat guna mendapat keputusan.

Dalam...



Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat
Kabinet mendapat mandat untuk melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan arahan

Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau

Rapat Terbatas. Selain itu, pelaksanaan
pengawasan juga dimaksudkan untuk Sekretariat
Kabinet ikut memastikan bahwa kebijakan dan
program Presiden tidak hanya terkirim (sent)
tetapi diterima dan dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat (making delivered).

Disamping terlibat aktif dalam siklus
kebijakan, Sekretariat Kabinet berperan dalam
penyiapan administrasi pemberhentian dan
pengangkatan jabatan pimpinan tinggi utama
dalam pemberian penilaian selaku Sekretaris Tim
Penilai Akhir (TPA) dan pemberian masukan
kepada Presiden untuk penetapan pengangkatan.
Selanjutnya, Sekretariat Kabinet juga

mengemban amanat untuk menyiapkan
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Gambar 1.15
Pernyataan Peran dan Kedudukan
Strategis
Sekretariat Kabinet

Q  Search Twitter

4 Sekretariat Kahinet &
@setkabgoid

Seskab @pramonoanung mengatakan, tugas dan
tanggung jawab para pegawai di lingkungan Setkab
sangat vital dan strategis, karena me-manage semua
persidangan, baik Ratas, Sidang Kabinet Paripurna,
Rapat Intern Presiden, maupun turunan dari keputusan
yang ada. setkab.go.id/beri-arahan-ke...

& SetkabRIO
- 1Maret2019-@

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, tugas dan
tanggung jawab para pegawai di Iingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab)
sangat vital dan strategs, karena me-manage semua persidangan, baik
Rapat Terbatas, Sidang Kabinet Paripumna, Rapat Intem Presiden, maupun
turunan dari keputusan yang ada

“Di antara para menteri saya dianggap sebagal ketua kelas yang mengatur
ritme kabinet, dan bahkan mungkin menegur menter yang tidak mengambil
kebijakan sesual dengan arahan Presiden.” kata Seskab saat memberikan
arahan kepada Calon Pegawal Neger Sipil (CPNS) Sefkab, di ruang rapat

[antai Il Gedung Il Kemensetneg, Jakarta, Jumat (1/3) siang.

naskah kenegaraan, dan menjadi Pembina bagi jabatan fungsional penerjemah, serta

mengelola data dan informasi guna dilakukan diseminasi informasi yang akurat dan berimbang

terkait kegiatan Presiden dan Wakil Presiden dan kegiatan kabinet.

Strategisnya peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet

dalam berbagai kesempatan dalam media sosial, seperti Twitter dan Facebook, yakni “me-

manage” semua persidangan, baik Ratas, Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Intern Presiden

maupun turunan dari keputusan yang ada. Selanjutnya, masih menurut Sekretaris Kabinet,

bahwa “Sekretaris Kabinet dianggap sebagai ketua kelas yang mengatur ritme kabinet, dan

bahkan mungkin menegur menteri yang tidak mengambil kebijakan sesuai dengan arahan

Presiden.”

b. Komitmen...
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b. Komitmen Pimpinan dalam Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Kabinet bukan lagi
sekadar memenuhi tuntutan ketentuan peraturan perundang-undangan tapi dimaknai
sebagai kebutuhan untuk mewujudkan good governance bahkan menuju dynamic
governance sesuai dengan tujuan jangka panjang pelaksanaan RB pada tahun 2025. Dynamic
Governance mengarah pada upaya untuk menerapkan gagasan baru, persepsi baru,
peningkatan berkelanjutan, tindakan cepat, kemampuan adaptasi yang fleksibel, inovasi dan
kreatif, yang dapat memastikan bekerjanya kebijakan dengan organisasi dan mampu
beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian sehingga dapat mencapai efektivitas tujuan
jangka panjang. Terwujudnya dynamic governance erat kaitannya dengan terwujudnya
percepatan implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi hasil yang ditandai dengan
penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
program difokuskan untuk mewujudkan outcome yang manfaatnya dirasakan langsung oleh
masyarakat; diterapkannya manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem
berbasis elektronik; dan terakhir setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap
kinerja unit kerja yang terkecil.

Sekretariat Kabinet sebagai Gambar 1.16
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Peningkatan Kinerja
Sekretariat Kabinet dalam Mendukung Pencapaian
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

lembaga pemerintah yang
berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab

kepada Presiden dengan
ARAHAN (STRATEGI) PRESIDEN

didukung komitmen s
pimpinan yang kuat untuk ‘ 7 AGENDA PEMBANGUNAN
dapat bertindak  cepat, 1. 1 8 4
i H H i : anai Program Tek Visi & Visi &
inovatif, kreatif dan adaptif hnyjeitn gy FEGEar Takris b cicinin Sy Misi Presiden
dalam memberikan

1+

dukungan manajemen
kablnet, akan terus Q Perundang-undangan Pengawasan
melakukan upaya-upaya Jrganisas

peningkatan pelaksanaan

reformasi birokrasi yang

berkelanjutan.

Reformasi...
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Reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet menjalani proses cukup panjang, dimulai tahun
2005 (secara de facto) dan tahun 2007 (secara de jure) melalui dibentuknya Tim Percepatan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dengan
Keputusan Sekretaris Negara Nomor 1562 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007.

Dalam perjalanannya, seluruh jajaran Pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet
mempertimbangkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai suatu kebutuhan untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintah yang
efektif dan efisien; dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas di lingkungan Sekretariat
Kabinet sesuai sasaran RB Nasional, maka pada tahun 2015 dibentuk unit kerja yang
mengoordinasikan pelaksanaan RB dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Komitmen Pimpinan tertinggi (Sekretaris Kabinet) dan seluruh jajaran Pimpinan Eselon |
di lingkungan Sekretaris Kabinet tergambar juga dalam keterlibatan aktif Pimpinan dalam
mendukung pelaksanaan RB melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk
penataan/penyempurnaan/peningkatan 8 (delapan) area perubahan RB, yakni peraturan
perundang-undangan (internal), organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, pengawasan,
akuntabilitas, pelayanan publik, dan area yang mendasari semua perubahan, yakni perubahan
pola pikir dan paradigma (manajemen perubahan), serta pelaksanaan percepatan RB dengan
menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan quick wins RB.

Hal tersebut dapat dilihat dari Sekretariat Kabinet telah menghasilkan beberapa
kebijakan, tata kelola, dan kegiatan, seperti penetapan Moto Budaya Kerja Sekretariat Kabinet,
yaitu PAsTI (Profesionalitas, Akuntabilitas, Tanggap dan Integritas) dengan Perseskab Nomor
2/RB Tahun 2014, dan kode etik dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 /RB Tahun 2011
yang dijadikan pedoman nilai dan budaya dan etika seluruh Pejabat dan Pegawai Sekretariat
Kabinet dalam bekerja untuk menghasilkan kinerja; Pelaksanaan pengembangan dan
pemutakhiran sistem dan data base kepegawaian secara berkelanjutan, penegakan disiplin
melalui penerapan pencatatan kehadiran pegawai dengan mesin pencatat elektronik (hand
key); Pembentukan satuan organisasi dan unit kerja sesuai hasil monev dan kebutuhan akan
tuntutan tugas pengelolaan manajemen kabinet dan pelaksanaan RB; Penyusunan, reviu, dan
penetapan kebijakan dan tata kelola (SP dan SOP) sesuai proses bisnis dan pemberian layanan,
antara lain penetapan Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab) Nomor 40 Tahun 2018
tentang Peta Proses Bisnis di lingkungan Sekretariat Kabinet; Penerapan e-government dalam
beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya,
diantaranya SIPT, SIKT, dan Simpeg, serta email dinas; Penetapkan kebijakan dan tata kelola
terkait dengan SPIP khususnya pengendalian risiko; Pembangunan sistem untuk memonev
kinerja secara triwulanan; dan Pembentukan Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan

Sekretariat...
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Sekretariat Kabinet dengan Kepseskab Nomor 13 Tahun 2017, penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pedoman untuk Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor
3 Tahun 2019, dan penyempurnaan website, baik konten maupun pewajahan dalam
penyelenggaraan PPID dan JDIH Sekretariat Kabinet (SIPUU).

Bentuk komitmen Pimpinan terlihat juga dalam beberapa kesempatan pelaksanaan RB,
seperti kehadiran Sekretaris Kabinet dan/atau seluruh jajaran Pimpinan (Eselon | dan Eselon )
dalam kegiatan monev (baik entry meeting maupun exit meeting); penyusunan program dan
kegiatan Work Plan dan Quick Wins RB setiap tahunnya dan Road Map RB Sekretariat Kabinet
Tahun 2020-2024; peningkatan kerja sama antara Sekretariat Kabinet dan stakeholders terkait
pembangunan e-cabinet untuk penyampaian informasi hasil penyelenggaraan Sidang
Kabinet/Rapat Terbatas, pembangunan Perpustakaan Elektronik Sekretariat Kabinet guna
penyediaan bahan referensi yang mudah diakses kapan dan dimana saja untuk mendukung
analisis pemberian alternatif rekomendasi kebijakan, dan pengembangan sistem untuk
melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut arahan/janji Presiden (SITAP), serta
penyempurnaan pewajahan website Sekretariat Kabinet menjadi “milenial dan berwibawa”.
Lebih dari pada itu, komitmen Pimpinan tergambar dari upaya untuk mempersatukan gerak
dan langkah seluruh jajaran Sekretariat Kabinet dalam upaya pencapaian tujuan secara sinergis,
yaitu dengan menetapkan Mars Sekretariat Kabinet dengan Keputusan Sekretaris Kabinet
Nomor 62 Tahun 2018.

Tingginya komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan RB terbukti dari penilaian hasil monev
yang dilakukan oleh Kementerian PANRB yang setiap tahun mengalami peningkatan. Hasil
monev pelaksanaan RB tahun 2019, Sekretariat Kabinet mendapat nilai 81,26, masuk dalam
kategori “memuaskan”. Perolehan hasil evaluasi pelaksanaan RB dengan kategori
“memuaskan” atau predikat “A” mencerminkan bahwa, komitmen Pimpinan dalam tata kelola
pemerintahan di Sekretariat Kabinet telah berjalan dengan sangat baik, berarti Sekretariat
Kabinet akan mampu melayani Stakeholders (Pemangku Kepentingan) dengan sangat baik.
Namun demikian, kiranya komitmen Pimpinan tetap terjaga bahkan meningkat, mengingat
pelaksanaan RB sudah memasuki tahap dynamic governance yang memerlukan kecepatan yang
didukung kinerja kreatif dan inovatif berbasis sistem elektronik untuk menghasilkan outcome
yang dapat dirasakan manfaatnya oleh Pemangku Kepentingan dalam tugas pengelolaan
manajemen kabinet. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Sekretaris Kabinet yang tergambar
dari arahannya yang disampaikan dalam beberapa kesempatan, diantaranya Pegawai
Sekretariat Kabinet harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan menggunakan waktu yang ada
(guna menyesuaikan Sekretaris Kabinet dalam bekerja dengan kecepatan yang tinggi).

c. Penerapan...
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c. Penerapan Manajemen Risiko

Perkembangan dunia yang sangat cepat menimbulkan ketidakpastian (uncertainty)
dalam berbagai bidang. Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah dalam hal ini juga turut
dipengaruhi oleh perubahan situasi yang cepat tersebut, sehingga Pemerintah perlu bersifat
dinamis, cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan-perubahan yang awalnya tidak bisa
diprediksi. Penerapan Manajemen Risiko menjadi salah satu cara organisasi untuk menghadapi
uncertainty atau ketidakpastian tersebut. Penerapan manajemen risiko merupakan bentuk
penerapan salah satu prinsip reinventing government guna mengantisipasi perubahan-
perubahan yang terjadi, sehingga organisasi akan selalu siap dalam menghadapi tantangan-
tantangan yang mungkin akan terjadi di masa depan (anticipatory government/pemerintahan
yang antisipatif).

Dengan manajemen risiko, organisasi tidak perlu kaget Gambar 1.17
atas kejutan peristiwa, karena ketidakpastian dan potensi SPIP
peristiwa merugikan yang mungkin terjadi dapat dikendalikan
dari awal bahkan organisasi dapat memanfaatkan ancaman
menjadi sebuah peluang. Penerapan manajemen risiko
sebagai bagian dari tata kelola untuk pencapaian tujuan
organisasi, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui
pengendalian intern yang proses perancangannya diawali
dengan proses mengidentifikasi, memahami, menilai, dan .
memetakan risiko terlebih dahulu. Proses tersebut searah KeglatanPengendallan

dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60

Penilaian Risiko /

/

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP), yakni penilaian risiko merupakan bagian Lingkungan Pengendalian

dari sistem pengendalian intern dan keduanya merupakan
bagian dari tata kelola.
Penerapan manajemen risiko sangat penting bagi pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan karenanya target SPIP K/L/D sebanyak 85% berada pada Level 3 (terdefinisi)
diatur dalam RPJMN Tahun 2015 —2019 yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2015.
Ketidakpastian kebijakan akibat dinamika perkembangan global mau tidak mau harus
disikapi oleh Sekretariat Kabinet sebagai salah satu unit organisasi pemerintah yang salah satu
tugas utamanya memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Guna dapat mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sejak tahun 2018 Sekretariat Kabinet telah
menerapkan manajemen risiko dengan disusunnya Daftar Risiko (Risk Register), Peta Risiko,
dan Rencana Penanganan Risiko yang dihadapi dan perlu dilakukan seluruh unit kerja Eselon 1.
Dalam penyusunan tersebut, dilakukan diskusi bersama Pejabat/Pegawai, wakil dari setiap

Eselon...
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Eselon Il yang dipandu oleh narasumber dan guna efektivitas penerapan manajemen risiko,
maka dalam tahap akhir penyusunan dokumen Daftar Risiko, Peta Risiko dan Rencana
Penanganan Risiko, setiap Pimpinan unit kerja memberikan pernyataan komitmen manajemen
risiko.

Adanya kesadaran akan risiko yang dihadapi pada dinamika lingkungan strategis yang
penuh ketidakpastian (uncertainty) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian dukungan
pengelolaan manajemen kabinet, sesuai dengan proses SPIP, Sekretariat Kabinet melakukan
monev secara mandiri di penghujung tahun guna mendapatkan feedback untuk penyusunan
dokumen manajemen risiko selanjutnya. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menjadi bagian
dari pelaksanaan monev eksternal atas pelaksanaan (maturitas) SPIP. Hasil monev SPIP
Sekretariat Kabinet tahun 2018 mendapat nilai maturitas SPIP sebesar 3,17, meningkat
dibanding nilai maturitas SPIP tahun 2016, yaitu 2,67.

Peningkatan nilai pelaksanaan SPIP sebagai cerminan penerapan manajemen risiko
dalam wujud penyediaan dokumen-dokumen terkait, dalam hal ini Sekretariat Kabinet juga
telah memiliki Pedoman Penilaian Risiko di lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditetapkan
dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2019 pada tanggal 1 Februari 2019.
Dengan adanya kesadaran dalam mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam pencapaian
tujuan, diharapkan setiap unit kerja akan dapat mengembangkan strategi untuk mengelola
risiko atau melakukan mitigasi risiko melalui pemberdayaan sumber daya yang dimiliki sesuai
pernyataan komitmen setiap Pimpinan unit kerja (Eselon IlI) untuk menerapkan manajemen

risiko.

2. Kelemahan (Weaknesses)
a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat dunia “tanpa batas” bahkan
melahirkan istilah baru “dunia dalam genggaman kita” yang perlu disikapi bijak dalam
pemanfaatannya untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja organisasi melalui
penyediaan/pemberian informasi yang akurat, tepat waktu, dan berguna bagi manajerial
organisasi, khususnya dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dinamika lingkungan
strategisnya. Pemanfaatan teknologi melalui pembangunan dan pengembangan sistem dan
teknologi informasi dalam suatu organisasi membutuhkan pengembangan software, hardware
dan brainware atau Sumber Daya Manusia (SDM) baik kompetensi maupun motivasi (perilaku)
yang untuk mendukung pengembangannya diperlukan manajemen strategi (meliputi kebijakan
dan tata kelola).

Mengikuti perkembangan tersebut dan sesuai dengan upaya penerapan e-government
dalam pengelolaan tugas dan fungsi manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet telah

membangun...
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membangun dan mengembangkan beberapa sistem dan teknologi informasi guna mendukung
proses bisnis utama dan pendukung. Untuk proses bisnis utama, telah dibangun dan
dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan Sistem
Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) bahkan akan dikembangkan menjadi e-cabinet.

Selain itu, telah dikembangkan website setkab.go.id. menjadi “milenial dan berwibawa”,
Sistem Informasi Perundang-Undangan (SIPUU/IDIH Sekretariat Kabinet) dan website PPID
Sekretariat Kabinet. Sedangkan untuk mendukung proses bisnis pendukung, telah dibangun
dan dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi
Kinerja Terpadu (SIKT), Sistem Informasi Keuangan (SISKA), dan penyediaan email dinas.

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan
teknologi informasi sebagai bentuk penerapan e-government namun demikian masih dirasa
bahwa pemanfaatan sistem dan teknologi informasi belum optimal sampai dengan tahun 2019
ini. Kelemahan tersebut tercermin dari aspek kebijakan dan tata kelola yang ada, yakni Grand
Design Pembangunan dan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi di Lingkungan
Sekretariat Kabinet masih berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 56 Tahun 2012
tentang Grand Design Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tahun 2011-2014 yang
mengacu pada proses bisnis atau SOTK lama (Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010
tentang Sekretariat Kabinet) yang kurang sesuai dengan kondisi SOTK existing. Dengan kondisi
demikian, beberapa pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi tidak
dapat mengacu pada Grand design tersebut, sehingga pembangunan dan pengembangan yang
ada bersifat spontan (tidak terencana) dan sporadis, serta tidak terintegrasi. Tentunya dengan
sistem dan teknologi informasi demikian, dalam pengelolaan data untuk menjadi informasi
yang mendukung pengambilan keputusan tidak tercapai.

Dari aspek SDM, pengembangan kompetensi yang belum sesuai dengan ketentuan
penerapan e-government, terutama standar kompetensi teknis Sistem Pemerintah Berbasis
Elekronik (SPBE) yang mensyaratkan SDM memiliki kompetensi yang bersertifikasi. Dari sisi
motivasi (perilaku) SDM, baik pemohon maupun pengguna kurang memanfaatkan dalam hal
penyampaian permohonan pembangunan/pengembangan dan penerapan Sistem dan
Teknologi Informasi belum sesuai prosedur yang ada, sehingga sistem dan teknologi informasi
yang dibangun dan dikembangkan belum sesuai kebutuhan dan proses bisnis, belum optimal
digunakan, dan terbuka peluang untuk tidak terjaganya keamanan. Selanjutnya, dari aspek
infrastruktur dan jaringan, Sekretariat Kabinet telah memiliki server dan ruang server yang
dikelola sendiri untuk mendukung proses bisnis internal (intranet), selain melakukan juga sewa
cloud dengan pihak penyedia untuk mendukung proses bisnis pelayanan yang dapat diakses
publik (internet). Namun demikian, ruang server yang ada belum sepenuhnya mendukung
kelancaran dan keamanan pengelolaan data/informasi. Kurang optimalnya pemanfaatan

Sistem...
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Sistem dan Teknologi Informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, juga tergambar dari hasil
monev SPBE tahun 2019. Walaupun mencapai nilai 2,63 (Predikat Baik) dari Skala 5,0 namun
masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan kematangannya dalam pelaksanaan SPBE,
yakni tekait dengan kebijakan internal dan layanan, seperti layanan pengaduan publik, dan
dokumentasi dan informasi hukum, serta belum terbentuknya Tim Pengarah SPBE Sekretariat
Kabinet. Sedangkan untuk indeks KAMI, Sekretariat Kabinet baru mendapat nilai 229 (Predikat
Tidak Layak).

Dalam rangka melaksanakan peran strategis Sekretariat Kabinet dalam memberi
dukungan manajemen kabinet, peningkatan kinerja pemanfaatan Sistem dan Teknologi
Informasi perlu segera dilakukan untuk meminimalisasi dan meniadakan kelemahan yang ada.
Sekretariat Kabinet perlu menindaklanjuti saran hasil monev eksternal, diantaranya
menetapkan kebijakan internal dan menetapkan Tim Pengarah SPBE, dan menghasilkan output
lainnya sesuai program dan kegiatan yang diamanatkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pembangunan dan pengembangan sistem dan
teknologi informasi yang terencana dan terintegrasi, menjadi perhatian pemerintah dengan
dijadikannya penerapan e-government sebagai sub strategi dalam strategi “Penyederhanaan
Birokrasi” dalam RPJMN 2020 - 2024, yakni Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) mencapai predikat > 2,6 (predikat baik) pada tahun 2024. Saat ini Sekretariat
Kabinet, sedang menyusun Rencana Induk Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet 2020 — 2024. Dengan perencanaan yang
matang dalam pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi, diharapkan
ke depan Sekretariat Kabinet mampu mengatasi kelemahan, dengan menjadikan rencana induk
tersebut sebagai dasar dan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan sistem dan
teknologi informasi yang terintegrasi. Selain itu perlu untuk mendorong seluruh pegawai di
lingkungan Sekretariat Kabinet memanfaatkan sistem dan teknologi informasi yang sudah
dibangun/dikembangkan dan disediakan dengan menerapkan dan menggunakannya dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebijakan dan tata kelola yang formal berlaku.

b. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur terpenting dalam setiap organisasi karena
merupakan penggerak dan pengelola sumber daya lainnya. Pencapaian kinerja Sekretariat
Kabinet dalam manajemen kabinet perlu didukung SDM yang memadai baik dari sisi kualitas
maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, SDM dapat dilihat dari kapasitas dan kompetensinya, yang
dihasilkan dari pengembangan kapasitas (capacity building). Pengembangan kapasitas
merupakan aspek penting dalam suatu organisasi. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

SDM...
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SDM Aparatur (PNS) perlu memiliki 4 (empat) macam kompetensi, yakni (1)Kompetensi Teknis;
(2)Kompetensi Manajerial; (3)Kompetensi Sosio Kultural; dan (4)Kompetensi Pemerintahan.
Kompetensi individu tersebut akan memberikan dampak yang berkesinambungan bagi
kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi; pengembangan
kapasitas melibatkan proses multi-level yang kontinu dari individu, kelompok hingga organisasi
sehingga organisasi berhasil meraih cita-cita yang telah ditetapkan dan lestari.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM vyang
proporsional dengan beban kerja perlu dilakukan di Sekretariat Kabinet agar dapat
menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif dan adaptif yang dapat
mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dalam memberikan
dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan
Pemerintahan. Organisasi pemerintahan yang tidak kreatif dan inovatif pada era revolusi
industri 4.0 atau Fourth Industrial Revolution (“4IR”) akan tertinggal dan menjadi organisasi
yang tidak berkembang.

Oleh karena itu agar menjadi organisasi yang maju dan dapat beradaptasi dengan
dinamika perkembangan, Sekretariat Kabinet harus didukung pengembangan kapasitas dan
kompetensi SDM vyang kuat dan proporsional, sehingga mampu untuk mengatasi
permasalahan internal maupun eksternal organisasi dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
Namun demikian ditengarai bahwa, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di
Sekretariat Kabinet masih belum proporsional untuk memenuhi harapan pencapaian kinerja
Sekretariat Kabinet. Hal tersebut ditambah dengan terdapatnya permasalahan dari sisi
kuantitas, yakni jumlah SDM yang ada belum sesuai beban kerja.

Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM,
jika dilihat dari pendekatan proses, yang merupakan suatu sistem manajemen, dalam hal ini
manajemen SDM, maka dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sumberdaya manusianya
maupun juga sistem-sistem yang mengatur proses kerja di dalamnya (manajemen kinerja).
Hasil monev RB tahun 2019 atas manajemen SDM, memberikan gambaran bahwa,
perencanaan pengembangan pegawai belum berdasarkan gap analysis kompetensi pegawai
yang menyeluruh dan tunjangan kinerja masih berbasis absensi dan belum berbasis kinerja
individu. Selanjutnya, dari hasil monev RB tahun 2019 atas manajemen kinerja atau SAKIP,
memberikan informasi, diantaranya bahwa, belum optimalnya penerapan kerja yang
menghasilkan kinerja dan aplikasi manajemen kinerja, yaitu SIKT, belum digunakan sebagai alat
monitoring dan evaluasi kinerja. Selain itu, belum dilakukan pengukuran kinerja individu yang
selaras dengan kinerja organisasi sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemberian reward and
punishment. Terkait dengan belum optimalnya manajemen kinerja untuk pengembangan dan
pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM ditengarai dari penataan struktur organisasi
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belum berbasis kinerja sehingga tidak sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja, dan
struktur anggaran belum menunjukkan proses bisnis yang diperlukan untuk mencapai kinerja
yang diharapkan sebagaimana hasil monev pelaksanaan RB dan SAKIP tahun 2019.

Mengingat peran strategis dalam pengelolaan manajemen kabinet, terlebih untuk ikut
berkontribusi mewujudkan dynamic governance, Sekretariat Kabinet perlu berupaya untuk
meminimalisir bahkan meniadakan permasalahan yang menjadi kelemahan pada aspek SDM
baik dalam hal manajemen SDM maupun manajemen kinerja yang berimplikasi pada
pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM. Upaya yang dilakukan
antara lain dengan Sekretariat Kabinet menyusun strategi yang memperhatikan saran
perbaikan dari hasil monev internal dan eksternal serta dinamika lingkungan strategis,
diantaranya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi
kapasitas dan kompetensi, serta kuantitas SDM khususnya terkait artificial intelegent yang
mempengaruhi pengelolaan analisa dan proses pengambilan keputusan dalam penyediaan
alternatif rekomendasi kebijakan.

Peningkatan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM di Sekretariat Kabinet
perlu terus dioptimalkan sehingga mampu untuk beradaptasi dalam lingkungan yang terus
berubah dan tidak pasti (uncertainty) serta mampu untuk bertindak cepat, inovatif, kreatif
dalam pencapaian kinerja pekerjaan di Sekretariat Kabinet terutama pemberian dukungan
manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan

Pemerintahan.

c. Belum Optimalnya Mekanisme (Tools) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Penyelenggaraan Pemerintahan

Guna mencapai tujuan bersama, organisasi (Pemerintah) perlu untuk menerapkan
pemantauan, evaluasi dan pengendalian baik internal maupun eksternal. Dengan pemantauan
dapat diperoleh data masukan atau informasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan
keputusan untuk mengantisipasi dan dilakukan tindakan yang diperlukan sedini mungkin.
Adapun kegiatan evaluasi, sebagai rangkaian kegiatan membandingkan antara realisasi
masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome), memberikan informasi tingkat
keberhasilan dan permasalahan pengelolaan kegiatan untuk dapat memberikan umpan balik
dan arah perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.
Sedangkan pengendalian merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu
kebijakan/program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana vyang ditetapkan.
Pemantauan, evaluasi dan pengendalian merupakan rangkaian kegiatan manajemen yang
penerapannya memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya
berjalan sesuai dengan kebijakan, visi, misi, tujuan serta target-target yang diambil Pemerintah.

Sebagai...
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Sebagai salah satu unit organisasi yang diberikan tugas dan fungsi untuk melakukan
pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
sekaligus melaksanakan pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan
umum di masyarakat, serta penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah yang mengalami hambatan, Sekretariat Kabinet harus memastikan bahwa
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara
dengan baik dan dirasakan manfaatnya (making delivered). Tugas dan fungsi ini menempatkan
Sekretariat Kabinet menjadi salah satu delivery assurance unit dalam rangka menindaklanjuti
arahan Presiden dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Rl Periode 2019-2024, yang
menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah
diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (making delivered), bukan hanya
menjamin telah dikirim (sent).

Sekretariat Kabinet telah memiliki Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, Dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, dan
memiliki SOP pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan
umum di masyarakat. Guna mendukung tugas tersebut, Sekretariat Kabinet telah membangun
Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang dalam pelaksanaannya
Sekretariat Kabinet telah memiliki SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet
Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut
Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan
Sekretariat Kabinet.

Namun...
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optimalnya pelaksanaan peran Sekretariat Kabinet sebagai delivery assurance unit yang pada
akhirnya menyebabkan kebijakan pemerintah tidak bisa dimonitor dengan baik
implementasinya di lapangan.

Dari sisi pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan Sekretariat Kabinet atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya juga memberikan kontribusi terhadap belum optimalnya
mekanisme (tool) pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan,
sebagaimana hasil monev RB Tahun 2019. Guna mendorong pelaksanaan tugas pemantauan
tersebut, jika dilihat dari kedua sisi, internal maupun eksternal, kelemahan mekanisme
pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, dapat segera
dilakukan pembenahan dengan membangun/mengembangkan sebuah sistem dan mekanisme.
Dari sisi internal, Sekretariat Kabinet perlu mengembangkan mekanisme pelaksanaan Zona
Integritas (ZI) yang dapat meningkatkan integritas seluruh pegawai Sekretariat Kabinet, tidak
semata membangun unit kerja sebagai ZI. Selanjutnya, keterhubungan atau konektivitas
antara pengelolaan penanganan pelayanan publik Sekretariat Kabinet dan Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis online dengan aplikasi LAPOR!, yakni
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Sekretariat Kabinet perlu berbenah diri dengan
untuk dapat menindaklanjuti dan menangani pengaduan masyarakat yang langsung ditujukan
ke Sekretariat Kabinet. Sedangkan dari sisi eksternal, yakni Sekretariat Kabinet perlu memiliki
sistem dan mekanisme untuk mendukung kebutuhan Sekretariat Kabinet yang dapat mampu
mengakomodasi tugas dan fungsi dalam mengawasi kinerja kementerian dan lembaga (K/L)
dan memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat

dilaksanakan dengan baik (making delivered). Untukitu, perlu dibangun/dikembangkan sistem
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dimaksud, diantaranya SITAP, SIPPERMEN yang harus didukung penuh dengan teknologi dan
informasi yang memadai dan diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang dapat
mengikat seluruh stakeholders terkait, serta dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang

kompeten dan paham mengenai tata cara monev yang kredibel.

3. Peluang (Opportunities)
a. Harapan Stakeholders dalam Manajemen Kabinet;

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Sekretariat Kabinet terlibat aktif dan
memiliki peran strategi dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dalam mengelola,
mengendalikan dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program pemerintah. Peran
Sekretariat Kabinet tersebut sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2020, penting dan strategis untuk mencegah dibuatnya kebijakan yang
bermasalah. Dengan kuatnya pelaksanaan manajemen kabinet akan mendukung Presiden dan
Kabinetnya dalam mengendalikan proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Tuntutan stakeholders (Pemangku Kepentingan) untuk Sekretariat Kabinet menjalankan
fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), koordinasi (coordinating), dan
pengendalian (directing) dalam proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah bertolak
dari kedudukan dan kewenangan yang diberikan. Guna memenuhi harapan untuk menteri
kabinet kerja satu suara dalam menyampaikan kebijakan yang diambil pemerintah untuk
disampaikan ke publik, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan instruksi/amanat yang diberikan tersebut, diantaranya Sekretariat Kabinet
dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan. Dalam pengoordinasian dan
pengendalian tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat
Terbatas Menteri Koordinator melaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3
(tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain itu, Sekretariat Kabinet diberi
instruksi untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait
usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai
dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi
luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk
dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan.
Dalam Inpres ini Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.
Selanjutnya dalam menata tugas dan fungsi setelah dibentuknya Kabinet Indonesia Maju,
Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, mengamanatkan
Sekretariat Kabinet mendukung Kabinet Indonesia Maju.

Berdasar...
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Berdasar tuntutan stakeholders (Pemangku Kepentingan) yang bersumber dari
kewenangan vyang diberikan dalam beberapa kebijakan tersebut, Sekretariat Kabinet
mempunyai tugas untuk mendukung Kabinet Indonesia Maju. Sekretariat Kabinet memiliki
kewenangan dan tanggung jawab yang strategis dalam manajemen kabinet dan manajemen
kebijakan. Dengan kewenangan demikian, Sekretariat Kabinet diharapkan mampu mengatasi
masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kerja sama baik antar K/L/I dan
antar Pemerintah Pusat dan Daerah (fragmented government), dan masalah ego sektor dan
tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah. Dengan
peluang tersebut, pelaksanaan peran perlu ditunjukkan dengan memberikan pelayanan prima.
Dengan demikian, Sekretariat Kabinet akan memiliki posisi yang semakin kuat, tidak sekedar
memenuhi kebutuhan Stakeholder (Pemangku Kepentingan) tetapi juga memberikan tingkat
kepuasan yang tinggi. Pelayanan prima dalam memberikan rekomendasi kebijakan, sebagai
upaya debottlenecking dan deregulasi, diantaranya dengan mengelola persidangan kabinet
yang dapat menghasilkan berbagai keputusan penting, strategis, dan berskala nasional yang
berdampak luas pada masyarakat dan selanjutnya mendiseminasikan hasilnya untuk diketahui
dan dilaksanakan, dipatuhi dan dirasakan manfaatnya oleh publik (masyarakat) guna arahan
Presiden untuk segenap jajaran Pemerintah tidak hanya mengirim (sent) tapi juga dapat
memastikan dan menjamin program Pemerintah diterima dan dirasakan manfaatnya (making

delivered).

b. Kebijakan Making Indonesia 4.0

Revolusi industri sejak tahun 2011 telah memasuki revolusi industri 4.0 atau Fourth
Industrial Revolution (“4IR”) yang merupakan lompatan besar bagi sektor industri dengan
memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi guna meminimalkan
kesalahan kerja, menciptakan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya, dan peningkatan akurasi
dan kualitas produk.

Guna menjamin hal tersebut, perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya
ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan bandwidth yang cukup besar dan
jangkauan luas (wide coverage), dan ketersediaan data center dengan kapasitas
penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau.

Guna mengimplementasikan fenomena 4IR yang dapat menjadi salah satu cara untuk
mempercepat pencapaian Visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia, disusun
inisiatif “Making Indonesia 4.0” dalam peta jalan berdasar Proyek Prioritas Strategis (Major
Project) yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 — 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Instansi Pemerintah guna
10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri
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manufaktur di Indonesia dapat dilaksanakan. Pelaksanaan inisiatif tersebut, khususnya
Harmonisasi aturan dan kebijakan Indonesia untuk mendukung daya saing industri dan
memastikan koordinasi pembuat kebijakan yang erat antara Kementerian dan Lembaga
terkait dengan Pemerintah Daerah, merupakan peluang bagi Sekretariat Kabinet dalam
melaksanakan peran manajemen kabinet untuk mendukung Presiden dan Kabinet Indonesia
Maju menyelenggarakan pemerintahan. Lebih lanjut, tantangan Making Indonesia 4.0 dalam
hal harmonisasi aturan adalah Sekretariat Kabinet harus memberikan kontribusi dalam
menyediakan alternatif rekomendasi kebijakan yang sesuai tuntutan kebutuhan mewujudkan
Making Indonesia 4.0. khususnya dalam pemberian kajian dan rekomendasi atas kebijakan
dalam bentuk peraturan Menteri yang perlu mendapat persetujuan Presiden, dan melakukan
pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan guna dapat dirasakan
manfaatnya (making delivered) oleh kalangan industrial bahkan masyarakat pada umumnya,
Tantangan lainnya dalam fenomena 4IR berupa pemenuhan persyaratan, sejauh mana
Sekretariat Kabinet dapat memanfaatkan dan menerapkan untuk penyediaan infrastruktur
jaringan internet dengan bandwidth yang mendukung dengan jangkauan luas (wide coverage),
dan ketersediaan data center dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan
terjangkau dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknogi
Informasi dan Komunikasi untuk mendukung tugas pengelolaan manajemen kabinet, mulai dari
persiapan dan penyelenggaraan Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, atau pertemuan yang
dipimpin Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemantauan atas tindak
lanjut arahan dan janji Presiden, dan penyampaian laporan dan pemberian alternatif kebijakan
untuk Presiden mengambil keputusan kebijakan. Tantangan tersebut, perlu disikapi oleh
Sekretariat Kabinet dengan menyusun strategi berdasar kondisi lingkungan strategis baik
internal maupun eksternal, terutama dengan kebijakan SPBE yang ditetapkan dengan Perpres
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Perpres
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta arahan Presiden dalam rapat terbatas
mengenai Pengembangan Pusat Data Nasional di Kantor Presiden, hari Jumat tanggal 28
Pebruari 2020, bahwa untuk pengembangan pusat data nasional yang terintegrasi hasil

sinkronisasi dari seluruh kementerian dan lembaga.

c. Kebijakan Debirokratisasi

Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, khususnya dalam pengelolaan
implementasi kebijakan, Sekretariat Kabinet berperan secara aktif untuk melakukan
pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut dari arahan dan janji Presiden
dengan tujuan untuk memastikan terwujudnya debottlenecking guna efektitifitas implementasi
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kebijakan, serta memastikan dan menjamin manfaat dari implementasi kebijakan tersebut
dirasakan oleh publik (masyarakat) sebagai bentuk making delivered.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal tersebut menimbulkan
konsekuensi yaitu menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel sehingga akan mempengaruhi
keberhasilan atau efektivitas implementasi kebijakan.

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga, Presiden Joko
Widodo memastikan akan menyederhanakan dan memangkas birokrasi dengan penghapusan
Eselon Ill dan IV guna birokrasi dapat melakukan perubahan di tengah cepatnya perkembangan
global. Tekad Presiden tersebut selanjutnya dijadikan salah satu arahan sebagai strategi
Presiden, yakni “Penyederhanaan Birokrasi” dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Penyederhanaan birokrasi, sebagai salah satu dari
5 (lima) strategi Presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi
Indonesia 2045 diatur dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 — 2024 (Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020).

Penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi yang merupakan tindakan atau proses
mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat,
menjadi peluang untuk Sekretariat Kabinet berperan di dalamnya, melalui keterlibatan aktif
Sekretariat Kabinet dalam siklus kebijakan dengan memastikan tindak lanjut atas arahan
(strategi) Presiden tersebut, mulai dari perencanaan, implementasi, serta pengawasan dan
monevnya yang dalam keseluruhan proses tersebut Sekretariat Kabinet menganalisa dan
merumuskan alternatif kebijakan guna mendukung Presiden dalam pengambilan keputusan
kebijakan. Di internal Sekretariat Kabinet sendiri, debirokratisasi menjadi peluang Sekretariat
Kabinet berperan aktif turut serta melakukan penyederhanaan eselonisasi sesuai arahan atau
strategi Presiden untuk membangun sistem birokrasi yang dinamis, bukan birokrasi yang
hierarkis. Eselonisasi hanya membutuhkan dua level saja, sisanya diganti dengan jabatan
fungsional yang berbasis keahlian dan kompetensi. Dialihkannya jabatan struktural Eselon I
dan IV ke fungsional akan menjadikan organisasi lebih fleksibel, memiliki kapabilitas baik, dan

mampu mengadaptasi perubahan dengan cepat.

4. Tantangan (Threats)

a. Belum Optimalnya Kerja Sama/kolaborasi beberapa K/L/I lain dengan Sekretariat Kabinet
Visi dan Misi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” pada tahun 2024, pencapaiannya didukung oleh

kontribusi Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan tugas pengelolaan manajemen kabinet

dalam...



(a0 )
L J

dalam mendukung Kabinet Indonesia Maju dengan memastikan arahan/janji Presiden
terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat (making delivered).

Keberhasilan pencapaian untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden yang dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat, negara dan bangsa, tidak semata diperoleh dari peran aktif dan
kontribusi Sekretariat Kabinet semata melainkan diperoleh juga dari keseluruhan peran dan
kontribusi K/L/I atau stakeholders (Pemangku Kepentingan). Keberhasilan dan kualitas peran
aktif dan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam keseluruhan siklus kebijakan, tidak berdiri
sendiri namun sebagai hasil kerja sama/kolaborasi antara Sekretariat Kabinet dan K/L/I, selaku
mitra kerja. Kerja sama/kolaborasi para stakeholders (Pemangku Kepentingan), dalam hal ini
seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dilakukan dengan mengedepankan kepentingan
masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Kerja sama antar pemangku kepentingan bersifat
dependen yang berarti masing-masing pihak memperjuangkan kepentingan masyarakat hingga
tercapainya keputusan kolektif dalam implementasi kebijakan publik.

Berdasar tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, dan
kebijakan lainnya, seperti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden
Nomor 67 Tahun 2019, Sekretariat Kabinet memiliki peran dan kedudukan yang sangat
strategis, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet, dalam mendukung Presiden dan
Wakil Presiden, dan Kabinetnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran Sekretariat
Kabinet tersebut dalam memberikan dukungan manajemen kabinet dapat dilihat dalam arti
sempit dan arti luas, yakni terkait melakukan persiapan dan penyelenggaraan sidang kabinet
sampai dengan Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam pengoordinasian dan pengendalian
tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan
penyampaian Laporan Menteri Koordinator kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap
3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penyelenggaraan manajemen kabinet
dalam arti sempit dan arti luas, keseluruhannya melibatkan pihak-pihak atau pemangku
kepentingan terkait yang apabila beberapa K/L/I (Pemangku Kepentingan) sebagai mitra kerja,
masih kurang mendukung, kurang optimal berkolaborasi/bekerja bersama sesuai ketentuan
dan kebijakan yang dimanatkan dan masih bertindak “ego sectoral”, hal tersebut tentunya
dapat menjadi tantangan bahkan ancaman bagi tugas pemberian dukungan pengelolaan
manajemen kabinet bahkan bagi keberadaan Sekretariat Kabinet sebagai pendukung Kabinet
Indonesia Maju.

Sekretariat Kabinet tidak dapat mengandalkan kapasitas internal dalam memberikan
dukungan manajemen kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Keterbatasan kemampuan,
sumber daya maupun jaringan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan mendorong
kebutuhan Sekretariat Kabinet untuk melakukan kolaborasi dengan K/L/I atau stakeholders
untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Selama ini dinamika kolaborasi antara

K/L/I...
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K/L/I atau stakeholders dan Sekretariat Kabinet menunjukkan fluktuasi tergantung kebutuhan
dan kepentingan yang sifatnya sektoral. Untuk itu perlu upaya penguatan kolaborasi/kerja
sama yang dapat menciptakan kepercayaan dan pehamanan yang sama diantara stakeholders
dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Dinamika kolaborasi/kerja sama antara K/L dengan K/L atau stakeholders lainnya dan
Sekretariat Kabinet menjadi tantangan dalam pelaksanaannya, terlebih menghadapi kerja
Presiden yang sangat dinamis dan adanya masalah pemerintahan yang tersekat, kurang
koordinasi dan kerja sama yang baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah
(fragmented government), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling
menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah. Menyikapi tantangan kolaborasi/kerja
sama ini, untuk tidak menjadi ancaman bagi keberadaan (eksistensi) Sekretariat Kabinet, telah
dilakukan beberapa upaya peningkatan kolaborasi/kerja sama, seperti mengundang K/L/I
terkait, diantaranya dalam perumusan dan kesepakatan kegiatan terkait arah/janji Presiden
yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, atau pertemuan lainnya, yang akan
dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian tindak lanjutnya oleh Sekretariat Kabinet,
melakukan pembangunan/pengembangan SITAP guna mendukung koordinasi dan pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan pengendalian tindak lanjut arahan/janji Presiden, menetapkan
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan,
dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019
tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui
Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet untuk
dijadikan pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian
tindak lanjut arahan/janji Presiden. Namun demikian, tantangan kolaborasi/kerja sama ini
terlebih dalam menyesuaikan dinamika kebijakan Presiden, perlu disikapi dengan upaya
peningkatan efektivitas kolaborasi/kerja sama dengan penetapan kebijakan mengenai
Manajemen Kabinet sebagai legal authority yang daya jangkaunya lebih luas lagi, seperti
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Selain itu, secara teknis operasional perlu
memantapkan proses bisnis antara K/L/I dan Sekretariat Kabinet, dan membuat kesepakatan
dengan penetapan MoU antara Sekretariat Kabinet dan K/L/I atau Pemangku Kepentingan,
selaku para pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam mewujudkan manajemen kabinet yang
mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi yang cepat

Era internet menghadirkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan
masyarakat akan informasi maupun pemanfaatan untuk kepentingan sosial ekonomi. Namun,
dampak lain kehadiran internet membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-
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berita bohong (hoax) tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik. Kementerian
Komunikasi dan Informasi mencatat jumlah pengguna Internet di Indonesia telah mencapai
sekitar 132,7 juta orang, dan sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai
penyebar informasi palsu, dan ditemukan juga peningkatan jumlah konten bermuatan SARA,
provokasi, ujaran kebencian, tak hanya melalui situs web, penyebaran juga terjadi lewat 300
lebih akun media sosial.

Masyarakat Indonesia lebih mudah menerima konten online melalui berbagai platform
yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi dan informasi. Berdasarkan survei yang
dilakukan Kantor TNS dalam riset Connected Life 2017, 61% masyarakat Indonesia dengan
senang hati mempercayai informasi yang mereka peroleh.

Hal Ini berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan penduduk dunia, yakni hanya
satu dari tiga (35%) penduduk dunia yang menganggap konten yang mereka lihat dapat
dipercaya. Alasan hoax tetap ada, karena penerapan standar jurnalisme yang lemah;
rendahnya kualitas pendidikan dan literasi media; dan faktor ekonomi yang dengan
mengedarkan hoak bisa mendapatkan penghasilan yang dapat meningkatkan ekonomi.
Penyebaran berita bohong tidak hanya dapat memicu kemarahan dan kebencian terhadap
pihak lain, lebih dari itu, juga dapat mengancam persatuan dan ideologi bangsa yang terbukti
hoax dijadikan senjata dalam pertarungan politik, baik nasional maupun daerah, yang
berlangsung beberapa tahun terakhir.

Berita bohong menjadi perhatian utama pemerintah belakangan ini mengingat dampak
negatif yang ditimbulkan tidak kecil. Namun, pemerintah kesulitan jika harus memblokir atau
membekukan situs berita palsu yang jumlahnya begitu banyak. Yang bisa dilakukan pemerintah
untuk meng-counter berita bohong adalah dengan segera mengklarifikasi berita bohong
tersebut atau dengan kata lain, informasi harus dilawan dengan informasi.

Sekretariat Kabinet melalui website setkab.go.id selama ini telah menjadi acuan utama
bagi K/L/I, masyarakat, maupun media/jurnalis untuk mendapatkan informasi terkait
kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan Presiden maupun dalam mengklarifikasi
berita-berita yang beredar di masyarakat. Untuk itu, Sekretariat Kabinet perlu memperkuat
perannya sebagai salah satu corong pemerintah dalam melawan dan meredam ancaman
penyebaran hoaks yang semakin masif di masyarakat. Dalam melaksanaakan peran ini,
Sekretariat Kabinet pun perlu mengantisipasi dampak “negatif” perkembangan teknologi
informasi yang dapat merugikan organisasi bahkan mengancam eksistensi suatu organisasi,
seperti pencurian data dalam serangan siber/cyber attacks, mengingat sekitar tahun 2017,
Indonesia menerima setidaknya 205 juta cyber-attacks termasuk ransomware WannaCry yang
menjadi viral karena menyerang hampir seluruh rumah sakit besar termasuk Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

Selain...
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Selain berita bohong (hoax), ancaman serangan siber/cyber attacks menjadi tantangan
besar bagi Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan manajemen kabinet, terlebih lagi
keseluruhan aktivitas dalam penyelenggaraan tersebut sebagian besar bahkan hampir
seluruhnya terkait dengan data dan informasi serta dokumen yang sifatnya rahasia dan belum
saatnya dipublish karena masih perlu mempertimbangkan seluruh kepentingan yang apabila
“dapat diakses” publik “yang tidak bertanggung jawab” dapat menimbulkan kekacauan (chaos).
Ancaman serangan siber melalui virus/malware (program jahat) vyang dapat
mencuri/menghapus data di server dan kemungkinan terjadi kesalahan sistem sehingga
aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, perlu diwaspadai Sekretariat Kabinet mengingat
ancaman serangan siber/cyber-attack pernah terjadi pada tahun 2015 Website Sekretariat
Kabinet sempat dibobol hacker, yakni laman utamanya di-deface atau diganti tampilan, dan
pada tahun 2019 terdapat percobaan untuk membobol website.

Website Sekretariat Kabinet, sebagai media yang digunakan Sekretariat Kabinet
menyediakan dan menyampaikan data dan informasi, diantaranya terkait kegiatan Presiden
dan Wakil Presiden, baik kegiatan terkait penyelenggaraan sidang kabinet atau rapat terbatas,
maupun kegiatan pertemuan lainnya yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden, dan
menyampaikan data dan informasi kegiatan Kabinet, Sekretaris Kabinet dan Sekretariat
Kabinet, merupakan media informasi sangat strategis yang sering mendapat bahkan meningkat
ancaman serangan siber/cyber attacks terutama pada bulan dan event tertentu, seperti
penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Risiko serangan siber/cyber attacks terhadap sistem dan
jaringan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya karena serangan dari luar Sekretariat
Kabinet tapi juga disebabkan karena ”perilaku” pegawai Sekretariat Kabinet sendiri yang
karena “ketidakbijaksanaannya” dalam menerapkan kemampuan kompetensinya untuk
memanfaatkan teknologi informasi menyebabkan terbukanya “ruang” untuk serangan
siber/cyber attacks.

Tantangan atas beredarnya berita bohong (hoaks) dan serangan siber/cyber attacks yang
dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan manajemen kabinet bahkan dapat berimplikasi pada
“kredibilitas kinerja Presiden dan Wakil Presiden” karenanya Sekretariat Kabinet perlu
mengupayakan beberapa program dan kegiatan terkait dengan kebijakan, tata kelola dan
teknis pelaksanaannya melalui penyediaan sumber daya terkait keamanan informasi (sistem
dan teknologi informasi dan komunikasi) yang dapat mengantisipasi dan menangkal ancaman
serangan siber/cyber attacks tersebut, dan dapat mengelola berita-berita yang berimbang dan
"meluruskan” atau klarifikasi bahkan mengantisipasi sebelum berkembangnya berita bohong.
Upaya Sekretariat tersebut tidak hanya untuk internal Sekretariat Kabinet tetapi juga sebagai
kontribusi Sekretariat Kabinet dalam mendukung pemenuhan kewajiban negara hadir dalam
melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, yang
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diantaranya melalui penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber sebagaimana amanat
dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, khususnya Agenda Pembangunan “Memperkuat
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

c. Perkembangan dunia yang mengarah pada kondisi Volatility, Uncertainty, Complexity, dan
Ambiguity (VUCA)

VUCA adalah istilah yang digunakan pertama kali pada tahun 1987 untuk
mendeskripsikan teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Warren Bennis dan Burt Nanus
yang pada awalnya diterapkan dalam dunia militer. Istilah VUCA merefleksikan Volatility
(bergejolak), yaitu sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti
sosial, ekonomi dan politik; Uncertainty (ketidakpastian), bermakna sulitnya memprediksi isu
dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi; Complexity (kompleksitas), mengandung makna
adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi; dan Ambiguity
(ketidakjelasan), didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari
berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasannya
masih dipertanyakan.

Secara umum, VUCA merupakan gambaran situasi di dunia masa kini dan berkaitan erat
dengan cara pemimpin melihat kondisi tersebut ketika membuat sebuah keputusan,
merencanakan, mengelola risiko, mendorong perubahan, dan memecahkan masalah. VUCA
dinilai dapat mendorong kapasitas sebuah organisasi dalam menghadapi perubahan dinamis di
dunia, terutama pada era transformasi digital seperti saat ini.

Banyak organisasi, termasuk Sekretariat Kabinet harus berjuang untuk tetap bertahan
dan selaras dalam sifat VUCA, karena hal tersebut berpengaruh secara signifikan pada sumber
daya manusia. Kesiapan dalam menghadapi VUCA itu bukan hanya beban satu orang saja,
tetapi juga seluruh sumberdaya manusia di dalam organisasi. Setiap organisasi, termasuk
Sekretariat Kabinet harus mengatasi masalah VUCA secara terpisah.

Volatility memiliki kekuatan yang memicu katalisasi (proses mempercepat perubahan).
Volatility dapat berbentuk perubahan skala besar yang terjadi tiba-tiba dan menghasilkan
pengambilan keputusan yang terburu-buru. Untuk mengatasi Volatility, Sekretariat Kabinet
dituntut untuk belajar menanggapi dan mengelola perubahan dengan lebih efektif. Sekretariat
Kabinet harus menerapkan respons yang proaktif dalam mengatasi perubahan dan adaptif
terhadap perubahan yang terjadi tersebut.

Sementara, Uncertainity dapat dihadapi dengan mengumpulkan, menganalisis,
menafsirkan, dan menyebarkan informasi. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan
teknologi Big Data. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet harus mampu mengetahui dan
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memahami isu dan peristiwa yang sedang terjadi dan mampu menghubungkan tiap peristiwa
berdasarkan input parsial.

Selanjutnya, Complexity atau masalah berkepanjangan yang dihadapi sebuah organisasi,
seperti masalah kompetensi SDM atau manajemen kinerja. Sekretariat Kabinet akan dapat
mengatasi kompleksitas tersebut dengan menghubungkan titik-titik masalahnya. Hal yang
harus dilakukan adalah memecah masalah tersebut dan menyelesaikannya satu per satu
dengan spesialisasi yang dikembangkan.

Yang terakhir adalah Ambiguity, kekaburan realitas yang dapat memicu kesalahpahaman
dalam berbagai kondisi. Risiko yang akan dihadapi Sekretariat Kabinet karena adanya
ambiguitas yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang didasari pemahaman terbatas.
Untuk itu, Sekretariat Kabinet perlu melakukan kajian, simulasi, uji hipotesis, dan pembuatan
prototipe agar mendapatkan gambaran hasil yang akurat. Hal itu dapat menghindari salah
langkah dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, VUCA tidak akan membahayakan organisasi bila dihadapi dengan
cara yang tepat dan akurat. Pimpinan masa depan perlu memiliki Vision, Understanding,
Clarity, dan Agility dalam menghadapi era VUCA. Dengan memiliki Visi, dapat menguatkan dan
memberikan navigasi bagi Sekretariat Kabinet untuk dapat melangkah ke depan walau terjadi
turbulensi. Dengan visi, akan dapat membangun “uncertainty” menjadi “understanding”.
Karena dalam visi yang jelas terkandung elemen-elemen kunci, termasuk nilai-nilai inti dan
strategi, dan ukuran keberhasilan yang dikomunikasikan. Selanjutnya, kompleksitas dapat
diatasi dengan dibangunnya “clarity” (kejelasan) melalui pembangunan kedisiplinan pada hal-
hal inti dan mendasar, mencegah organisasi melaksanakan kegiatan yang tidak bernilai tambah,
serta bersikap tulus dan mau menerima masukan baik dari Stakeholders internal maupun
eksternal. Sedangkan untuk mengatasi “ambiguity”, perlu “agility” (kelincahan) dari (jajaran)
Pimpinan organisasi dalam merespon setiap perubahan yang begitu cepat, kalau tidak
organisasi akan terlambat bertindak, terlambat berubah, serta menjadi kehilangan arah,
keputusan dan tindakan yang diambil menjadi tidak kontekstual dengan perubahan yang
dihadapi.

Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet perlu mempertimbangkan segala risiko di setiap
pengambilan keputusan dalam mengatasi perubahan dinamis dengan membangun organisasi
dan SDM-nya siap menghadapi VUCA yang terjadi, antara lain dengan merumuskan dan
menetapkan Visi organisasi yang sejalan dengan Visi dan Misi Presiden yang penyusunannya
memperhatikan lingkungan strategisnya. Visi tersebut yang menjadi arah dan dasar untuk
Sekretariat Kabinet bertindak menghadapi dinamika VUCA perlu diterjemahkan dengan
memuat langkah-langkah strategis yang mengandung nilai inti Sekretariat Kabinet dan perlu
dikomunikasikan guna seluruh pegawai dapat paham yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
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tugas dan fungsi. Selanjutnya Sekretariat Kabinet perlu untuk merumuskan tugas dan fungsi
serta kegiatan dengan jelas dan tidak tumpang tindih dalam mengejawantahkan amanat
Stakeholders (Presiden) dalam pemberian dukungan manajemen kabinet, dan Sekretariat
Kabinet perlu untuk meningkatkan kecepatan/kelincahan dan sinergitas langkah dan tindakan
seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Sekretariat Kabinet dengan meningkatkan kapasitas dan
kompetensi pegawai, dan menginternalkan nilai-nilai dan budaya organisasi. Dengan kondisi
demikian, maka Sekretariat Kabinet dapat menghadapi VUCA sebagaimana telah disebut
diatas.

1.2.2. Isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet

Pewujudan dan pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet dilaksanakan selaras (in
line) dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, untuk penyusunan
kebijakan, program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan perlu untuk mengidentifikasi isu- isu
strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet, yang dimulai dengan melakukan analisis terhadap
lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Tujuan dari hal tersebut agar perencanaan
yang disusun Sekretariat Kabinet dapat selaras, bersinergi dan memberikan kontribusi nyata
dalam pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan selaku pemberi dukungan
pengelolaan manajemen kabinet.

Berdasar analisis SWOT sebagaimana diuraikan di muka, diperoleh simpulan bahwa
Sekretariat kabinet dalam melaksanakan peran yang strategis terkait pemberian dukungan
pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan
pemerintahan, masih menghadapi masalah yang bersumber dari isu-isu strategis yang
berpotensi menghambat namun juga berpotensi dapat didayagunakan untuk membangun dan
meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden. Adapun isu strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

a. Dinamika Perkembangan Lingkungan Strategis yang Mempengaruhi Penyelenggaraan
Pemerintahan

Dinamika perkembangan lingkungan strategis dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi,
sosial, keamanan, informasi dan teknologi, baik di kawasan global, regional dan nasional,
dewasa ini telah menciptakan spektrum kompleksitas ancaman yang berpotensi mengganggu
kepentingan nasional dan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Ancaman
tersebut tidak mudah diprediksi dan dapat berkembang dari satu dimensi ke dimensi lainnya.

Sebagai contoh yang sedang hangat dewasa ini, dalam dimensi sosial terkait aspek
kesehatan, dengan ditetapkannya Virus Corona (Covid 19) menjadi pandemi oleh WHO pada
11 Maret 2020, dapat mewujudkan ancaman nyata maupun tidak nyata terhadap
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pertumbuhan perekonomian, keamanan, dan pemanfaatan teknologi informasi yang
berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat, diantaranya
dengan Presiden menerbitkan beberapa kebijakan guna mengatasi permasalahan yang ada.
Terkait status Covid 19 ini, Sekretariat Kabinet, dalam memberikan dukungan manajemen
kabinet, khususnya dalam persiapan dan pelaksanaan Sidang Kabinet, sesuai kebijakan Physical
Distancing menyiapkan pelaksanaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dalam format Video
Conference dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Metode yang sama tersebut juga diterapkan dalam melakukan pembahasan, perumusan dan
pemberian rekomendasi kebijakan. Dari contoh pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi ini untuk membantu mengatasi implikasi perkembangan lingkungan strategis
dimensi sosial (kesehatan) dalam pelaksanaan pemanfaatannya menghadapi dinamika dimensi
lain, yakni meningkatnya hoax dan cyber attack, jika tidak disikapi dan diatasi dengan baik akan
dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Dari implikasi atas contoh yang ada,
tergambar juga bahwa perkembangan lingkungan strategis satu dimensi berpotensi menjadi
masalah lintas dimensi.

Dengan mengambil contoh tersebut, tentunya dinamika perkembangan lingkungan
strategis perlu dicermati dengan seksama oleh seluruh penyelenggara pemerintah, termasuk
Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet.
Perkembangan dan perubahan lingkungan strategis dari satu dimensi dan/atau lintas dimensi
yang dapat menimbulkan ancaman, perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan
perencanaan program dan kegiatan dengan tidak menyampingkan adanya keterbatasan
dukungan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

b. Efektivitas Kebijakan Reformasi Birokrasi

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi (RB) dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Melalui kebijakan RB diharapkan
dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas
dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur.
Kebijakan pembangunan RB pada akhirnya merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan
pelaksanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditandai dengan
ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 — 2025, yang menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang
berkelas dunia. Pelaksanaan RB merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan
nasional. Bahkan sejak RPJM 2004 - 2009 dan 2010 - 2014, pelaksanaan RB menjadi prioritas
nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan pelaksanaan RB memiliki peran penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari
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pelaksanaan RB pada periode sebelumnya menjadi dasar bagi pelaksanaan RB pada tahapan
selanjutnya guna dapat mencapaisasaran 5 (lima) tahunan ke-3 pada periode 2020 - 2024 yang
merupakan periode terakhir sasaran jangka panjang RB.

Guna mencapai sasaran 5 (lima) tahunan pelaksanaan RB, Pemerintah telah menetapkan
dan menerbitkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan
pelaksanaan RB yang mengamanatkan setiap K/L/I untuk menyusun kebijakan, tata kelola, dan
pelaksanaan kegiatan untuk melakukan penataan/penyempurnaan/peningkatan birokrasi
melalui 8 (delapan) area perubahan dengan program percepatannya (quick wins). Pada periode
2020 — 2024, pelaksanaan RB diharapkan dapat mewujudkan tidak lagi “Performance Based
Bureaucracy” tetapi mewujudkan “Dynamic Governance”. Menjawab tuntutan untuk
mewujudkan tujuan RB pada periode terakhir tersebut guna mencapai pemerintahan kelas
dunia, perlu untuk dilakukan pembinaan dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di
setiap K/L/l untuk melihat kesungguhan, konsistensi, kemelembagaannya, tahapan dan
keberlanjutannya yang sesuai kebijakan pembangunan RB. Kebijakan RB harus dapat konkrit
diterapkan di setiap K/L/I tidak hanya berimplikasi pada penguatan dokumen untuk evidence
based tetapi implikasi pelaksanaan RB dapat dirasa dan terinternalisasi dalam setiap jajaran
aparatur untuk menjadikan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, dan berkinerja
tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik, tidak terkecuali dengan jajaran pegawai di
lingkungan Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang
berwibawa dan andal.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet sudah melalui
proses yang cukup panjang. Setiap tahunnya berdasar hasil monev Kementerian PANRB,
pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet mengalami peningkatan indeks yang pada tahun 2019
memperoleh indeks 81,26 dengan kategori “A”. Peningkatan indeks RB Sekretariat Kabinet
berarti terdapat peningkatan pengelolaan dalam 8 (delapan) area perubahan RB dalam
mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan
efisien; dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.
Namun demikian, walaupun pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet sudah sesuai dengan
kebijakan yang ada yang terbukti setiap tahun mengalami peningkatan perolehan nilai (indeks)
hasil monitoring dan evaluasi, kiranya pelaksanaan tersebut masih perlu dimonitoring dan
evaluasi lebih komprehensif lagi guna mengetahui efektitifas kebijakan RB yang diterapkan di
Sekretariat Kabinet, yakni adanya perubahan yang konkret tidak hanya tersedia evidence
based. Tentunya hal ini menjadi tantangan bersama tidak hanya di Sekretariat Kabinet tetapi
juga tantangan di setiap K/L/I baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek penerapannya.

c. Pengelolaan...
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c. Pengelolaan Peran Strategis Sekretariat Kabinet Yang Perlu Dioptimalisasi

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas pengelolaan manajemen kabinet
diarahkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, dan sesuai
harapan dan tuntutan Stakeholders (Pemangku Kepentingan) yang dapat dilihat, diantaranya
dari hasil monev eksternal dan internal, berupa saran penyempurnaan (Aol). Selain itu,
Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas perlu memperhatikan dinamika lingkungan
strategisnya. Bertolak dari hal tersebut, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan peran yang
sangat strategis perlu menyikapi dengan melaksanakan kerja yang menghasilkan kinerja
Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal terlebih dengan tingginya dinamika Presiden
dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Harapan dan tuntutan Stakeholders, khususnya dinamika Presiden yang dipengaruhi
dengan dinamika perkembangan yang ada baik ideologi, politik, pertahanan dan keamanan,
maupun perekonomian dan sosial budaya, yang penuh gejolak, ketidakpastian, komplek dan
tidak jelas (VUCA) perlu disikapi dan dikelola dengan baik. Jika tidak, harapan dan tuntutan
tersebut dapat menjadi potensi yang mengancam eksistensi Sekretariat Kabinet, mengingat
terdapat lembaga kepresidenan dan kementerian koordinator yang “dapat” menjalankan
peran manajemen kabinet berdasar prerogatif Presiden.

Sekretariat Kabinet memiliki peran strategis dalam tugas pemberian dukungan
manajemen kabinet, diantaranya melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan progam pemerintahan serta penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Tugas tersebut
untuk memastikan tindak lanjut kebijakan Presiden, seperti amanat peraturan perundang-
undangan, serta arahan dan janji Presiden dilaksanakan dengan baik oleh K/L/I, selanjutnya
Sekretariat Kabinet memastikan pelaksanaan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
(making delivered). Guna tugas tersebut terselenggara dengan baik, Sekretariat Kabinet telah
membangun mekanisme (tools) pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan, baik dalam bentuk Kebijakan/Pedoman dan SOP, ditetapkan dengan Peraturan
Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun
2019, maupun membangun sistem, yaitu SITAP. Penerapan Kebijakan/Pedoman dan SOP, serta
SITAP dirasa belum efektif. Ditenggarai masih ada mekanisme (tools) lain yang dapat
mengungkit efektivitas mekanisme (tools) yang telah ada, yaitu membentuk kebijakan yang
memiliki daya jangkau yang lebih luas dan mengembangkan SITAP lebih baik lagi. Hal tersebut,
perlu segera dilaksanakan, terlebih lagi dengan adanya tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet
terkait dengan pemberian rekomendasi kebijakan atas Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
(Permen/Perka L) yang perlu persetujuan Presiden. Dalam pelaksanaan tugas ini, Sekretariat
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Kabinet akan menerbitkan pedoman dan membangun sistem (SIPPERMEN) terkait tugas mulai
dari pemberian rekomendasi atas permohonanan penetapan Permen/Perka L vyang
memerlukan persetujuan Presiden sampai dengan pemberian rekomendasi hasil pemantauan
dan evaluasi atas pelaksanaan Permen/Perka L yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam
pelaksanaan manajemen kabinet terdapat permasalahan, diantaranya adanya “ego sectoral”,
beberapa K/L/I kurang memberi respon atau K/L/I enggan dan lambat melakukan
kolaborasi/bekerja bersama pada saat Sekretariat Kabinet membutuhkan data/informasi untuk
merumuskan alternatif kebijakan sebagai second opinion bagi Presiden dalam pengambilan
keputusan, dan dalam hal pemberian informasi untuk memastikan dan menjamin K/L/I telah
menindaklanjuti arahan/janji Presiden.

Perkembangan lingkungan strategis yang setiap dimensi bahkan lintas dimensi dapat
berpotensi menjadi ancaman sebagaimana telah diuraikan di muka, perlu disikapi dengan
melakukan optimalisasi pengelolaan peran strategis Sekretariat Kabinet dengan menyusun
program dan kegiatan prioritas ke dalam sasaran strategis Sekretariat Kabinet terkait dengan
upaya meminimalisir bahkan meniadakan permasalahan (kelemahan) yang terdapat/dihadapi
dalam pelaksanaan tugas.

Mempertimbangkan keterlibatan aktif Sekretariat Kabinet dalam proses deregulasi dan
debottlenecking serta debirokratisasi, mulai dari persiapan dan penyelenggaran sidang kabinet
dan rapat terbatas, sampai dengan monev tindak lanjut arahan/janji Presiden serta
penyampaian laporan dan rekomendasi memerlukan gerak yang cepat dan akurat untuk dapat
digunakan Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan
aman, perlu untuk dioptimalkan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi,
baik dari sisi sistem (aplikasi) dan teknologi informasi maupun dari sisi SDM (kompetensi terkait
sistem dan teknologi informasi dan kejurnalisan, dan motivasi/perilaku). Dalam
pelaksanaannya, hal tersebut tentunya dapat segera dilakukan mengingat adanya komitmen
tinggi jajaran Pimpinan di Sekretariat Kabinet, khususnya komitmen Sekretaris Kabinet.

Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur
pelaksanaan SPBE, dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,
serta terdapat standar nasional (ISO) dan Internasional (seperti COBIT) yang dapat dijadikan
pedoman pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam pembangunan dan
pengembangan sistem dan teknologi informasi yang sesuai kebutuhan organisasi dan dapat
menjaga keamanan data dan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam
pengelolaan manajemen kabinet.

Selanjutnya, pengelolaan peran strategis Sekretariat Kabinet perlu dioptimalisasikan,
diantaranya pengembangan manajemen SDM dan manajemen kinerja yang dapat
meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM guna peningkatan kualitas kerja untuk
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peningkatan kinerja. Hal yang tidak kalah penting bahwa, optimalisasi dapat dilakukan dengan
upaya reviu atas kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang menjadi sumber
kewenangan Sekretariat Kabinet dalam melakukan pengelolaan manajemen kabinet dan
berdasar hasil reviu tersebut dilakukan penyusunan kebijakan baru sebagai legal authority
yang sifat kewenangannya lebih luas dan kuat sebagai dasar pengelolaan manajemen kabinet
dan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi untuk kinerja Sekretariat Kabinet dapat
berkontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020 —
2024.

1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020
-2024
Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 — 2024
berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 — 2024, sebagai
berikut:
Bab | Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang menguraikan latar
belakang penyusunan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 — 2024, peran dan
struktur organisasi Sekretariat Kabinet serta dukungan sumber daya manusia,
capaian kinerja Sekretariat Kabinet, capaian Reformasi Birokrasi, dan
Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan
Barang Publik, Layanan Publik dan Regulasi Sekretariat Kabinet. Selanjutnya dalam
Bab | ini, memberikan secara ringkas potensi dan permasalahan Sekretariat Kabinet,
yang terdiri dari uraian singkat isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet,
dan analisis SWOT. Terakhir, memberikan gambaran sistimatika penyusunan
dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 -2024.

Bab Il Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat Kabinet
Menjelaskan secara ringkas gambaran umum Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat
Kabinet yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2020 — 2024.

Bab lll  Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan
Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan
kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Sekretariat Kabinet yang
berkualitas.

Bab IV Target...
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Bab IV  Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan mengenai target kinerja yang akan dicapai Sekretariat Kabinet dengan
disertai kerangka pendanaannya yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menguraikan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan Sekretariat
Kabinet dalam kurun waktu 2020 — 2024.

LAMPIRAN



BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet didasarkan
RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan RPJMN Keempat
dan tahap terakhir RPJPN 2005-2025 sehingga sangat penting dan berpengaruh pada
pencapaian target RPJPN secara keseluruhan. Target RPJPN dimaksud adalah “Pendapatan
per Kapita Indonesia yang Mencapai Tingkat Kesejahteraan Setara dengan Negara-negara
Berpenghasilan Menengah Atas.”

Sementara RPJMN 2020-2024 dilaksanakan dengan Visi Pemerintahan Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin: “Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap tercapainya Visi Presiden dan Wakil
Presiden, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan
7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 — 2024 sesuai Misi (Nawacita Kedua)
Presiden, sebagai berikut:

Presiden dan Wakil Presiden (Nawacita Kedua):
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; Gambar 2.1.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan
Berdaya Saing; A~

/ Y
[ gaasas \ tas sa
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\ ,/ Indonesia / ‘\\
. . . N\ f \ wtem P
4. Mencapai Lingkungan Hidu an N (O ) e et Bmaitas
e o
. // \\\ \. /‘ Terpercaya
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5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan ../ ( w P —
. . /, \\\ \ / Am‘upixlaSe'wuh W
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f \ Kemnajuan Budaya yang N 7/
\{ | Mencerminian Kepribadian T
W
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{1}/ Bangsa

Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif,
dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka
Negara Kesatuan.

7 (Tujuh)...

Misi Presiden dan Wakil Presiden

\ Sinergi Pemerintah Daersh
| dalam Keranghka Negara
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7 (Tujuh) Agenda Pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

vk Wb

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan

Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
dan

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi

Pelayanan Publik.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet disusun dengan
memperhatikan juga tugas dan fungsi organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet,
“Tugas Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan manajemen kabinet kepada
Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan
Fungsi Kementerian Negara mengatur bahwa “Kabinet Indonesia Maju didukung oleh
Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.”

Berdasarkan RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, dan Visi-Misi Pemerintahan
Presiden Joko Widodo - K.H. Ma’ruf Amin, dikaitkan dengan tugas dan fungsi Sekretariat
Kabinet serta mempertimbangkan tantangan organisasi Sekretariat Kabinet saat ini dan masa
mendatang, disusunlah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet.

2.1. VISI

VISI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2020-2024 ADALAH “SEKRETARIAT KABINET YANG
BERWIBAWA DAN ANDAL DALAM MEMBANTU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.”

Visi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai penetapan keinginan
dan proyeksi organisasi Sekretariat Kabinet 5 (lima) tahun ke depan. Kata “berwibawa” dan
“andal” dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

BERWIBAWA...
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BERWIBAWA

Visi Sekretariat Kabinet “berwibawa” dimaksudkan bahwa Sekretariat Kabinet menjadi
institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet,
sehingga keputusan dan arahannya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan
ini penting untuk mendukung tugas Sekretariat Kabinet sebagai manajer kabinet yang
memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden
mengendalikan jalannya pemerintahan. Kewibawaan dibangun dengan meningkatkan
kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan
pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga. Kewibawaan juga
dibangun melalui pemberian dukungan pelayanan yang prima dan menentukan pada
pelaksanaan tugas-tugas kabinet.

ANDAL
Visi Sekretariat Kabinet “anda

III

dimaksudkan bahwa Sekretariat Kabinet menjadi
institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Keandalan
diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal sebagaimana yang
diharapkan, diperlukan kesiapan faktor-faktor pendukung yang meliputi sumber daya
manusia yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai, biaya yang mencukupi, cara
kerja yang tersistem, dan political will pimpinan yang tinggi. Dukungan faktor-faktor tersebut
perlu diupayakan agar visi yang telah tersusun dapat terwujud.

Untuk menjadikan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal juga diperlukan nilai-nilai
dan budaya organisasi yang mendukung. Pada Renstra sebelumnya, Sekretariat Kabinet telah
berupaya mengidentifikasi dan membangun nilai-nilai organisasi yang hidup dalam
Sekretariat Kabinet. Nilai-nilai organisasi dimaksud adalah profesional, akuntabilitas,
tanggap, dan integritas. Apabila nilai-nilai organisasi tersebut telah dilaksanakan dan menjadi
nafas sehari-hari setiap individu di dalam organisasi Sekretariat Kabinet, maka niscaya
organisasi Sekretariat Kabinet akan mudah berwujud menjadi instansi yang berwibawa dan
andal.

2.2. MISL...
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2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, Sekretariat Kabinet menetapkan misi sebagai berikut:

“SEKRETARIAT KABINET MELAKSANAKAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN
MEMBERIKAN DUKUNGAN MANAJEMEN KABINET YANG BERKUALITAS MELALUI:

PEMBERIAN REKOMENDASI YANG TEPAT, CEPAT, DAN AMAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;

PEMBERIAN DUKUNGAN KERJA KABINET YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN RESPONSIF; DAN

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN
SARANA/PRASARANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.”

Cepat:

artinya pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak

kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tepat:

artinya pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan

sesuai dengan kebutuhan.

Aman:

artinya rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung

risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

Efisien:

artinya hasil pemberian dukungan kerja kabinet dilaksanakan sesuai dengan waktu, tenaga,

dan biaya yang dikeluarkan.

Efektif:
artinya hasil pemberian dukungan kerja kabinet dilaksanakan dapat membawa hasil yang

memadai dan memiliki dampak positif.

Responsif:

artinya pemberian dukungan kerja kabinet dilaksanakan dengan tanggap dan cepat untuk

semua kegiatan yang mendukung kerja kabinet.

2.3. TUJUAN...
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2.3. TUJUAN

Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagaimana

yang diuraikan dalam Bab 1, Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu

5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Kabinet adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Indikator Tujuan

No Tujuan Indikator

Keterangan

| | Peningkatan kualitas rekomendasi Persentase
kebijakan pemerintah rekomendasi
kebijakan
pemerintah yang
berkualitas

Formulasi
pengukuran: Realisasi
adalah rata-rata
realisasi indikator
kinerja sasaran
(Tujuan pertama
terdiri dari 1 (satu)
sasaran strategis yang
memiliki 2 (dua) buah
indikator kinerja
sasaran strategis).
Penentuan targetnya
merupakan rata-rata
target dari 2 indikator
sasaran strategis |

Il | Peningkatan kualitas hasil Persentase hasil
pengendalian penyelenggaraan pengendalian
pemerintahan penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas

Formulasi
pengukuran: Realisasi
adalah rata-rata
realisasi indikator
kinerja sasaran
(Tujuan kedua terdiri
dari 1 (satu) sasaran
yang memiliki 2 (dua)
buah indikator kinerja
sasaran strategis).
Penentuan targetnya
merupakan rata-rata
target dari 2 indikator
sasaran strategis I

Peningkatan...
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i Peningkatan kualitas Persentase Formulasi
penyelenggaraan dukungan kerja penyelenggaraan pengukuran:
kabinet dukungan kerja Realisasi adalah rata-
kabinet yang rata realisasi
berkualitas indikator kinerja

sasaran (Tujuan
ketiga terdiri dari 1
(satu) sasaran yang
memiliki 2 (dua)
buah indikator
kinerja sasaran
strategis).
Penentuan targetnya
merupakan rata-rata
target dari 2 (dua)
indikator sasaran
strategis lll

IV | Peningkatan kualitas tata kelola | Indeks Reformasi | Formulasi
pemerintahan  yang baik  di | Birokrasi pengukuran:
lingkungan Sekretariat Kabinet Realisasi adalah hasil
penilaian
Kementerian PANRB
terhadap
pelaksanaan RB di
Sekretariat Kabinet

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator
tujuan dari setiap tujuan strategis Sekretariat Kabinet. Untuk masing-masing tahun pada
Tujuan |1, 1l, dan Il ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan
terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra. Contohnya, apabila
pada tahun 2020 Sekretariat Kabinet menetapkan target sasaran kinerja 90%, dan tahun
2021 Sekretariat Kabinet menetapkan 92% dan seterusnya diupayakan terjadi peningkatan
target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

Indikator Tujuan IV “Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di
lingkungan Sekretariat Kabinet” dianggap berhasil tercapai apabila poin atau perolehan
indeks reformasi birokrasi meningkat. Pengukuran tujuan menggunakan indikator indeks RB
tersebut karena di dalam penilaian RB telah tercakup juga penilaian atas akuntabilitas
kinerja, pelayanan publik, serta pencapaian transparansi pengelolaan anggaran dan
keuangan.

2.4. SASARAN...
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Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Kabinet

menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan inti dari sasaran-sasaran yang

dibuat. Keempat sasaran tersebut adalah:

I. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas;

Il. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;

lll. Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas;

IV. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Tujuan dan sasaran strategis di atas, merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat Kabinet

yang merupakan kinerja dampak (outcome/impact)

yang bukan sekedar

keluaran/hasil/output. Penetapan tujuan di atas dimaksudkan untuk mengarahkan

perumusan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Sekretariat Kabinet.

Tabel 2.2.

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024

TUJUAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN
STRATEGIS

Peningkatan kualitas
rekomendasi kebijakan
pemerintah

Indikator:

Persentase rekomendasi
kebijakan pemerintah
yang berkualitas

kebijakan pemerintah yang
berkualitas

Terwujudnya rekomendasi 1.

Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan
program pemerintah yang
dimanfaatkan (Target
minimal 90%)

Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan
Menteri/Kepala Lembaga
yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden yang
ditindaklanjuti (Target
minimal 90%)

Peningkatan kualitas hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas

1. Persentase alternatif

penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang

Indikator...
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Indikator:
Persentase hasil
pengendalian
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas

mengalami hambatan yang
ditindaklanjuti (Target
minimal 90%)

. Persentase hasil

pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
ditindaklanjuti (Target
minimal 90%)

Peningkatan kualitas
penyelenggaraan
dukungan kerja kabinet
Indikator:

Persentase
penyelenggaraan
dukungan kerja kabinet
yang berkualitas

Terwujudnya penyelenggaraan
dukungan kerja kabinet yang
berkualitas

1. Persentase tingkat kepuasan

pengelolaan sidang kabinet,
rapat, atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden (Target minimal
90%)

. Persentase naskah

kepresidenan yang
dimanfaatkan (Target 100%)

Peningkatan kualitas tata
kelola pemerintahan yang
baik di lingkungan
Sekretariat Kabinet
Indikator:

Indeks Reformasi Birokrasi

Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik di
lingkungan Sekretariat Kabinet

Persentase tingkat kepuasan
Kementerian/Lembaga
(Instansi pengusul) atas
pelayanan penyelesaian
administrasi terkait
pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Jabatan
Pimpinan Tinggi Utama,
Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya, dan Pejabat lainnya
hasil sidang Tim Penilai Akhir
(Target minimal 90%)

. Persentase tingkat kepuasan

pada layanan pembinaan
jabatan fungsional
penerjemah (Target minimal
90%)

3. Indeks..
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3. Indeks Reformasi
Birokrasi (Target nilai
kategori A)

4. Opini Badan
Pemeriksa Keuangan
terhadap laporan
keuangan (Target
WTP)

5. Persentase tingkat
kepuasan
penyebarluasan
informasi terkait
kegiatan kabinet

(Target minimal 90%)

Sekretariat Kabinet menetapkan target capaian sasaran strategis dalam jangka waktu
5 (lima) tahun ke depan. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan antara 90%
hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Sekretariat
Kabinet. Selain dalam bentuk persentase, terdapat dua target berupa hasil penilaian dari
lembaga yang berwenang, yakni target nilai kategori “A” untuk reformasi birokrasi yang
dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB dan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Target beserta indikator pencapaiannya
tersebut akan diuraikan secara rinci di dalam masing-masing sasaran strategis.

Berbeda dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan
capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Rencana Strategis Tahun 2020-
2024 ini dimulai dari target 90%. Hal ini mengingat Sekretariat Kabinet menginginkan capaian
kinerja tersebut adalah capaian kinerja outcome yang benar-benar berdampak signifikan
pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat. Perubahan target
capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan
capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90%
bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula
penghitungan “outcome rasa output” menjadi “outcome rasa impact”. Target kinerja minimal
90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih
memungkinkan untuk dicapai.

Berikut ini akan kami uraikan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet beserta Indikator
pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka
waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024).

SASARAN...
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SASARAN STRATEGIS I:
TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKUALITAS

Sasaran strategis | dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian
rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian
rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, penyampaian
rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan
umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Fungsi tersebut
menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program pemerintah dan rekomendasi atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu
mendapatkan persetujuan Presiden.

Sasaran strategis | diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet.

Indikator 1:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang
dimanfaatkan

(Target minimal 90%)

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui output
rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka pelaksanaan
fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program
pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan
terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji
suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk
selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar
penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat
berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan

Program...
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program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat
pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang. Kajian
dimaksud meliputi bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman dan
investasi, serta pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dengan kegiatan ini Sekretariat Kabinet dapat dikatakan sebagai pusat/sumber
pemikiran (think tank) pembuatan kebijakan pemerintah, baik untuk kebijakan yang bersifat
strategis maupun kebijakan pemerintah yang bersifat rutin/insidentil.

Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang dibuat Sekretariat Kabinet yang
disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dapat berupa:

a. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi
pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat.

Contohnya, rekomendasi untuk memberikan ganti rugi kepada sebagian ex warga
Timor-Timur, rekomendasi penyelesaian permasalahan forum perjuangan pensiunan
Bank Negara Indonesia, dan rekomendasi atas usulan penyediaan pangan oleh Perum
Bulog dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai.

b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden. Contohnya,
rekomendasi atas pemberian amnesti atas kelompok pemberontak Din Minimi dari
Aceh, pengisian jabatan wakil Panglima TNI, atau pengisian Jabatan Wakil Jaksa Agung,
dan penyusunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden. Contohnya,
rekomendasi menyusun peraturan perundang-undangan atas tugas Presiden dalam
bentuk RPerpres terkait Strategi Nasional Kelanjutusiaan, RPerpres Sistem Sertifikasi
Sawit Berkelanjutan Indonesia, RPerpres Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan
Penghapusan Merkuri atau tugas untuk menyeleksi pembangunan gedung
pemerintahan dalam rangka moratorium.

d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap
perkembangan umum. Contohnya, rekomendasi atas masalah ojek online.

e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan. Contohnya, rekomendasi
setelah menghadapi demo dosen terkait statusnya sebagai dosen perguruan tinggi
negeri baru.

f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik. Contohnya, rekomendasi sebagai hasil
kajian mengenai badan perundang-undangan, kajian terkait regulasi di sektor hulu
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migas, dan rekomendasi terkait pembiayaan dan penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional.

g. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet. Dalam materi sidang
kabinet tersebut terdapat opini yang dapat digunakan oleh Presiden untuk menyikapi
usul yang disampaikan Menteri dalam paparan sidang kabinet. Contohnya, terkait
persiapan penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua Tahun 2020, akselerasi penguatan
ekonomi sektor pertanian, dan Percepatan Penetapan RPP Perencanaan Ruang Laut.

Rumusan indikator pertama sasaran strategis | memperlihatkan bahwa rekomendasi
kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh
Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

1. Rekomendasitersebut digunakan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan
kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan,
arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan
rekomendasi yang dibuat oleh Sekretariat Kabinet;

2. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden
menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan
Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan tracing nomor tanda terima serta
disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.

3. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan
dan/atau program pemerintah yang diindikasikan dengan bukti, seperti dokumen
undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen
hasil rapat, yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam
rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.

4. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau
ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan
melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet.
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Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran strategis | adalah sebagai
berikut:

> Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program
pemerintah yang dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga
X 100%

> Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program
pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala
Lembaga

Indikator 2:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk
peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang
ditindaklanjuti (Target minimal 90%)

Indikator kedua sasaran strategis | digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas
rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan
Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, sebagai
pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Dalam rangka memberikan rekomendasi tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan
analisis yang diperlukan termasuk atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang
existing/berlaku untuk melihat secara menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan
Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Analisis dimaksud
merupakan kinerja yang strategis sehingga perlu digunakan sebagai kriteria dalam
menetapkan kinerja indikator kedua sasaran strategis |.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Menteri/Kepala Lembaga
perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud
terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada
masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan Menteri.
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Pembahasan rancangan peraturan Menteri di Sekretariat Kabinet sebelum
disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai screening
untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak
membebani masyarakat dan memudahkan penerapannya. Kementerian/lembaga cenderung
membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-
masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan
kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi
membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Rumusan indikator kedua sasaran strategis | memperlihatkan bahwa kinerja
Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu
mendapatkan persetujuan Presiden akan memberikan dampak (outcome) jika rekomendasi
tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu
mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklajuti yaitu:

e Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau
dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga
disetujui oleh Presiden.

e Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa
usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua adalah sebagai berikut:

> Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala
Lembaga vyang perlu mendapatkan persetujuan Presiden vyang
ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

X 100%
> Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala

Lembaga vyang perlu mendapatkan persetujuan Presiden vyang
disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

SASARAN...
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SASARAN STRATEGIS II:
TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
BERKUALITAS

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Kabinet adalah (i) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah yang mengalami hambatan, serta (ii) pemantauan evaluasi dan pengendalian
atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis output yaitu alternatif penyelesaian
masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan
dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah.

Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet
dapat berupa:

a. Rekomendasi

b. Tindak lanjut rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet
diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait (kementerian, lembaga,
BUMN, dan/atau masyarakat).

Sasaran strategis Il diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet.

Indikator 1:
Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)

Sebagian kebijakan dan program pemerintah menghadapi permasalahan berupa
hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya,
pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan
hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan
mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang
mungkin dapat ditempuh (debottlenecking). Sekretariat Kabinet dapat memanggil pihak-
pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah.

Indikator...
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Indikator pertama sasaran strategis 1l mengukur kualitas hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti dalam
rangka pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah yang mengalami hambatan.

Rumusan indikator pertama sasaran strategis || memperlihatkan bahwa kinerja
Sekretariat Kabinet dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak
(outcome) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti yaitu:

Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai
dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

> Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan

program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti oleh
Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

X 100%

> Alternatif penyelesaian masalah oleh Sekretariat Kabinet atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami
hambatan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Indikator 2:
Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)

Output kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan
Sekretariat Kabinet adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan
dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk

memastikan...
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memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Sekretariat Kabinet melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas
kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan
rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi
dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil
pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah
serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan
atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis || mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan
outcome berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti, dalam rangka pelaksanaan fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti
yaitu:

Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan
sebagai masukan (feedback) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala
Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah yang perlu diperbaiki.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

> Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang
ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

X 100%

> Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang
disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga

SASARAN...
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SASARAN STRATEGIS llI:
TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN DUKUNGAN KERJA KABINET YANG BERKUALITAS

Sekretariat Kabinet memiliki fungsi unik yang tidak dimiliki instansi lain yakni
memberikan dukungan teknis dan administratif atas kerja kabinet pada kegiatan-kegiatan
Rapat maupun Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden untuk mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam
Persidangan Kabinet.

Penyelenggaraan Persidangan Kabinet merupakan forum pengambilan kebijakan
dengan Sekretariat Kabinet merupakan pendukung utama kegiatan tersebut dan
dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan maupun keputusan yang akan menjadi rujukan
dan komitmen anggota kabinet dalam rangka membantu tugas-tugas Presiden sesuai
kewenangannya masing-masing.

Kualitas penyelenggaraan Persidangan Kabinet yang berbasis pada kerja administratif
dan pelayanan juga menentukan keberhasilan agenda maupun acara-acara pemerintahan.
Untuk itu, Sekretariat Kabinet mengatur masalah/isu yang perlu diagendakan dan dibahas
serta memberikan prioritas yang harus dilaksanakan dalam Persidangan Kabinet.

Pengelolaan Persidangan Kabinet meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,
pendokumentasian, serta pendistribusian hasil sidang. Perencanaan Persidangan Kabinet
dilakukan sesuai dengan arahan Sekretaris Kabinet terkait dengan jadwal serta kebutuhan
Presiden. Usulan topik atau isu yang akan dibahas dalam sidang dapat top down dari Presiden
atau bottom up dari kementerian terkait atau dari usul Sekretariat Kabinet.

Setelah penetapan jadwal Persidangan kabinet diperoleh, Sekretariat Kabinet akan
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai analisis berkenaan materi
sidang yang akan disusun dalam bentuk briefing sheet dan disampaikan kepada Presiden
serta Sekretaris Kabinet. Undangan Persidangan Kabinet kemudian disampaikan kepada para
peserta dan dilakukan konfirmasi sebelum sidang dilaksanakan.

Saat pelaksanaan Persidangan Kabinet, Sekretariat Kabinet mengatur keprotokolan
tata tempat, penayangan bahan paparan Menteri, peliputan, dan perekaman audio yang
nantinya dibuatkan verbatim, transkripsi, dan risalah serta arahan Presiden. Risalah
Persidangan Kabinet tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada para peserta dan
sekretaris kementerian/lembaga terkait. Berikut gambar standar pelayanan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Persidangan Kabinet.

Gambar 2.2...
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Gambar 2.2.

Standar Pelayanan Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan
yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN PENJADWALAN SIDANC KABINET, RAPAT, ATAU PERTEMUAN YANC

DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

@ PERSYARATAN

1. Kartu Identitas Instansi (1D Card)

2 Surat permohonan penjadwalan sidang
kabinet yang ditandatangani oleh
pimpinan Kementerian/ Lembaga yang
ditujukan  kepada
dengan  tembusan
Dukungan Kerja Kabinet

@ SISTEM, MEKANISME
DAN PROSEDUR

o0

Kabinet
Bidang

Sekretaris
Depur

1.Pengajuan  surat  permochonan  aleh —
O
Kementerian/Lembaga —~—
2.Kementerian/Lembaga menerima  status

pengajuan permohonan

T
3. Kementerian/Lembaga menerima undangan e

sidang kabinet, rapat, atau pertermnuan
@ JANGKA WAKTU PELAYANAN

Menyesuaikan Arahan Presiden

@ BIAYA/TARIF -
3.

Tidak ada
@ PRODUK PELAYANAN

Undangan Sidang Kabinet, rapat, atau
pertemnuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil

Presicten

1. Alat Tulis Kantor
2 Komputer/notebook
3 Printer
4. Scanner
U s Mesin Fotokopi
& Telepon/Handphone
7 Fax
& Jaringan Intemet

@ ADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

1. Telepon: (021) 34833341, (021) 3849773, 0812 9800
2003

2 email ke- undangansidkab@setkab.go.id

3 Surat atau datang langsung ke Sekretariat Kabinet
cq. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan, Jalan Veteran Nomor 18 Jakarta
Pusat. Kode Pos 1010

@ Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang
., Penga dan

Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian
Negara dan Lembaga Pemerintah

2 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun
2005 tentang Organisasi dan Tata Kena
Sekretariat Kabinet

3.Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan,
dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.

SARANA DAN

PRASARANA/FASILITAS
1. Surat

Undangan

dijamin keasliannya

2. Keselamatan  dan

dalam pelayanan sangat diutamakag

bebas dari pungutan

9.Stempel Sekretariat Kabinet

© Depsts Bidang Debaingan Ke:

Gambar 2.3.

JaMINAN, KEAMANAN DAN
KESELAMATAN PELAYANAN

dibubuhi
tangan serta cap basah, sehingga

kenyamanan

KOMPETENSI PELAKSANA
Berperilaku berdasarkan Pedoman Pelaksanaan
dan Pengembangan Budaya Kerja “PAsTI", yaitu:

« Profesional « Tanggap

« Akuntabilitas « Integritas

@ PENGAWASAN INTERNAL

Dilakukan secara periodik melalui rapat evaluasi
setiap bulan dan rapat sewaktu-wakmu dalam
ke
Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

daan yang dianggap penting oleh Asisten

@ JUMLAH PELAKSANA

7 (tujuh) orang

@)AMINA\I PELAYANAN

1. Maklumat Pelayanan
2. Pakza Integritas
3. Moto Budaya Kerja "PASTI®

EvaLuasi KINERIA
PELAYANAN

1.Rapat koordinasi intern secara rutin
ditalukan sebulan sckal

2.Survei  kepuasan rutin  dan
berkelanjutan setiap 1 (satu) tahun
sekall. sebagai upaya perbaikan dan
peningkatan pelayanan.

tanda

secara

Standar Pelayanan Permohonan Salinan Risalah Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan
yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN SALINAN RISALAH SIDANG KABINET, RAPAT, ATAU PERTEMUAN YANG
DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

@ PERSYARATAN
1. Kartu ldentitas Instansi (ID Gard)
2 Surat permochonan

Kementerian/lLembaga

Kerja Kabinet.
Si1STEM. MEKANISME DAN
PROSEDUR
1.Pemohon mengajukan surat permohonan
salinan risalah
2 Pemohon menerima bukti tanda terima
surat permohonan safinan risalah
3 Pemohon menerima salinan risatah
@ JANGKA WAKTU PELAYANAN
1 satig harikerja

@ BIAYA/TARIF
Tidakada

®

PRODUK PELAYANAN

dihadiri oleh Presiden danfatau Wakil
Presiden

salinan risalah dari
pemohon yang ditandatangani oleh pimpinan
& atau  serendah-
rendahnya wnit kerja tingkat eselon L
ditujukan kepada Deputi Bidang Pukuingan

“N\ T

1. Ruang dan Meja Pelayanan
2 Komputer/notebook

3. Printer

4. Mesin Fotokopi

5. Alat Penjilidan

6. Alat Tullis Kantor

() ApuAN. SARAN. DAN MASUKAN

1. Telepon: (021)3862339. (021)3502285
2 email ke- pelaporan persidangan@setkab go.id
3 Surat atau datang langsung ke Sekretariat

Kabinet c q_ Asisten Deputi Bidang Pelaporan

Persidangan, Jalan Veteran Nomor 18 Jakarta

Pusat. Kode Pos0mo.

(7) Dasar Hukum

3.Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun
2039 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat
Kabinet.

2 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun
25 temtang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Kabinet.

SARANA DAN
PRASARANA/ FASILITAS
-—

@ KOMPETENSI PELAKSANA
Berperilaku berdasarkan Pedoman

@ PENGAWASAN INTERNAL

Dilakikan secara periodik melalui rapat evaluasi
setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu dalam
keadaan yang dianggap penting oleh Asisten Deputi

Bidang Pefaporan Persidangan.
o

@ JumLAH PELAKSANA
2 (dua) orang
@ JAMINAN PELAYANAN

1. Makiumat Pefayanan

2 Pakta Integritas

3 Moto Budaya Kerja "PAST-
JAMINAN. KEAMANAN DAN
KESELAMATAN PELAYANAN

1.Keamanan produk layanan dijamin  dengan
menggunakan kertas khusus (security papen yang
dijamin keasliannya dengan memberikan nomor
registrasi.

2 Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan

sangat diutamakan bebas dari pungutan

@ EvALuAs) KINERJA PELAYANAN

1.Rapat koordinasi intern secara rutin dilakukan
sebulan selali

2 Survei kepuasan secara rutin dan berkelanjutan
setiap 1 (satw) tzhun sekali, sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
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Sasaran strategis Il diukur pencapaiannya dengan 3 (tiga) buah indikator yang akan
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet.

Indikator 1:
Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Target minimal 90%)

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan melaksanakan survei. Hasil survei
diperhitungkan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada
responden peserta sidang kabinet, yang terdiri atas:

a. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri;
b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

c. Pejabat Eselon | Kementerian/Lembaga;

d. Pejabat Lainnya.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur indikator kinerja pertama dari
sasaran strategis Ill ini ditandai dengan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap
pengelolaan persidangan kabinet. Semakin puas peserta sidang kabinet maka semakin
berkualitas pengelolaan persidangan kabinet tersebut.

Kuesioner disampaikan dengan surat pengantar Sekretaris Kabinet kepada responden
baik secara langsung maupun melalui email. Kuesioner dalam survei secara umum akan berisi
pertanyaan terkait opini responden terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan skala
likert. Responden akan diminta memilih salah satu dari pilihan skala yang tersedia terkait
dukungan pelayanan teknis, administratif, dan pemikiran yang dilaksanakan oleh Sekretariat
Kabinet. Penghitungan survei dilakukan dengan mencari rata-rata tingkat kepuasan
responden terhadap seluruh pertanyaan dalam kuesioner dengan 4 (empat) interval opsi
penilaian/persepsi “sangat memuaskan” (nilai 4) setara dengan persentase 81,25 % - 100%,
“memuaskan” (nilai 3) setara dengan persentase 62,5% - 81,24%, “cukup memuaskan” (nilai
2) setara dengan persentase 43,75% - 62,4%, dan “kurang memuaskan” (nilai 1) 25% -
43,74%. Meskipun predikat sangat memuaskan dapat dicapai dengan indeks persentase
mulai 81,25%, Sekretariat Kabinet menetapkan capaian target kinerja berbasis kepuasan
minimal 90% di dalam predikat “sangat memuaskan” untuk masing-masing indikator.

Bobot...
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Bobot Nilai
Interval Indeks Persentase Predikat
(Skor Persepsi)
4 81,25 % - 100% Sangat memuaskan
3 62,5% - 81,24% Memuaskan
2 43,75% - 62,4% Cukup memuaskan
1 25% - 43,74% Kurang memuaskan

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

> Total skor persepsi responden
X 100%

> Responden

Indikator 2:
Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan (Target minimal 100%)

Output kedua dari penyelenggaraan dukungan kerja kabinet adalah naskah
kepresidenan yang dihasilkan melalui kegiatan penyiapan naskah kepresidenan. Kegiatan ini
berkaitan = dengan  kebutuhan  korespondensi  Presiden Rl dengan kepala
negara/pemerintahan negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional, serta
peran Presiden sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Konsep surat
tersebut disiapkan oleh Sekretariat Kabinet untuk kemudian dimintakan persetujuan dan
tanda tangan Presiden.

Naskah Kepresidenan merupakan salah satu instrumen strategis dalam pelaksanaan
diplomasi dan politik luar negeri Indonesia, selanjutnya akan dikoordinasikan pengirimannya
melalui jalur diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Naskah dokumen kepresidenan dimaksud meliputi:

a. Surat Presiden kepada kepala negara/pemerintahan negara-negara sahabat atau kepala
organisasi internasional;

b. Surat...
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b. Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait
pencalonan Duta Besar untuk negara sahabat dan pencalonan Duta Besar negara sahabat
untuk Republik Indonesia;

c. Surat Kepercayaan (Letter of Credence) dan surat penarikan kembali (Letter of Recall)
Duta Besar Rl untuk negara sahabat;

d. Surat Tauliah (Letter of Commission) konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan Rl di luar
negeri; dan

e. Surat Pengakuan (Exequatur) bagi konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan negara
sahabat di Indonesia.

Pelayanan dukungan kerja kabinet juga menyiapkan dokumen transkripsi dan laporan
pokok-pokok atas pidato, sambutan, dan amanat Presiden Rl pada acara resmi yang dihadiri
oleh Presiden RI, sebagai referensi bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta
masyarakat luas. Dokumen verbatim juga menjadi bahan dan rujukan dalam penyiapan
naskah surat Sekretaris Kabinet kepada para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian, dan para Kepala Daerah guna menyampaikan arahan Presiden pada acara
resmi dimaksud, serta menjadi masukan dalam Sistem Informasi dan Tindak Lanjut Arahan
Presiden (SITAP) yang saat ini dimiliki oleh Sekretariat Kabinet.

Rumusan indikator kedua sasaran strategis Ill mengukur outcome berdasarkan
pemanfaatan naskah kepresidenan. Penyiapan naskah kepresidenan dikategorikan sebagai
dimanfaatkan apabila dokumen naskah yang disiapkan Sekretariat Kabinet ditandatangani
oleh Presiden dan menjadi naskah resmi Kepresidenan.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

> Naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan oleh Presiden
X 100%

> Naskah Kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden

SASARAN STRATEGIS IV:
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KABINET

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip-
prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi
prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sekretariat...
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Sekretariat Kabinet sebagai salah satu unsur Pemerintah ikut andil dalam membangun
aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan
tata kelola pemerintahan Indonesia. Pada tahun 2025 diharapkan telah terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi,
menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Jika seluruh pihak mendukung pelaksanaan
reformasi birokrasi maka akan tercapai tujuan yang diharapkan yaitu:

a. mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik
oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;

menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy;

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;

meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;

© oo o

meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas
organisasi;

f. menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi
globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan
penerapan dari prinsip-prinsip clean government dan good governance dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yaitu tata kelola keuangan
yang transparan dan akuntabel; pelaksanaan reformasi birokrasi; layanan manajemen
sumber daya manusia, layanan umum dan pengawasan internal; keterbukaan informasi
publik tentang kegiatan kabinet dan layanan sistem informasi; serta pelayanan publik berupa
pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan
Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir serta layanan pembinaan Jabatan Fungsional
Penerjemah.

Terkait dengan hal tersebut, diantara tata kelola pemerintahan dimaksud, Sekretariat
Kabinet melaksanakan layanan-layanan yang diberikan kepada kementerian/lembaga lain
(eksternal), yaitu keterbukaan informasi publik tentang kegiatan kabinet dan layanan sistem
informasi; serta pelayanan publik berupa pelayanan penyelesaian administrasi terkait
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir serta layanan
pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah. Keberhasilan sasaran strategis IV diukur
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menggunakan 5 (lima) buah indikator kinerja yang akan ditetapkan menjadi IKU Sekretariat
Kabinet.

Indikator 1:

Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul) atas pelayanan
penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan
Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim
Penilai Akhir (Target minimal 90%)

Peran Sekretariat Kabinet dalam memberikan pelayanan penyelesaian administrasi
terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir memiliki
dampak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pelaksanaan RB
yang dijabarkan di atas akan tercapai jika Pemerintahan didukung oleh pejabat yang
profesional dan berintegritas.

Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan memberikan dukungan kesekretariatan kepada
Tim Penilai Akhir dalam membuat keputusan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan
Pejabat lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan ini Sekretariat Kabinet memastikan kelancaran
pelaksanaan rapat atau pertemuan dengan dukungan teknis dan administrasi. Dukungan
teknis dimaksud adalah mengelola penyelenggaraan rapat atau pertemuan seperti
undangan, bahan, tempat, waktu, dan sarana rapat. Sementara dukungan administratif
adalah menyusun surat keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya.

Indikator pertama sasaran strategis IV diukur dengan melaksanakan survei tingkat
kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan
Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir dengan membagikan kuesioner kepada
responden yang berasal dari kementerian/lembaga (Instansi pengusul).

Penghitungan kepuasan dilaksanakan dengan menilai proses pelayanan dukungan
teknis dan administrasi sidang Tim Penilai Akhir sejak pengusulan, pemberitahuan waktu
sidang, sampai dengan penyerahan keputusan presiden terkait pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan
Pejabat lainnya kepada kementerian/lembaga terkait.

Rumus...
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Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

> Total skor persepsi responden
X 100%

> Responden

Indikator 2:
Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah
(Target minimal 90%)

Fungsi Sekretariat Kabinet sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah
(JFP) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Penerjemah. JFP merupakan salah satu jabatan fungsional, keahlian bagi Aparatur Sipil
Negara yang terdiri dari Penerjemah Ahli Pertama, Penerjemah Ahli Muda, Penerjemah Ahli
Madya, dan Penerjemah Ahli Utama.

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan JFP dipandang strategis
bagi Sekretariat Kabinet karena merupakan fungsi yang tidak dimiliki oleh instansi lain.
Sekretariat Kabinet menyadari perlunya menyiapkan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP)
yang memiliki kompetensi yang memadai dan dapat diandalkan bagi instansi penggunanya.
Penyiapan tersebut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pembinaan dan
pengembangan JFP, baik berupa penyelenggaraan kegiatan diklat fungsional dan diklat
teknis, penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serta
kegiatan yang bersifat dukungan administrasi, di antaranya berupa penilaian dan penetapan
angka kredit serta penyusunan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, komitmen Sekretariat Kabinet dalam menyiapkan PFP yang andal juga
tercermin pada upaya Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan kegiatan pengembangan
kompetensi dan kapasitas PFP, baik melalui penyusunan Jurnal Penerjemahan yang menjadi
wadah bagi PFP untuk menuangkan ide dan gagasan melalui penulisan artikel terkait
penerjemahan, maupun melalui kegiatan penjajakan kerja sama antara Sekretariat Kabinet
dengan mitra potensialnya, di dalam maupun luar negeri. Layanan Pembinaan dan
Pengembangan JFP yang dilakukan di berbagai instansi pusat dan daerah oleh Sekretariat
Kabinet membuktikan bahwa Sekretariat Kabinet turut andil dalam membangun aparatur
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negara yang berkualitas khususnya PFP, sekaligus menunjukkan bahwa Sekretariat Kabinet
tanggap atas adanya kebutuhan Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah sebagai
wujud upaya Sekretariat Kabinet dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator kedua sasaran strategis IV adalah persentase tingkat kepuasan pada layanan
pembinaan dan pengembangan JFP. Tingkat kepuasan diukur melalui survei kepada para PFP
atau bagian pengembangan sumber daya manusia dari instansi pusat dan daerah di seluruh
Indonesia terkait layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah
yang dilaksanakan secara periodik.

Indikator 3:
Indeks Reformasi Birokrasi (Target nilai kategori A)

Reformasi birokrasi dijadikan salah satu indikator dalam mewujudkan sasaran strategis
Sekretariat Kabinet yaitu tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat
Kabinet karena komponen dari reformasi birokrasi sejalan dengan unsur-unsur tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan definisi lembaga PBB United Nation
Development Program (UNDP) dan World Bank (Bank Dunia) unsur-unsur good governance
meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi yang sejalan dengan
komponen reformasi birokrasi yang akan dijelaskan di bawah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dilaksanakan dengan
menerapkan 8 (delapan) komponen pengungkit (proses) dan 4 (empat) komponen hasil.
Sekretariat Kabinet membuat upaya-upaya dengan berbagai program dan kegiatan dengan
mengumpulkan bukti-bukti untuk memenuhi persyaratan pendukung pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Delapan komponen proses dimaksud meliputi:

- Manajemen perubahan;

- Deregulasi kebijakan;

- Penataan dan penguatan organisasi;

- Penataan tata laksana;

- Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
- Penguatan akuntabilitas;

- Penguatan pengawasan; dan

- Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara...
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Sementara komponen hasil meliputi:

- Akuntabilitas kinerja dan keuangan;

- Kualitas pelayanan publik

- Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- Kinerja organisasi

Sekretariat Kabinet menyelenggarakan sejumlah program dan kegiatan guna terus
meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diantaranya berupa:

Pertama, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, meliputi kegiatan
pengadaan CPNS dan pegawai lainnya, pengolahan data informasi kepegawaian,
pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pensiun ASN dan
pegawai lainnya, pengembangan kapasitas pejabat dan pegawai, pembinaan dan
perlindungan pegawai, serta penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Selain itu,
implementasi program dan kegiatan pengembangan SDM merupakan bagian pelaksanaan
komponen proses penataan sistem manajemen SDM dan penataan tata laksana.

Kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatannya meliputi pelayanan dan
administrasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, analisis
kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana dan kendaraan, serta penyiapan dan jamuan.
Penyediaan sarana dan prasarana merupakan bentuk dukungan administrasi kepada pejabat
dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Ketiga, pengelolaan data dan sistem teknologi informasi. Kegiatan yang dilaksanakan
meliputi pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi dalam rangka pengelolaan
operasional kabinet, pengelolaan infrastruktur sistem jaringan komunikasi dalam rangka
pelaksanaan e-government, pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan
dan penyusutan serta pelayanan arsip dan dokumen, serta layanan perpustakaan. Dalam
upaya peningkatan kualitas pengelolaan data dan sistem teknologi informasi untuk
mendukung pelayanan publik kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga/masyarakat,
Sekretariat Kabinet telah menyusun Rancangan Rencana Induk Sistem dan Teknologi
Informasi (RISTI). Dengan RISTI, persiapan pembangunan/pengembangan Sistem Teknologi
Informasi dan Komunikasi (STIK) diupayakan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tingkat kematangan
(maturity level) pelaksanaan SPBE di lingkungan Sekretariat Kabinet dinilai berdasarkan hasil
Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan metode Evaluasi
Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Sekretariat Kabinet dan metode
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Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal berdasar struktur penilaian, yaitu
domain, aspek dan indikator sesuai Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang berlaku.

Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet
dilakukan secara internal dengan penilaian mandiri (PMPRB) yang dilaksanakan sejak tahun
2014 dan secara eksternal dievaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dari Kementerian
PANRB.

Realisasi diukur berdasarkan kategori hasil penilaian RB yang diberikan Kementerian
PAN dan RB terhadap pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet, dengan persentase realisasi
mengikuti skor penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategori Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kategori Nilai Interpretasi

AA >90-100 Istimewa

A >80-90 Sangat Baik

BB >70-80 Baik

B >60-70 Cukup baik, perlu sedikit perbaikan

cC >50-60 Cukup  (memadai), perlu  banyak
perbaikan yang tidak mendasar

C >30-50 Buruk, perlu banyak sekali perbaikan dan
perubahan yang sangat mendasar

D 0-30 Sangat Buruk, perlu banyak sekali
perbaikan dan perubahan yang sangat
mendasar

Indikator 4:

Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan (Target: Wajar Tanpa
Pengecualian)

Laporan keuangan Sekretariat Kabinet disusun dengan maksud untuk menyediakan
informasi yang menyangkut posisi, kinerja, serta perubahan posisi keuangan untuk
dimanfaatkan secara internal Sekretariat Kabinet dan untuk lembaga penerima laporan
keuangan yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta masyarakat yang memerlukan.
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Keunggulan laporan keuangan sebagai indikator kinerja suatu organisasi adalah laporan
keuangan lebih bisa dipahami oleh masyarakat umum dalam menilai kinerja sebuah
organisasi dibandingkan indikator lain.

Laporan keuangan merupakan salah satu indikator dan barometer bersih tidaknya suatu
institusi, oleh karena itu dilakukan pengawasan dari sisi internal maupun eksternal terhadap
proses pengelolaan/pelayanan administrasi keuangan sehingga pelaksanaannya dilakukan
secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan oleh pihak eksternal dilaksanakan oleh BPK dengan memberikan opini.
Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini BPK atas
Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada beberapa kondisi di bawah ini:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

2. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure);

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Terdapat 4 (empat) buah opini yang dikeluarkan oleh BPK, yaitu:
- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

- Wajar dengan Pengecualian (WDP);

- Tidak Wajar; atau

- Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Realisasi indikator keempat diukur berdasarkan opini yang diberikan BPK terhadap
Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, dengan melakukan kuantifikasi realisasi ke dalam
persentase guna memudahkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Tabel 2.4.
Persentase Realisasi Berdasarkan Opini BPK

Kriteria Opini Persentase Realisasi
Wajar Tanpa Pengecualian 100%
Wajar Dengan Pengecualian 80%
Tidak Wajar 60%
Tidak Memberikan Pendapat 40%

Apabila target yang ditetapkan adalah WTP namun hasil pemeriksaan atas Laporan
Keuangan adalah WDP maka capaian 80%.
Indikator...
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Indikator 5:
Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet (Target
minimal 90%)

Sekretariat Kabinet menyelenggarakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan
kabinet sebagai upaya melaksanakan komunikasi kerja Presiden, Menteri dan Kepala
Lembaga sebagai anggota kabinet serta pengelolaan informasi kegiatan kabinet dan
kebijakan pemerintah. Dalam rangka pengelolaan dan penyebarluasan informasi Sekretariat
Kabinet melakukan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga dalam rangka
menyusun agenda setting pemberitaan pemerintah dari suatu pemberitaan.

Proses pengelolaan informasi untuk disebarluaskan dilaksanakan dengan melakukan:
pertama, pengolahan hasil pengumpulan informasi berkaitan dengan kinerja kabinet dan
kebijakan pemerintah dalam bentuk narasi/konten yang menarik. Informasi yang dihasilkan
dapat berupa berita, artikel, transkripsi video/foto. Konten tersebut kemudian
disebarluaskan melalui kanal-kanal media daring yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet
seperti Website Sekretariat Kabinet, Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. Selain akses
tersebut, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi publik yang dimiliki
oleh Sekretariat Kabinet.

Berikut ini gambaran standar pelayanan terkait permohonan informasi hasil peliputan
kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Gambar 2.4...
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Gambar 2.4.
Standar Pelayanan Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan
Sekretariat Kabinet
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Indikator kelima
penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet (target minimal 90%). Tingkat kepuasan

penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet didapatkan dari hasil survei dengan cara

sasaran strategis IV adalah persentase tingkat kepuasan

membagikan kuesioner kepada responden yang berasal dari kementerian/lembaga atau dari
masyarakat umum. Survei dilaksanakan dengan skala likert seperti yang berlaku pada
indikator pertama sasaran strategis Il di atas.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

> Total skor persepsi responden
X 100%

> Responden




BAB Il
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tema RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang
sejahtera, adil, dan berkesinambungan”. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap terakhir dari
RPJPN 2005-2025 dengan amanat memantapkan pembangunan secara menyeluruh di
berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan lImu Pengetahuan
dan Teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia telah ditetapkan kerangka visi
pembangunan Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Adapun usaha-usaha untuk
mewujudkan visi Indonesia 2020-2024 dijabarkan dalam 9 (Sembilan) misi pembangunan.
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional pembangunan SDM, pembangunan
infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi,
ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagaimana telah dijelaskan pada bab
sebelumnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian ketujuh agenda pembangunan tersebut,
Sekretariat Kabinet sebagai salah satu instansi yang memegang peranan penting terutama
dalam kaitannya dengan tugas manajemen kabinet, terus berupaya mengembangkan
organisasi (organizational development) antara lain dengan meningkatkan kinerja
manajemen kabinet dengan mendorong penyelesaian program yang mengalami kendala
(debottlenecking) dengan pendekatan whole of government. Sekretariat Kabinet dalam
melaksanakan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
penyelenggaraan pemerintahan memastikan arahan Presiden dilaksanakan (delivery)
dengan efektif dan efisien serta memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di samping itu, Sekretariat Kabinet juga terus berupaya untuk menyesuaikan diri
terhadap dinamika pemerintahan salah satunya dengan cara menyesuaikan struktur
organisasi dan tugas serta fungsinya.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kabinet
Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet memuat langkah-langkah strategis dan

operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta
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pencapaian sasaran strategis organisasi. Disamping berorientasi pada sasaran strategis
Sekretariat Kabinet, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak
terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Kabinet dalam jangka menengah
2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet dalam penyusunannya berpedoman
pada tugas yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2020
tentang Sekretariat Kabinet, yakni “memberikan dukungan manajemen kabinet kepada
Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Diproyeksikan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet dimaksud dapat
menuntaskan beberapa permasalahan mendasar organisasi yang dapat menghambat laju
pencapaian sasaran strategis organisasi. Permasalahan mendasar tersebut tercermin dari
hasil analisa SWOT Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Bab |,
yakni:

1. belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi;

2. belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);

3. belum optimalnya mekanisme (tools) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan;

4. belum optimalnya kerja sama/kolaborasi beberapa K/L/I lain dengan Sekretariat
Kabinet;
dampak negatif perkembangan Teknologi Informasi yang cepat; dan
perkembangan dunia yang mengarah pada kondisi volatility, uncertainty, complexity,
dan ambiguity (VUCA).

Untuk mencapai sasaran strategis Sekretariat Kabinet pada tingkat yang optimal, maka
permasalahan-permasalahan tersebut akan dapat dihadapi melalui sejumlah strategi yang
akan diterapkan secara bersinergi dan_berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
ke depan, yakni difokuskan kepada penguatan kualitas 3 (tiga) aspek strategi sebagai berikut:
1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;

2. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah; dan

3. Peningkatan pelaksanaan e-government, serta pengelolaan data dan informasi yang

mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Selanjutnya...



Selanjutnya strategi Sekretariat Kabinet dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM, Kelembagaan, dan Ketatalaksanaan.

Sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 disebutkan Visi Reformasi
Birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Pada tahun 2024 Aparatur Sipil
Negara sudah harus memiliki ciri-ciri smart ASN, vyaitu berintegritas, nasionalisme,
profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing,
hospitality, networking, dan entrepreneurship.

Oleh karena itu, guna mewujudkan birokrasi berkelas dunia (world class bureaucracy)
Sekretariat Kabinet terus berupaya untuk memprioritaskan peningkatan program
pengembangan SDM yang berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan peran Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas
manajemen kabinet, dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan.

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun perencanaan pendidikan dan
latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang berwibawa dan andal, berdasarkan hasil
penilaian kompetensi (assessment) dan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi.
Seiring dengan itu, evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan struktural dan non
struktural akan terus dilakukan, termasuk melakukan reposisi SDM berdasarkan kompetensi
yang telah ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan.

Pelaksanaan diklat selama 5 (lima) tahun ke depan dimonitor dan dievaluasi secara
berkelanjutan. Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penjajakan
dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Program kerja
sama terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional
dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang dan melalui capacity
building.

Upaya peningkatan kapasitas SDM menuju profesional dan berkualitas, harus diwadahi
dengan kelembagaan yang luwes dan mampu mengakomodir talenta-talenta Sekretariat
Kabinet secara optimal sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. Sejalan dengan hal
tersebut, pada akhir tahun 2019, Sekretariat Kabinet memproses restrukturisasi
organisasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemberian dukungan manajemen kabinet
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat
Kabinet juga akan melakukan penyederhanaan birokrasi melalui peralihan jabatan struktural
ke jabatan fungsional sebagaimana salah satu agenda utama Presiden ditargetkan selesai
pada akhir tahun 2020.

Di samping...
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Di samping itu, dalam periode 2020-2024 akan dilaksanakan optimalisasi
ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet, melalui penyusunan dan penyempurnaan
prosedur kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas prosedur kerja dalam
mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Kualitas prosedur kerja dimaksud
diproyeksikan mampu dicapai melalui peta proses bisnis yang bersifat komprehensif di tiap
level organisasi dengan mengedepankan prinsip kekuatan koordinasi.

2. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah.

Sekretariat Kabinet dalam menjalankan dukungan manajemen kabinet yaitu menyusun
rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden,
salah satunya dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian kebijakan dan program pemerintah. Guna mencapai hal tersebut, Sekretariat
Kabinet perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam
rangka memastikan program pemerintah berjalan efektif yang efisien.

Sekretariat Kabinet menempatkan posisi strategis yang terlibat aktif dalam
keseluruhan siklus manajemen kabinet dari formulasi (ex-ante policy making), implementasi,
evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (ex-post policy making). Peran
tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian
Negara dan Lembaga Pemerintah.

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan arahan Presiden dan kinerja
kabinet tersebut dilakukan terhadap kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non
kementerian dalam menjalankan program-program pemerintah yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan dan sidang kabinet.

Selain program-program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian juga dilakukan terhadap petunjuk atau arahan Presiden kepada
Kementerian/Lembaga yang disampaikan dalam sidang kabinet/rapat terbatas. Pelaksanaan
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dimaksud dilakukan untuk memastikan pencapaian
target, mengidentifikasi kendala terhadap pelaksanaan program dan sasaran, atau solusi atas
kendala yang mungkin dihadapi.

Sekretariat Kabinet juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
memastikan kemajuan/progress pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun untuk
mengantisipasi  terjadinya kelambatan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Pelaksanaan koordinasi tersebut dilakukan setelah melalui berbagai upaya pengumpulan dan
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pengolahan data serta diyakini terdapat berbagai hambatan yang perlu segera diselesaikan.
Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam
program kerja K/L dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat
sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat dan/atau negara.

Dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan K/L, Sekretariat
Kabinet dapat mengadakan koordinasi dengan K/L terkait untuk memperlancar program
maupun untuk melakukan penyelesaian (debottlenecking) terhadap kendala kendala yang
ada. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut memiliki tingkat kompleksitas tinggi,
maka Sekretariat Kabinet akan menjadwalkan pelaksanaan sidang kabinet untuk
mendapatkan arahan dari Presiden dan rekomendasi penyelesaian masalahnya sesuai
dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, atau dikembalikan kepada
kementerian/lembaga.

Dalam upaya meningkatkan pemantauan terhadap arahan Presiden, Sekretariat
Kabinet akan terus memastikan arahan Presiden dilaksanakan (delivery) dan dipantau
melalui Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Kedepannya SITAP merupakan bagian
dari e-Manajemen Kabinet sebagai tool untuk pelaksanaan tugas manajemen kabinet, dan
sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan agar lebih baik.

3. Peningkatan pelaksanaan e-government, serta pengelolaan data dan informasi yang
mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Berkenaan dengan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sekretariat Kabinet telah menyusun
Rencana Induk Sistem Teknologi Informasi (RISTI) Sekretariat Kabinet 2019-2024. RISTI
diharapkan membantu percepatan peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet baik secara
internal maupun secara eksternal dengan sistem yang berbasis teknologi informasi
terintegrasi dan bermanfaat bagi publik, serta mewujudkan tata kelola organisasi secara
modern.

Salah satu upaya peningkatan penerapan e-government dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi dimaksud adalah penyelenggaraan kerja sama antar-lembaga pemerintah
(government to government) dalam rangka pembangunan aplikasi e-Kabinet, yang
dimaksudkan sebagai efisiensi pengelolaan persidangan dan rapat terbatas Presiden dan
Wakil Presiden.

Tidak hanya itu, Sekretariat Kabinet juga semakin berfokus pada penguatan basis data
dan informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Adanya basis data dan informasi
yang kuat dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, akan
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mendorong tingkat validitas dan reliabilitas rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet dimaksud,
diharapkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sejumlah sasaran strategis Sekretariat
Kabinet secara efektif dapat diwujudkan.

3.3 Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet,
Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada
Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet dari sisi
pemikiran, Sekretariat Kabinet perlu memperkuat posisi strategisnya, baik antar-
Kementerian/Lembaga, maupun dari sisi internal organisasi. Penguatan peran dan posisi
Sekretariat Kabinet dalam periode lima tahun mendatang mulai dari tahun 2020-2024
diterjemahkan dalam berbagai upaya yaitu menyusun kerangka regulasi yang bersifat
komprehensif, dan berorientasi peningkatan kinerja birokrasi serta organisasi dalam
mewujudkan dukungan manajemen kabinet yang optimal kepada Presiden dan Wakil
Presiden.

Dalam penyusunannya, kerangka regulasi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 telah
mempertimbangkan prinsip-prinsip meliputi:

a. kerangka regulasi dalam jangka pendek dan menengah yang masing-masing regulasi yang
diproyeksikan ditetapkan pada tahun 2020-2022, dan regulasi yang diproyeksikan
ditetapkan pada tahun 2023-2024;

b. kerangka regulasi dibentuk dengan diarahkan pada peningkatan sistem akuntabilitas
kinerja, reformasi, dan birokrasi;

c. penyusunan kerangka regulasi telah berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap
efektivitas regulasi yang ada; dan

d. dalam pembentukannya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Secara rinci, kerangka regulasi Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024 disusun juga
berdasarkan arahan utama Presiden khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi atau
reformasi hukum yakni melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan yang tidak sinkron
dan menghambat investasi, melakukan deregulasi dan simplifikasi peraturan salah satunya
adalah peraturan K/L.

Upaya penguatan posisi strategis Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan
RPJMN 2020-2024 dalam keterkaitan penyederhanaan regulasi atau reformasi hukum,
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adalah melaksanakan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rancangan peraturan
menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga yang bersifat strategis dan berdampak
luas. Rencana kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas tersebut kedepan
diarahkan melalui persetujuan Presiden dan Wakil Presiden yang diputuskan dalam sidang
kabinet atau rapat terbatas.

Rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga sangat perlu
dikaji atau direviu karena regulasi yang bersifat teknis baik karena turunan peraturan
pelaksanaan peraturan di atasnya, maupun karena kewenangan lembaga itu sendiri, tidak
jarang berisiko menambah beban dan rantai birokrasi apabila tidak dirumuskan secara
cermat. Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan kepala
lembaga yang memiliki materi muatan strategis dan masuk dalam pelaksanaan agenda
pembangunan di RPJMN 2020-2024 sudah sepatutnya dilakukan reviu terlebih dahulu
sebelum ditetapkan.

Dalam mewujudkan pengkajian atas rancangan peraturan menteri atau kepala
lembaga, maka diperlukan instrumen yang dapat memberikan dorongan kepatuhan kepada
kementerian/lembaga yakni melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet yang pada pokoknya
menetapkan mekanisme pengajuan persetujuan peraturan menteri/kepala lembaga yang
ditetapkan pada sidang kabinet/rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

Di samping itu, Sekretariat Kabinet juga berperan dalam pemberian dukungan
pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden yakni melalui tugas dan fungsi pengkajian dan
pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian
masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
dan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah.

Merespon tugas dan fungsi dimaksud, maka Sekretariat Kabinet wajib memastikan
bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam Kabinet dapat diselesaikan sehingga
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis.
Guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program
yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Sekretariat Kabinet wajib melakukan
pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah. Guna memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis,
Sekretariat  Kabinet  melakukan  komunikasi  politik secara intensif dengan
kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik, maupun dunia

usaha.
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Berkesinambungan terhadap tugas tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan yang
berfokus pada mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah. Selain itu juga dibutuhkan pedoman tentang penyelesaian
masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.
Pembentukan kerangka regulasi mengenai hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan
akuntabilitas dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Penguatan posisi strategis Sekretariat Kabinet dalam rangka memberikan dukungan
pemikiran, teknis, dan administrasi kepada Presiden selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir, sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari JPT Utama dan JPT Madya.

Dalam periode 2020-2024, tugas dan fungsi pemberian dukungan pemikiran, teknis,
dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari JPT Utama
dan JPT Madya diperkuat dalam Peraturan Presiden tentang Sekretariat Kabinet.

Sejalan dengan hal tersebut, kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk memperkuat
peran Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan rapat terbatas Tim Penilai Akhir dimaksud
adalah peraturan terkait mekanisme pengelolaan kesekretariatan Tim Penilai Akhir. Selain
dimaksudkan untuk mendorong tata kelola organisasi, peraturan tersebut juga dapat
mendorong kepatuhan kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan rapat terbatas Tim
Penilai  Akhir, serta sekaligus dimaksudkan sebagai pedoman umum bagi
kementerian/lembaga, yang pengaturan sebelumnya hanya berbentuk surat edaran atau
standar operasional prosedur.

Di sisi lain, optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet juga diterapkan dalam hal
penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat,
atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,
maka akan dilaksanakan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur yang tidak hanya
bersifat struktural, namun juga terhadap prosedur yang memiliki keterkaitan dengan unit
kerja lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet. Selain itu juga akan dilakukan evaluasi atas
Standar Pelayanan, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta peningkatan
koordinasi dan kerja sama antara Sekretariat Kabinet dengan stakeholders terkait.

Sementara itu, secara umum kerangka regulasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2020-
2024 diarahkan pada kebutuhan regulasi dalam bentuk peraturan internal Sekretariat
Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
Peraturan/Keputusan Internal di lingkungan Sekretariat Kabinet meliputi Peraturan
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Sekretaris Kabinet (Perseskab), Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab), Kepseskab selaku
Pengguna Anggaran (PA) atau Pengguna Barang (PB), Peraturan Pimpinan Satuan Organisasi
yang bertanggung jawab di bidang administrasi, Keputusan Pimpinan Satuan Organisasi yang
bertanggung jawab di bidang administrasi, dan Keputusan Pimpinan Satuan Organisasi yang
bertanggung jawab di bidang administrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa
Pengguna Barang (KPB).

Adapun teknis penyusunan kerangka regulasi Sekretariat Kabinet berpedoman pada
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang pada intinya
terdiri dari tahap:

1. evaluasi efektivitas regulasi;
2. evaluasi substansi regulasi; dan
3. perumusan rekomendasi berupa pembentukan, perubahan, atau pencabutan regulasi.

Dalam rangka pengelolaan peraturan internal, Sekretariat Kabinet telah melakukan
penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan internal secara
berkala setiap tahun. Hal ini dimaksudkan agar regulasi yang berlaku saat ini dapat berjalan
efektif dan menjawab kebutuhan organisasi. Selain itu, evaluasi peraturan internal juga
menjadi penting karena sifat peraturan internal yang mengikat dan memayungi serta
menjadi dasar seluruh pedoman proses bisnis di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pada tahun 2019, Sekretariat Kabinet telah menginventarisasi dan mengidentifikasi
regulasi atau peraturan internal yang perlu untuk diubah atau disempurnakan pada tahun
2020, dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi.

Evaluasi terhadap 34 Perseskab mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2017 yang masih
berlaku, dilakukan dari dua sisi. Pertama dari sisi efektivitas pelaksanaan peraturan dan
kedua dari sisi normatif peraturan. Dari sisi efektivitas pelaksanaan peraturan, secara umum
Perseskab pada periode tersebut belum optimal dilaksanakan. Belum optimalnya
pelaksanaan Perseskab tersebut di antaranya karena tidak dijadikan dasar hukum peraturan
pelaksanaannya, belum adanya peraturan pelaksanaan, atau masih perlunya dilakukan
sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet agar
terinformasikan dan ditaati.

Sementara itu dari analisis secara normatif, hampir keseluruhan Perseskab perlu
penyesuaian dan penyempurnaan, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan
yang baru atau lebih tinggi. Tercatat sebanyak 50 persen atau 17 Perseskab dipertimbangkan
untuk diubah, baik secara teknis maupun substansi peraturan. Sementara itu, terdapat 23,5
persen atau 8 Perseskab dipertimbangkan untuk dicabut dan diatur sesuai peraturan
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perundang-undangan yang baru. Namun demikian, sebanyak 26,5 persen atau 9 Perseskab
belum ada urgensi untuk diubah atau dicabut, namun dipertimbangkan untuk pembentukan
atau penyesuaian peraturan pelaksanaannya.

Gambar 3.1

Keterangan

Total Peraturan Sekretaris Kabinet yang dievaluasi
adalah 34 Peraturan yang ditetapkan mulai dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2017

Terhadap hasil evaluasi dimaksud, rekomendasi terhadap Perseskab secara umum
adalah sebagai berikut:
a. perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-
undangan yang lebih baru dan lebih tinggi;
b. perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh unit kerja di lingkungan
Sekretariat Kabinet guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perseskab.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Indonesia memasuki akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional periode 2005-2025, dimana seluruh aspek diharapkan tumbuh dengan signifikan.
Pertumbuhan tersebut tentu harus disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance), yang juga diharapkan menuju pada pemerintahan yang dinamis
(Dynamic Government).
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Guna mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Kabinet harus mampu menjalankan tugas
dan fungsinya secara konsisten, siap, fleksibel, dan dinamis dalam batasan-batasan norma
menghadapi perkembangan dan tantangan yang muncul diluar prediksi (unpredictable).
Dalam memberikan kontribusinya, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan secara konsisten melaksanakan
koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, mulai dari
perangkat organisasi, struktur, tata laksana, sampai dengan pengelolaan sumber daya.

Sebelumnya, struktur organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor
4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang pada dasarnya
mengintegrasikan antara fungsi perancangan perundang-undangan dengan fungsi
pemantauan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta pembagian bidang melalui
pendekatan sektoral, yaitu bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian,
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta bidang kemaritiman. Pembagian
menjadi empat bidang ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola
manajemen kabinet berlangsung secara efektif, yang tentu didukung sisi teknis dan
administrasi.

Namun demikian, pada pemerintahan baru periode tahun 2019-2024, mengharuskan
adanya perubahan terhadap arah kelembagaan Sekretariat Kabinet lima tahun mendatang
untuk dapat mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya adalah
reformasi struktural lembaga pemerintah menjadi efisien, efektif, terkonsolidasi, dan tidak
tumpang tindih. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan
akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan
(structure follow strategy). Guna menyesuaikan dengan kondisi perkembangan
pemerintahan tersebut, maka perlu untuk melakukan penataan kembali organisasi
Sekretariat Kabinet yang disesuaikan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan bagian terakhir dari RPJPN 2005-2025.

Dalam rangka memastikan kesesuaian dukungan kerangka kelembagaan dengan
pelaksanaan RPJMN 2020 — 2024, maka dilakukan tahapan penilaian kelayakan, yang terdiri
dari pertanyaan: apakah kerangka kelembagaan Sekretariat Kabinet tidak tumpang-tindih
dengan kelembagaan yang ada?; apakah kerangka kelembagaan yang disusun telah efektif
dan bisa dilaksanakan?; apakah usulan kerangka kelembagaan memperpendek rantai
birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan?; dan apakah usulan kerangka kelembagaan
Sekretariat Kabinet didukung dengan kelengkapan hasil kajian dan cost and benefit analysis?.
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Terhadap hal tersebut, berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Sekretariat Kabinet
yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang melibatkan seluruh unit kerja,
Sekretariat Kabinet merupakan organisasi yang tergolong efektif dari sisi struktur maupun
proses. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan
internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan
eksternal organisasi. Meski demikian, organisasi Sekretariat Kabinet juga dinilai masih
memiliki beberapa kelemahan minor.

Disamping melakukan evaluasi dari penilaian kelayakan sebagaimana pedoman
Kementerian PANRB, Sekretariat Kabinet secara mandiri melakukan evaluasi kelembagaan
dengan pendekatan optimalisasi tugas dan fungsi, pengurangan potensi tumpang tindih
tugas dan fungsi antar-unit kerja, dan berorientasi memperjelas output dalam mendukung
key performance indicator (KPI).

Terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian di dalam Peraturan Sekretaris
Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini terkait dengan keberadaan fasilitasi operasional, tata
usaha, dan sekretaris. Secara normatif, tugas dan fungsi ketiga bidang tersebut pada
dasarnya memiliki perbedaan yang signifikan. Namun dalam implementasinya, terdapat
tumpang tindih pada masing-masing tugasnya. Permasalahan lain yang timbul dalam
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 adalah adanya tugas Deputi Bidang
Dukungan Kerja dan Kabinet sebagai Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah. Digabungnya
tugas Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah ke dalam salah satu bidang pada Asisten
Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan memicu kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan
fungsi bidang tersebut.

Kajian organisasi dari aspek peraturan perundang-undangan juga dilaksanakan
terhadap perubahan Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Pembentukan UKPBJ di lingkungan
Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki dasar yang kuat dan rasional. Kelembagaan
UKPBJ di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dinilai memiliki  tugas dan fungsi secara
optimal sesuai Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 idealnya dibentuk pada level Jabatan
Administrator.

Kajian organisasi juga dilakukan secara deskriptif untuk menguji efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Adapun hasil dari kajian organisasi
tersebut antara lain:

1. belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh kedeputian substansi di
lingkungan Sekretariat Kabinet;

2. tidak...
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. tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagai Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah, yang saat ini diampu oleh Deputi Dukungan
Kerja Kabinet;

. belum seimbangnya beban kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan

4. belum maksimalnya pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Terhadap hasil penilaian kerangka kelembagaan dan kajian organisasi tersebut, maka

secara tidak langsung terdapat dorongan kepada Sekretariat Kabinet untuk melakukan

penyempurnaan kelembagaannya melalui perubahan peraturan perundang-undangan dan

penataan struktur organisasi (restrukturisasi langsung) yang secara garis besar antara lain:

1. penguatan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu menambahkan fungsi penyelesaian

masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami
hambatan, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu
mendapatkan persetujuan Presiden dan penyelenggaraan dukungan teknis dan
administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai
Akhir;

. perubahan beberapa nomenklatur menyesuaikan pada pendekatan kementerian
koordinator, dan juga pendekatan tugas dan fungsi;

3. pembentukan Pusat Pembinaan Penerjemah; dan

4. perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sesuai dengan arahan Presiden.



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Tugas Sekretariat Kabinet sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor
55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan manajemen
kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk
memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi serta konsistensi kinerja
Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkanlah visi Sekretariat Kabinet,
yaitu menjadi Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan
Wakil Presiden mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan
sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet, telah ditetapkan tujuan
yang dilengkapi dengan 4 (empat) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin
dicapai secara nyata oleh Sekretariat Kabinet dan mencerminkan pengaruh atas hasil dari
program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya setiap sasaran
strategis dan sasaran program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran
strategis dan indikator kinerja program.

4.1.1.Target Kinerja Tahun 2020

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 sudah dilakukan
pada awal Tahun 2019, sehingga menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2019 yang masih mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris
Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai
dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut
yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020. Namun, pelaksanaan restrukturisasi
organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan
keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen
perencanaan dan penganggaran Sekretariat Kabinet dan tetap menggunakan nomenklatur
program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Dengan demikian, informasi kinerja yang

tercantum ...
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tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet untuk Tahun 2020 dan Renja

Sekretariat Kabinet Tahun 2020 masih mengacu kepada informasi kinerja dalam Renja Tahun

2019.

Perubahan informasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan

Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dihitung capaiannya untuk kemudian dijelaskan

dalam dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020.

Rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja tahun 2020

Sekretariat Kabinet diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja

Sekretariat Kabinet Tahun 2020

Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Target PIC
Strategis 2020

Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah

Terwujudnya Persentase rekomendasi atas 100%  Deputi Bidang Politik,
rekomendasi kebijakan rencana dan penyelenggaraan Hukum, dan Keamanan,
yang berkualitas pemerintahan yang Deputi Bidang

dimanfaatkan

Persentase rekomendasi
persetujuan atas permohonan
izin prakarsa dan substansi
rancangan peraturan
perundang-udangan yang
dimanfaatkan

100%

Persentase rekomendasi terkait
materi sidang kabinet, rapat atau

pertemuan yang dipimpin dan/atau

dihadiri oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden yang dimanfaatkan

100%

Perekonomian,

Deputi Bidang
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan, dan
Deputi Bidang
Kemaritiman

Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet

Terwujudnya pengelolaan Persentase tingkat kepuasan

persidangan kabinet yang peserta sidang kabinet terhadap

berkualitas pengelolaan sidang kabinet

100%

Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet

Target ...
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Target indikator kinerja kegiatan Tahun 2020 pada masing-masing unit kerja di

lingkungan Sekretariat Kabinet untuk program teknis maupun program generik dapat dilihat

pada Lampiran la.

4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021-2024

Berdasarkan Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal
24 Juni 2020, hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP),

Sekretariat Kabinet mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran tahun 2021 — 2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan

implementasi kebijakan money follow program. Hal ini menyebabkan perubahan rumusan

indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja

Sekretariat Kabinet Tahun 2021—2024

Tujuan/Sasaran  Indikator Kinerja Target PIC

Strategis 2021 2022 2023 2024

Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah

Terwujudnya Persentase 91% 93% 96% 100% Deputi Bidang

rekomendasi rekomendasi Politik, Hukum,

kebijakan atas rencana dan Keamanan,

pemerintah yang kebijakan dan Deputi Bidang

berkualitas program Perekonomian,
pemerintah yang Deputi Bidang
dimanfaatkan Pembangunan

Manusia dan

Persentase 91% 93% 96% 100% Kebudayaan,
rekomendasi Deputi Bidang
atas rencana Kemaritiman
kebijakan dan Investasi

kementerian/
lembaga dalam
bentuk
peraturan
menteri/kepala
lembaga yang
perlu

Tujuan...
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Indikator Kinerja Target PIC
2021 2022 2023 2024

mendapatkan

persetujuan

Presiden yang
ditindaklanjuti

Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

Terwujudnya Persentase 91% 93% 96% 100% Deputi Bidang
hasil alternatif Politik, Hukum,
pengendalian penyelesaian dan Keamanan,
penyelenggaraan masalah atas Deputi Bidang
pemerintahan pelaksanaan Perekonomian,
yang berkualitas  kebijakan dan Deputi Bidang

program Pembangunan

pemerintah yang Manusia dan

mengalami Kebudayaan,

hambatan yang Deputi Bidang

ditindaklanjuti Kemaritiman

dan Investasi

Persentase hasil 91% 93% 96% 100%

pemantauan,

evaluasi, dan

pengendalian

atas

pelaksanaan

kebijakan dan

program

pemerintah yang

ditindaklanjuti
Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet
Terwujudnya Persentase 91% 92% 93% 94%  Deputi Bidang
penyelenggaraan tingkat Dukungan Kerja
dukungan kerja kepuasan Kabinet
kabinet yang pengelolaan

berkualitas

sidang kabinet,
rapat, atau
pertemuan yang
dipimpin

dan/atau
dihadiri oleh

Tujuan...
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Indikator Kinerja Target

PIC

2021 2022 2023

2024

Presiden
dan/atau Wakil
Presiden

Persentase 100% 100% 100%

naskah
kepresidenan

yang
dimanfaatkan

100%

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet

Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan
yang baik di
lingkungan
Sekretariat
Kabinet

Persentase 92% 94% 96%

tingkat
kepuasan K/L
(Instansi
pengusul) atas
pelayanan
penyelesaian
administrasi
terkait
pengangkatan,
pemindahan,
dan
pemberhentian
Jabatan
Pimpinan Tinggi
Utama, Jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya, dan
Pejabat lainnya
hasil sidang Tim
Penilai Akhir

98%

Persentase 90% 90% 90%
tingkat

kepuasan pada

layanan

pembinaan

jabatan

fungsional

penerjemah

90%

Deputi Bidang
Dukungan Kerja
Kabinet dan
Deputi Bidang
Administrasi

Tujuan...
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Tujuan/Sasaran  Indikator Kinerja Target PIC

Strategis 2021 2022 2023 2024

Indeks A A A A

Reformasi (81,40) (81,50) (81,60) (81,70)

Birokrasi

Opini Badan WTP WTP WTP WTP
Pemeriksa

Keuangan

terhadap

laporan

keuangan

Persentase 91% 92% 93% 94%
tingkat

kepuasan

penyebarluasan

informasi terkait

kegiatan

kabinet

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan arah kebijakan dan strategi
yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan
permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu
tertentu.

Program merupakan alat kebijakan (policy tool) yang dimiliki oleh
Kementerian/Lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Presiden,
yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja Eselon |. Dengan adanya redesain kegiatan
Kementerian/Lembaga, kegiatan kini tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi Unit Kerja
Eselon Il atau Satuan Kerja vertikal dari Kementerian/Lembaga tersebut sehingga
memungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon II.
Hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas yang
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan.

Sekretariat Kabinet memiliki 2 (dua) jenis program, Program Teknis dan Program
Generik. Program Teknis merupakan program yang didesain untuk melaksanakan prioritas
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Program...
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Program Teknis Kementerian/Lembaga dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: 1)
Program Teknis bersifat Lintas Kementerian/Lembaga; dan 2) Program “Riset dan Inovasi
lImu Pengetahuan dan Teknologi”. Sedangkan, Program Generik (bersifat pendukung)
merupakan program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
menjalankan pemerintahan (birokrasi).

Pengimplementasian RSPP ini mengakibatkan perubahan program generik Sekretariat

Kabinet menjadi:

“Program Dukungan Manajemen”

Sedangkan program teknis yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya

pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah:

“Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden”

Pada Tahun 2021, Program Teknis Sekretariat Kabinet tersebut dijabarkan kedalam
13 (tiga belas) kegiatan teknis, dan program generik Sekretariat Kabinet dijabarkan kedalam
8 (delapan) kegiatan generik.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil RSPP tersebut, terdapat perpindahan 1 (satu)
kegiatan dari program teknis ke program generik dan beberapa penyesuaian terhadap
Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output baik untuk Program
Teknis maupun Program Generik. Penyesuaian berdasarkan RSPP dapat dilihat pada
Lampiran Ib.

Berikut ini adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Program untuk Program Generik dan
Program Teknis dimaksud dalam rangka mencapai Sasaran Strategis sebagaimana dijelaskan
dalam Bab I, yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (Outcome)

Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet

Indikator Kinerja Program:

a. Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat

Kabinet;
c. Hasil...
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Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet;

. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet;
. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet;

Nilai hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik;
Indeks kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

. Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan

Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial; dan
Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan.

Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Sasaran Program (Outcome)

a.

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan
Kemaritiman dan Investasi;

. Terwujudnya rekomendasi kebijakan Utusan Khusus Presiden dan layanan khusus

Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berkualitas;

. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi;

. Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen

terjemahan yang berkualitas;

. Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L,
dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas; dan
Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas.

Indikator Kinerja Program:

a.

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan yang dimanfaatkan;

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti;

. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang

Perekonomian yang dimanfaatkan;

d. Persentase...
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. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti;

. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan;

. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam

bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan

Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti;

. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang

Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan;

. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam

bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan

Presiden di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti;

Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Presiden;

Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Wakil Presiden

. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan yang ditindaklanjuti;

Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan yang ditindaklanjuti;

.Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang
ditindaklanjuti;

. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang

ditindaklanjuti;

. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan

dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti;

. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti;

. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan

dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan

Investasi yang ditindaklanjuti;

r. Persentase ...



r106]
¢ J

r. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi
yang ditindaklanjuti;

s. Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet,
rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden;

t. Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden RI;

u. Persentase  dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari
stakeholders;

v. Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L,
dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara
akurat;

w. Persentase rekomendasi penilaian pejabat Fungsional Penerjemah yang diselesaikan
secara akurat; dan

x. Tingkat kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan
anggaran untuk merealisasikannya. Kebutuhan anggaran tersebut bukan hanya untuk
memenuhi kebutuhan anggaran Satuan Organisasi dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat
Kabinet, tetapi juga meliputi Satuan Organisasi lain yang anggarannya secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet, seperti UKP, SKP dan SKWP. Sumber dana yang
digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sepenuhnya berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehubungan dengan dukungan
pendanaan tersebut, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran
strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3...
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Tabel 4.3.
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Kabinet 2020—2024

Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)

No Program
2020 2021 2022 2023 2024

I Program Generik

1 Dukungan Manajemen 230.211 - - - -
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Sekretariat Kabinet

2 Dukungan Manajemen - 300.556 310.421 321.229 333.455

Il Program Teknis

1 Dukungan Pengelolaan 20.730 - - - -
Manajemen Kabinet
Kepada Presiden dan
Wakil Presiden Dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan

2 Penyelenggaraan - 34.199 41.506 44.001 46.597
Layanan Kepada
Presiden dan Wakil
Presiden

Jumlah 250.941' 334.7557 351.927 365.231 380.053

Catatan:

1 pagu APBN-P Tahun 2020 setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19
berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, hal Langkah-Langkah
Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.

2 pagu APBN-P Tahun 2021 setelah Refocussing dan Realokasi Anggaran Belanja berdasarkan surat Menteri
Keuangan nomor S-30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021, hal Refocusing dan Realokasi Belanja
Kementerian/Lembaga TA 2021.



BAB V
PENUTUP

Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat Kabinet untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni pemberian dukungan
manajemen kabinet, guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden sesuai dengan Agenda Pembangunan dan Arahan (Strategi) Presiden dan Wakil
Presiden.

Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dengan mempertimbangkan potensi,
peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi. Untuk menjamin keberhasilan
pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian
pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra
termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian
sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Keberhasilan penerapan Renstra tergantung dari komitmen dan konsistensi
organisasi untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, pencapaian visi dan misi
sebagaimana tercantum dalam Renstra ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari
segenap pimpinan dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.



“jiseH -

joulgey!
diM jeuejayes uebuensyl ueiode] depeyis) (Mdeg) uebuensy| esyLswsd uepeg uidp -

jouiqey] jelejalyss uebunybui Ip eAuurel siuya)

%06 sebn) ueeuesyead uep usweafeuew uebunynp depely.s] uesendsy asejussiod -

JouIge) JelelaaS seyjigeiunye uep ‘isueledsuel) ‘sebny ueseoue|ay eAupninmia |

112082 (L0'¥1 1) J8uige)] Jeluejanes eAuue SiUe] sebn] ueeuesye|ad uep uswsafeuep uebun)yng weiboid

jouigey

%001 buepls ueejoisbuad depeyus) jauiqey buepls elasad uesendsy Jeybuy sejussisd -

sejljenylaq BueA jouigey uebuepisiad ueejojebuad eAupninmia |

ueyjegjuew|p
bueA uapisaid |IXEA) neje/uep uspIsaid Ys|o Lipeyip neje/uep uiduwidip

%001 bueA uenwayad neje jedes Jouiqey BUEPIS LISJEL JIB)IS] ISEPUSLIONS] 8SBJUSSIS -

ueyjeejuewp buef uebuepun-buepuniad ueimelsd uebuesuel 1Suelsqns

%001 uep esieyeid uiz ueuoyowudd seje ueninjasiad 1ISepusLLIOY 8. 8SEjUSSId -
ueyjeejuew|p
%001 bueA ueyejuuswad ueelebbusisAuad uep eueous.l SeJe ISEPUSLIONS.] 8SBJUSSIS ] -

sejljenylaq BueA ueyeligey Isepuswoyal eAupninmia |

L ¥6°05¢C (F11) LANIGVY LVIFVLTTS
(yeidnu ejn[ wejep) uejeibey] elisury Jojeyipuj/uejeibey] ueieseg/weliboid
Bues)e|ed IsesiuebiQ Jun jebie] ueje|bey] /weliboid
1ISB)OIY ueleses Joje)ipuj/welbold uelresesy/sibejens ueleses Joyeyipu] /sibejelis ueieses

020z unye] 13uige)| 1e1Ie}d3S Ueeuepuad uep efiauly] syien

TVOONVL

: HYOWON

VISINOANI X1M19Nnd3y

1INIGVH SIYVLIUNIS NVHNLVYH3Id
Bl NVHIdINVT



*'9SB)UBSIoH -

IsenjeAs uep uenejuewsad sejijeny eAuieybulusiy

jouiqey/ jelejanyes ueiebbue

%08 uep weiboid ueeueousiad ueuele depey.s) elisy jun uesendsy osejussio -
uelsebbue uep welboid ueeueoualad seyeny eAujeybulus|y
uebuenay| (110G) 18UIgey) Jeuelasas uebunybul 1p ueiebbuy uep ‘uejelbay ‘weibold ueeuesye|ad
uep ueeuesualad olig 09Z°L uep UBBUBDUBISd ISEN|eA Uep uenejuewad eusas ‘uebuenay uep ueeueduslad uswsleuely uebunyng uejeiboy)
%08 euesye| eje] uawsleuew Sejyeoe seje uele|iusd 8Sejussiod -
%08 ueebequuis|ay SEINIYSJS Seje uelB)iusd Sejussisd -
euesye| eje} uep Isesiuebio uswaleuew ueuele| seynpa)e eAUE)BUIUSI
%08 1remebad ueeuiquiad ueuefel uesenday asejussIod -
1emebad seysedey
%08 uebuequisbuad weibo.id ueeuesyelad depey.s) epesad uesendsy asejussiad -
%0. ueiemebadsy ueuefe| uesendsy asejussiod -
eisnuew eAep Jaquins uswsaleuew ueueAe| sejijeny eAuieybulusiy
euesye
eje] uep isesiueblo
‘eisnuej\ eAeq Jaquing ouig 0/6°LLL (010G) euesye eje] uep ‘isesiuebiQ ‘eisnuep eAeq Jaquing uswaleuepy uebunyng uejeibay)
jouigey|
98 JeLIBIBIYES (M) ISBI0IIG ISEULIOISY UBBUBSYEISS LIPUEY UEIB|IUS [ISEH -
(0g'189) v Joulqe)| Jeliejoyegs ISelyollg 1Sewlojoy syapu| -
(0s'e.) a9 JauIgey] Jelelanas YepuLawad 1Sueisu| elisuly Seyiqejunyy uelejiusd IseH -
cuBSHE[Od 1SESIUEBIO JUN (yeidnu ejn wejep) Jobue] uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold uEjeiBoy weibolg

ISexoly

ueleseg Jojeyipuj/welboid ueleseg/siBalens ueleses Joeyipu| /sibejeljs ueieses




~-uejelbay]

%06

Jouiqey/ jelejayss uebunybul|
1p eAuurel wnwn ueueAejad epss ‘venwel ‘uedeybusiad ‘ueeieylpwad ‘eiebau

yijiw bueseq ueejojpbuad ‘ueepebuad ueuede| depeyis) uesendsy asejussiod -

%06

ueepebusad

eueoual uebusp esef uep bueieq ueepebusad ueeuesyejad ueiensassy asejussio -

%001

eiebau yijiw bueseq ueiodel 1seinye asejussiod -

Jouigey

jeuejanas uebunybull Ip eAuule] wnwn ueueAelad epss ‘uenwel uep uedeybuspad

‘ueeleyliswad ‘elebau Hijiw Buelseq ‘ueepebuad uswaleuew seyeny eAujebulus|y

wnwn ong

LGL°0S

(z109) 18UIgEY JELElONES UBBUNYBU

17 1p eAuUle] wnwn ueueAejad

euas ‘uenwer uep uedeybusjiad ‘ueeleylowad ‘eiebaN YN Bueieg ‘ueepebuad uswsaleuey uebunyng uejeibay

%001}

jeinye eieoss

ueyIess|asip bueA sefequisyy yejulsdd Jeins uejqiausad ueiessfaAusd asejussiod -

%001}

(dV'S) veyejuiiows
1suBUNYY JEPUE]S UBBUSP UEBUENS)Y UEIOTET UBIENSSSSY 9SEJUSSIS ] -

uebuenay uswsaleuew sejijeny eAuieybulusiy

%08

(0d) uereibay] jeuoisersdp ynlunja4 uep ueiebbuy

ueeUBSYEIa UBIS| JeyEd ISIN8] ueueAead depeyis) eliay jiun uesendsy esejussio -

%S8

uesebbue uep uejeibay ‘weiboid ueeuesyejad uep ueeuesusrsad
1senjeAs uep uenejuewsad jisey uswnyop uejeejuewsad jexybur) 9sejussidd -

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

—
—




-+ eAuyeybulus|y

Isenjolig Isewloey

(zz8s) ueuidwid ueeyesneje}ay| uep

uep sejljiqeunyy olig 6881 uejeinsiad uejjepusbuad euas ‘Isesyollg ISewlojey ‘NpIApu| uep IsesiuebiQ elisury uswsaleuepy uebunyng uejeiboy
uelode] | jouiqey] jelejanyss (didy) yeuLswsd jeuisju semebusd jeliedy seyjiqedey; -
niyem jedsj eseoss joulqey] Jelejalss (g8 dnd)
uelode| | 1SEI0UIG ISBULIOJSY UBBUBSYE|S LIpUBYY UBIBIUS [ISEH ueiodeT] ueledwelusd -
jeusiew buefA
jun ¢ uebuenay ueejofebuad uebuedwifuad Liep yisiaq bueA uenndspay yun yejwny -
%26 nnluepyepulp bueA uesemebuad [ISely 1ISEPUSLLIOYS. 8SEJUSSIO -
Jewndo
BueA 1auigey) jeuejanas uebunybul 1p jeussjul uesemebuad eAuesebbusiesia |
jelopjadsu| 98¢ (7106) 10UIgEYy] JEUE}RINES UBBUNXBUIT Ip Sebn] ueeuesyead depeyia] uesemebuad uejeibay
%001 uswimyjopydysie uelgssjad asejussisd -
%06 jouiqey] jele)aiyss a)sqam ueuelel depelyis) sesyebuad uesendsy asejussiod -
ynpunbuad 000 021 jouiqey] Jeleayes a)sqam eped iseulojul uep ejep ynpunbuad yejn, -
ueyisejuswsjdwip
%28 bueA jsewuojur 1bojouxs) uep wajsis depeyus) eunbbuad uesendsy asejussiod -
%08 ueeyejsndiad ueuefel eunbbuad uesendsy osejussio -
sejilensaq BueA isewlojul uep ejep ueuehe| eusas ‘ueesejsndiad
uep uedisieay ‘Isewloyul IBojouys) uep wajsis uebunynp eAuesebbusiasia |
ISBWIO)U| UBp BJe( Jesnd 258G (£10G) ueeeisndiad uep ‘uedisieay) ‘iIsewlou] IBojouya ] ‘ejeq uswaleuepy uebunyng uejeibayy
cuBSHE[Od 1SESIUEBIO JUN (yeidnu ejn wejep) Jobue] uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold uEjeiBoy weibolg
1ISB)O|Y ueJeses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibajesis ueieses




''oSe)UoSIo -

Isenjolig Isewloey

Buepiq 1p sibajelis nsi depeysa) sejijenylaqg bueAh isepuswoyal eAupninmia |

jouIqey] suejeIyes epeday ueyiedwesip

%001 bueA wijLeyy uep Yo buepiq ip sibajels nsi depey.us) 1ISepuswioya.l 9Sejussidd -
whnuen uep
Nijod Buepiq 1p sibajelis nsi depeylay seyjenytaq bueA isepuswoyas eAupninmia |

juIqey sLBa.Y8S Bpeday ueyiedwesip bueA jefyey ueelsiyelossy]
%001 uep ueniouoyalad buepiq ip sIbajess ns| depely.ls) ISEpUSLIONS.] 8SEJUSSId -
jelyey ueelsjyelosay| uep uejwouoNaIad
Buepiq 1p sibajelis nsi depeysa) sejijenylaqg Bueh isepuswoyal eAupninmia |
%08 veuidwid ueeyesnejejoy uep uejeinsiad ueuefe] uesendsy osejussio -
1ouIge) Jeuelanag uebunybul ip ueuidwid ueeyesneje}ay
epas uejeinsiad ueueAde| uep uswaleuew uebunynp eAuelebbusjasio]
%G8 1SB14041q 1SeuLIoja.l uswinyop uejeegjuewad jeybur) asejussisd -
uauodwoy 9 jeybuIusw eAureu bueA 1seixoliq 1sewoa. uerguad usuodwoy yejun, -
%06 elisury seyiqejunye uswnyop uejegjuewad jeybul sejussiod -

gd
elioy yun g Lobajey [ewiuiw elisuly seyjiqejunye rejju jedepusw bueA ueyndspay jun yepny -
1oUIgR) lelelaiyas uebunybul
Ip ISenjolIq ISew.oal uep elisupy sejljigejunye ueeuesselad sejeny eAuiebulus|y

cuBSHE[Od 1SESIUEBIO JUN (yeidnu ejn wejep) Jobue] uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold uEjeiBoy weibolg

ISexoly

ueleseg Jojeyipuj/welboid ueleseg/siBalens ueleses Joeyipu| /sibejeljs ueieses




"'osejussiod -

uejwouoyalad bBuepig Ip seyjenyiaq bueAi ueyeligey Isepuswoyal eAupninmia |

%001

jouiqey] suejaIyas yajo ininasip bueA ueuewesy uep ‘wnynK
Yo buepig ip uspisaid [INEA NEJE/UEP USPISSid Y3[o LIpeYIp neje/uep uiduwidip

bueA uenwapad neje jedes jouiqey BUEDIS LIBJELU JIBYIS] ISEPUSLIONS] SBJUSSIS -

%001

jouiqey] sLejaIyas yajo ininjasip bueA ueueweay)
uep ‘wnynH o4 buepig ip uebuepun-buepuntad ueinjesad uebueouel

Isuesqns uep esteyeld Uizl ueuoyoulisd seje ueninesiad ISEpUsLLIONS. SejussIe -

%001

Jouiqey] SLUEja.Iy8S Yajo Ininjasip BueA ueuewesyl uep ‘wnynH Yo buepig

1p ueyejuLBWad ueeiebbusieAusad uep eueousl Seje ISePUSLLIOYS.] 9SelUdSIS -

ueuewesy|

uep ‘wnynyH “Yiod buepig ip seyenyiaq bueA uexeligey iIsepuswoyal eAupninmia |

0€L°0¢C

(90’71 1) ueyeULBWSd

ueelebbusjelusd wejeq uspisaid [INEA Uep uspisald epedsy| Jauiqe)] uswsleueyy ueejojebusd uebunyng weliboid

%001

Jouiqey] sueja.yes epeday ueyedwesip bueA jeuoiseussiu)

uebunqni uep wnyny buepiq ip sIbajelis nsi depeyis)] ISEpUBLLIOYS. 8SBJuSSIE -

|euoiseulalu| uebungnH uep

wnynH Buepiq Ip sibajess nsi depeyus) sejljenyiaq BueA Isepuswoyal eAupninmia |

%001}

jouIqey] suejeIyeS epeday ueyiedwesip
bueA jsenyolig 1sewiosy buepiq ip sibajel)s nsi depey.is) ISEpUSLLIONS.] SBjUSSIdd -

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid




-~ eAupninmia |

jouiqey/ suea.IyasS ysjo inimasip bueA ueefepnqgsy uep eisnuew ueunbuequiad
buepiq Ip uspisaid [N NeIE/UED U8PISaid Yajo Lipeyip hejg/uep uidwidip

%001 bueA uenwayad neje jedes ‘1ouiqey BUEDIS LISJEL JIBYIS] ISEPUSLLIONS] 8SBJUSSIS -

jauiqey] sueja.lyss ysjo infnjasip bueA ueefepngsy
uep eisnuew ueunbuequiad buepiq ip uebuepun-buepuniad ueinjesad uebueouel

%001 Isuesqns uep esteyeld Uizl ueuoyoulisd seje ueninesiad ISEpUsLLIONS. 8SejussSIe -

joulgey!
suejaas ysajo inimasip bueA ueelepnqgay uep eisnuew ueunbuequiad buepiq

%001 1p ueyejuLBWad ueeiebbusieAuad uep eueIusl Seje ISePUSLLIOYS.] 9SeludSIS -

ueeAepngey| UEp eISnuUe|

ueunBuequiad Buepig 1p seyjenyiaq bueA ueeligay Isepuswoal eAupninmia |

jouiqey suejalyas yajo ininjasip bueA uejwouoyairad
buepiq Ip uspisaid [I¥e Nele/uBp UspISaid Yajo Lipeyip nejg/uep uidwidip

%001 bueA uenweed neje jedel 10uIqGeY BUEDIS LIS]BL JIEYIS) ISBPUSLLIONS.] BSEJUSSIS -

Jouiqey/ SsLeja.yes ysjo
ninjasip bueA ueiwouoyaiad buepiq ip uebuepun-buepuniad ueinjesad uebueouel

%001 1suesqns uep esseyeld Uizl ueuoyoulisd seje ueniniesiad ISEpUBLLIOYS. 8SejussSIe -

jouIqgey suea.IYas ysjo inimasip bueA ueiwouoyaiad buepiq

%001 1p ueyejuBwad ueeiebbusiaAuad uep eueousl Seje ISepudLLIoya. 9SejudsSIdd -
(yeidnu ejn wejep) uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun jebuie] uejeibay /weiboid
IS0l ueleses Jojeyipuj/welbold ueleses/sibajels ueieses Joyeyipu| /sibejens ueleses




--eAueiebbusjosio|

uebuepisiad
ueelebbusajpAuad

Buepig nndaq uaisisy

VA4 4

(0861) uapisald |IMeA\ neje/uep uapisald ysjo Lipeyip neje/uep uidwidig bueh uenwauad neje jedey

undnejy 1auigey Buepis ueyeg-ueyeg uedelAuad ISelisiuiwpy uep siuya ] ueesebbus|oAuad uebunyng ueleibay

%001 uejoxojoiday ueuele depelis) uesendasy asejussidd -
ueysenjeqasip bueA jauigey)
%001 JBLIBIaIYES UED JoUIqeY uejelbay Jiexs] ISeuLoiul depeyis) uesenday esejussiod -
%001 yews/isuad jeuoisbuny jepyp epssad uesendsy esejussiad -
JouIqe)] S1IBJaIYES YBI0 INnjosip
%001 buef ueyewslia) uswinyop uep ueuspISaday yeyseu uelessaAuad asejussisd -
%001 jouiqey buepis ueejojabuad depels) JuIqey| SLIEJS.1Y8S UBSENdsy 8Sejussiod -
sejjenylaq bueA jouigey eliay uebunynp ueejojabuad eAupninmia |
jouiqey] sLe)aIyas yajo ininjasip bueA uewijuewsay/
buepig Ip uspIsaid [INEA NEJe/UEP USPISSid Y3[o Lpeyip neje/uep uiduwidip
%001 bueA uenwayad neje jedes ‘1ouigey buepls 11djew J1eXid] ISepUdLLIOYa.] 9SejudsSId -
JouIqey| suejayes yajo
nimasip bueA uewiewsy buepig ip uebuepun-buepuniad ueinjesad uebuesuel
%001 Isuejsqns uep estexeld uiz) ueuoyoulrsd seje ueninesiad ISEpUSLLIOYS. 8SejussIs -
jeuigey suejalyas ysfo ininjasip bueA uewijuewsy buepig
%001 1p ueyegjuLswsad ueeiebbusjeAusd uep eueous. Seje |SBPUSLLIOYS. 8SEjuUSSI8d -
uewneway buepiq Ip seyjenyiaq buek ueyeligay Isepuswoyas eAupninmia |
cuBSHE[Od 1SESIUEBIO JUN (yeidnu ejn wejep) Jobue] uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold uEjeiBoy weibolg

ISexoly

ueleseg Jojeyipuj/welboid ueleseg/siBalens ueleses Joeyipu| /sibejeljs ueieses




''oSe)UoSIo -

%08

nyyem jeds;
BIp23S ueyedwes|p bueA jauiqey) elisy) uebunyng uegndapay uebunybuiy Ip elisy

Jun uebuSp ISBUIPIOOY [ISBY ISEIX0IIq ISBULIOS] UBBUBSYESd USLUNYOP 8SEIUSSIS -

1ouIgey el1ay uebunynp Buepiq ueiindapay uebunybull Ip ISBIXOII] ISBWIOBI

epas elisuny seyljiqejunye ‘uesebbue uep welboud ueejojabuad seyjeny eAuiesbulus|y

%001

joulqey jelejolyss ip |
uoyjesy jeqelsy epeday ueyedwesip bueA uspisaid Lipeyip neje/uep uiduwidip bueA

sejequia ] jedey uep jauiqey buepls eped (SFdVY) Uuspiseld Ueyelly 8Ssejussiad -

%001

joulgey!
buepis yejesu ueujes ueuoyoulsd ueuelelad depeyss) uesendsy asejussiad -

%001}

jouIqey| bueplS [Isey-jisey uawnyop depels) JauIqey] JeLIeloyes
uebunybuil Ip | uojasT eied uep JouIqey] SLBjeIYeS UBSenday asejussid -

sejjenylaq bueA jouigey Buepis Isey uswnyop eAueipasia |

uebuepisiad uelodejod
Buepig 3ndeaqg us)sisy

680°¢

(1L861) uspIsald e Neje/uep

usapisald Wipeyig neye/uep uidwidiq Buek uenwaped neje jedey undnejy 1auigey Bueplg uelodejad uebunyng

%001

Jouiqey buepis ueempeluad ueuoyowsad ueueel depeyis) uesendsy asejussiod -

%001

Joulgey
uebuepisiad ueesebbusiaAuad depeyis) Jouiqey] SLEjB.IY8S UBSendsy esejussio -

sejjenylaq bueA jpuigey uebuepisiad eAuesebbusiosio |

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid




"eAuelebbusjesio]

|03030.d uep
uejeyelefsewsy| uebungny

Buepig nndaq uaisisy

LLv')

(e861) uspisald ysio uipeyiq neje/uep uidwidig buek

uenwsyad neje/uep jedey uejoyojoiday| ueeuesye|ad ISeuIpJooy BLaS gex)ias ysjo uipeyig neje/uep uiduwidiq buek

uenwauad neje jedey uejoyoloiday| uedelfuad @ ISBUIPIOOY EUSS UeleyeleAsewsay uebungny uebunyng uejelbayy

%001

yewsalisus [euoisbun uejeqer

jepyp nnyibusw bueA yewslisusd jeuoisbun- Jeqeldd uesninjoy asejussiod -

sejjenylaq bueh yewsalisuad |euoisbun4 jeqelod eAupninmia |

%001

ueyjeejuewq buef ueyewslis | ssejussiad -

sejljenylag bueA ueyewslia] eAupnlinmia |

%001

JouIqey elivy] uebunyng buepig nndsqg

yajo Ininjesip bueA ueyewslis] usawinyop uep ueuspISalday yeyseu osejussiod -

sejjenylaqg bueA ueyewslia) uswnyop uep ueusapisaiday yeyseu eAupninmia |

ueyewsaia] uep yeyseN

Buepig nndaq uaisisy

96¢" L

(z861) ueyewsalisuad euas ueeiebouay uep ueuapisaiday usawnyoq YeysenN

uedelfuad uebunynqg uejeibay)

jouiqey] elisy] uebunyng uenndspay] uebunybuiy

1p elisy yun uebuap iseulplooy [isey ueiebbue uep weiboid I1Sina.l syapu| -

%08

niyem jedsj eleoss
ueyedwesip bueA jouiqey elisy] uebunyng uenndspay uebunybuy ip elisy jun

uBbusp |SeupIooy jISey ueliebbue uep welbold ueeurouslad usLinyop asejussidd -

%08

J8UIgRY BlI8Y uBbunyng uepndapay uebunybuy ip elisy jun ysjo
nnluepyepunip bueA elisury seljiqejunye ISenjeAd [ISey ISepusLIOXe.] 8SejUsSIdd -

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

0T

—
—




ruejelbey

%001

ueuewesy|
uep wnynK o4 buepig nndaqg yajo ininjasip bueA Liebsn wejedq yiijod buepig ip
uspISald [IYEA Neje/uBp UBpISald Yajo Lipeyip nejg/uep uidwidip buef uenwayad

neje jedes ‘1ouigey buepIs 1ISjew JIeyia] 1ISepusLioya. uebueouel aSejussid -

%001

ueuewesy] UBP WNYNH Yiijod buepig nndsg
yajo ininjasip bueA Lsbap wejeq Yijod buepig I1p NNd uebuesuel isueisqns uep

esuseyeld uizi ueuoyouiad seje ueninasiad Isepuswioya.l uebueouel 9sejussis -

%001

ueuBWESY UBD WNYNH Yo
buepig nndag ysjo ininjasip bueA Liebsp wejeq Yiiod buepig ip ueyejulisuwad

ueesebbusjaAuad uep eupsus. seje ISEpusLLIOYSl uebueduel 8sejussidd -

uabaN wejeq

Niijod Buepiq 1p seyjenylaq bueA ueseligay isepuswoyal uebueoues eAupninmia |

uebaN weleq 3uod
Buepig nndaq uaisisy

LEY

(510G) uabaN weleq yod buepig 1p 1ouigey uswaleue|y ueejojabuad uebunyng uejeibay

%001

uejox0joIday ueuEAEl depely.ls) uesendsy asejussiod -

%001

jouiqey] JeliejaIyes uep jauiqey uejeibay

uejndjiad yisey 1sewojur ueuoyouliad ueuelelad depeyis] uesendsy asejussidd -

sejllenyJlaq BueA

18UIgey JeleIaNeS Uejoyojoidey uep uejeyeledsewsy uebungny eAueiebbusiasio |

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

11

—
—




''oSe)UoSIo -

%001

nyyem Jeds) eieoss ueyiedwesip
bueA ueuewesay] uep ‘wnynH Yiiod buepig ueipndspay uebunybuy ip eliay

Jun uebuSp ISBUIPIOOY [ISBY ISEIX0IIq ISELLIOS. UBBUBSYESd USLUNYOP 8SEIUSSISd -

ueueweay uep ‘wn)ynH ‘Yijod Buepiq uenndapay uebunybul| Ip ISBIX0II] ISEWIO0L

epnas efilauy sejljigejunye ‘uesebbue uep welboid ueejojebuad seyjeny eAujexbulus|y

%001

ueuBWESY UBP WNYNH Yo
buepig pndag ysjo inmasip bueA eiebsy injesedy uep ‘WyH ‘wnyne buepig ip
uspISald [INEA Neje/Bp UspISald Yajo LIpeyip nejg/uep uidwidip bueA uenwaiiad

neje Jedel ‘Jauiqey bUBDIS LIBJBL JIBXIS] ISEPUBLLIONS. UBbUBIUR] BSEJUSSIS ] -

%001

ueuewEaY] UEP WNXYNH Yijod bueplg nndag ysjo ininjasip bueA eiebsn
Jnjesedy uep ‘eisnueyy 1Sesy yeH ‘wnynK buepig Ip NNd uebueoues [suejsqns uep

esieyeid uiz) ueuoyouwisad seje ueninasiad 1sepuswioya.l uebueouel 9sejussidd -

%001}

ueueweay] UBp WNYNH “Yijjod buepig pndsg ysjo ininjasip
bueA eiebay .mesedy uep ‘eisnuey| ISeSY YeH ‘wnyny bueplq ip ueyejuuswad

ueeiebbusjaAuad uep euesusl seje 1SEpUBLLIOYS.) ueburouel 8Sejussidd -

eleBa| Jnjeledy uep ‘eisnuel ISesy YeH

‘wnynH Buepig Ip selenyiaq bueA uexeligey Isepuswoyal uebueoues eAupninmia |

eiebap Jnjesedy uep
‘elsnuel) Isesy JeH ‘wnynH
Buepig nndaq uaisisy

€0.

(9109)

elebap Jnjesedy uep ‘eisnuepy Isesy yeH ‘wnyny Buepig Ip 1auigey] uswaleuely ueejojebuad uebunyng uejeibay

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

4

—
—




~-uejelbay]

%001

ueuewesy| uep
wnyniH o4 buepig iindasq ysjo inlmasip bueA jeuoiseuisjul uebunqny buepiq ip
uspISald [IYEA Neje/uBp UBpISald Yajo Lipeyip nejg/uep uidwidip buef uenwayad

neje jedes ‘1ouiqey bUep|s 11I8Jew JIeyid] 1ISepUsLLIOYa. ueburoue) 8Sejussid -

%001

ueueweayl uep wnynH o4 buepig nndsg ysjo
nimasip bueA jeuoiseussjuy uebungny buepiq 1p NN1d uebuesues ;sueisqns uep

esuseyeld uizi ueuoyouliad seje ueninasiad Isepuswioya.l uebueouel 9sejussIs -

%001

ueuBWESY UBP WNYNH Yo
buepig nndag ysjo ininjasip bueA jeuoiseulsiu) uebunqgny buepig ip ueyejuliowad

ueesebbusjaAuad uep eueous. seje ISepusLIOYal uebueoue] 9Sejussiod -

|euoiseulaju|

uebungny Buepiq Ip seyenyiaq bueA uexeligey Isepuswoyas uebuedsues eAupninmia |

|euoiseulaju| uebungny

Buepig nndaq uaisisy

[4%14

(2105) [euoiseusau| uebungny Buepig Ip Jouigey uswaleue|y ueejojabuad uebunyng uejeibay

ueueweay uep ‘wmynH Yiod buepig uenndspay) uebunybuiy

1p elisy yun uebuap iseulplooy [isey ueiebbue uep weiboid I1Sina.l syapu| -

%001

npYEM J8da)] Bleoss ueyiedwesip
bueA ueuewesy uep ‘wWnynE Yijod buepig uepndapay uebunybui 1p elsy jiun

uebuasp |seuiplooy jisey uelrebbue uep weiboid ueeurouslad uswinyop asejussIdd -

%001}

ueuewWE3Y UEP WIMNYNH Y04 uendapay uebunybuy ip eliay jyun ysjo
nnluepyepunip bueA elisury seljiqejunye ISenjeAd [ISey ISepusLIOXe.] 8SejUsSIdd -

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

€1

—
—




‘uejelbay

%001

ueuewesy] uep wnynH Yijod buepig nndsg
Yajo ininjasip bueA expewoju) uep ‘1seyiunwoy ‘veuewesy| ‘ueueyeusd bueplq ip
uapIsaid [INEN Neje/uBp Uspisald Yajo Lipeyip neje/uep uidwidip bueA uenwaiiad

neje jedel Jouiqey BUEDIS 1I8JBLU JIEYIS) ISBPUSLIOYS. UBbUBIUE] 8SEIUBSIS ] -

%001

ueueweay] UED WNYNH Yijijod buepig indag yajo infmasip bueA exneuioju)
uep ‘Iseyiunwoy] ‘ueuewesy| ‘veueyeusd buepig Ip 14 vebueouel 1sueisqns uep

esseyeid uizi ueuoyouwiad seje ueninasiad 1Sepuswioya.l uebueouel 9sejussidd -

%001}

ueueweay] UBp WNYNH “Yijjod buepig pndsg ysjo ininjasip
bueA eypewiouy uep ‘Iseyiunwoy] ‘veuewesy| ‘ueueyeLsd buepig ip ueyejuliswsd

ueesebbusjaAuad uep euesusl seje 1SepusLIOy8) uebueduel 8sejussidd -

B)JeWIOU| Uep ‘ISE}IUNWOY ‘UBUBWESY ‘UBuByelad

Buepiq Ip selenyaq BueA uexeligey Isepuswoyal uebueoues eAupninmia |

B){[JEWIOJU| UBP ‘ISBYIUNWOY
‘Ueuewesy| ‘ueueyeuad
Buepig nndaq uaisisy

¥6¢€

(8109)

B)IIBWLIOJU| UBD ‘ISBYIUNWOY| ‘UBuBWEDY ‘UBueyeuad Buepiqg Ip 1auigey] uswsaleuely ueejojabuad uebunyng uejeibay)

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

14

—
—




-~eAupninmia |

ueelioxebeuslay uep
ueeyesnelima)| ‘ueebeluiad

Buepig nndaq uaisisy

1G99

(0z0s)

ueelioyebeus)ay uep ‘ueeyesnelimay| ‘ueebelulad Buepig Ip 1ouige)y) uswaleuely ueejojabuad uebunyng ueleibay

%001

uejwouoye.a buepig nndsqg yajo
Inimesip bueA eyesn uepeg uep 1epoyy ueweueusd ‘oyeyy iwouoy3 bueplg ip
uapIsaid [INEN Neje/uep Uspisald Yajo Lipeyip neje/uep uidwidip bueA uenwaiiad

neje Jedel ‘Joulqey BUBpIS 118)eW JBYIs] ISEPUSLWIOYa.] UeBURIUE] 8SBJUSSIS -

%001

ueniouoysis buepig nndag yajo innjasip bueA eyesn uepeq
uep ‘Jepow ueweueusd ‘onyew iuwouoys buepiq Ip NNd uebuesuel ;sueisqns uep

esueyeid uizi ueuoyouwidd seje ueninjasiad 1Sepuswoys.) uebuesuel asejussidd -

%001}

uejwiouoysisd buepig nndag yajo ininjasip
bueA eyesn uepeq uep ‘Jepow ueweueusd ‘oiyew wouoys buepiq ip ueyejuliewsd
ueesebbusjaAuad uep euesus. seje ISEpusLLIOY8l ueburouel 8Sejussidd -

eyesn uepeg UEp ‘|EpOJ\ UBWEBUBUSY ‘O3B

jwouoy3 Buepiq 1p seyjenylag BueA uexeligey Isepuswoyal uebueoues eAupninmia |

eyesn uepeg
uep ‘|epoj ueweueuad
‘oJyel\ lwouox3

Buepig nndaq uaisisy

GG€

(6105) euesn

uepeg uep ‘|epoj Ueweueuad ‘osxel Iwouoyg Buepig Ip jouigey uswsaleuely ueejojabuad uebunyng uejeibay

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

ST

—
—




''oSejuss.Io -

%001

uejuiouoysid uepndspay uebunybuiy Ip elisy jiun ysjo

nnluepyepunip bueA elisuiy seljiqejunye 1SenjeAs [ISey ISEpUsLIONe.] 8SejudSIdd -

%001

nyem jeds;
BIp28s ueyledwes|p bueA uewouoye.ls4 buepig uepndapay uebunybul 1p elisy

Jun uebusp 1SeulpIooy [ISeY ISB0IIq ISELLIOje.) Ueeuesye/ad Uuswnyop 8Sejussiod -

uejwouoxaiad Buepiq ueindepay uebunybull Ip IsesyolIq ISeuLIo)el

epuas eliaupy seyljigejunye ‘uelebbue uep welbolid ueejojebuad seyjeny eAujexbuius|y

%001}

uelwiouoysis buepig nnasg
yajo ininjasip bueA ueelioyebeus}syl uep ‘ueeyesneimay ‘ueebeiuisd bueplq ip
uapIsaid [INEA Neje/uep uspisaid yajo Lipeyip neje/uep uidwidip buef uenwayad

neje jedes ‘1ouiqey bUBPIS 1IS]eL JIBYid] ISBpUSLLIOYa. UueburIue) 9SejussSid -

%001

uejwouoysid bueplg 11ndag ysjo ininjasip bueA ueelivyebeus)ay/
uep ‘veeyesnesmay/ ‘ueebeiuiad buepig Ip NNd uvebuesuel isueisqns uep

esieyeld uiz) veuoyouuad seje ueninjesiad 1Sepusioys. uebueouel 9sejussIdd -

%001

uelwouoya.184 buepig pndag ysjo ininjesip
bueA ueelisy-ebeusjayl uep ‘ueeyesnenmay] ‘ueebelulds bueplg Ip ueyejuliawad

ueeIebbUSI8AUSd UBD BUBIUBI SEJE |SBPUSWIOYS.] UEBUBIUE] 8SBJUSSIS -

ueelioyebeus)ay uep ueeyesnelimay| ‘ueebelulod
Buepiq 1p seyenyaq Buek uexeligey iIsepuswoyal uebueoues eAupninmia |

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

91

—
—




ruejelboy

%001

uejwouoysis buepig nndag ysjo ininjasip
bueA snpuy uep ‘yefejip uebuequisbusd Inpyniselyu; ueyedaslsd buepig ip
uapIsaid [INEA Neje/uep uspisald Yajo Lipeyip neje/uep uidwidip buef uenwayad

neje jedes ‘1ouiqey buep|s 118jew JIeyia] 1ISepUsLLIOYa. ueburIue) 8SejussSd -

%001

ueliiouoyals buepig nndaq yajo ininjasip bueA Lpsnpuy uep ‘yefAelim
uebuequisbusd Inpinijselul uejedaaisd buepliq Ip 1Nd uebuesuel jsuejsqns uep

esueyeld uizi ueuoyouwiad seje ueniniasiad 1SepusWIoye.l uebueouel asejussiod -

%001

ueliouoyals buepig nndag yajo ininjesip bueA Lpsnpuy
uep ‘yefej uebuequiabua “Inpnijseyul uejedsolsd buepiqg ip ueyejuliswsad

ueesebbusjsAuad uep eueous.l Seje ISEpUSLIOYS.] UebuBouE] 9SBJudSIS -

isnpu| uep ‘yehejipy uebuequiabuad ‘npjnuiselyu| ueyedasiad

Buepiq Ip seyenyiaq buek ueyeligey isepuswodas uebuesuel eAupninmia |

1isnpu| uep

‘yehe|iz uebuequiabuad
Jnpjniselju| ueyedasiad
Buepig nndaq usisisy

LGE

(120S) msnpu| uep

‘yehejipy uebuequiabuad ‘npiniseuu| uejedasiad Buepig Ip Jauige)| uswsaleuely ueejojebuad uebunyng uejeibay

uelwiouoyeis buepig ueindspayl uebunybuiy

1p elisy yun uebuap iseulplooy [isey ueiebbue uep weiboid I1Sina. syapu| -

%001}

niyem jedsj eleoss
ueyiedwesip bueA ueiouoyais buepig uenndspayl uebunybuy ip elsy jyun
uebuap iseuipiooy [isey ueiebbue uep weiboid ueeuesusssd uswinyop asejussidd -

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

LT

—
—




ose)uasio -

ebelye|0 uep ‘epnwad ‘uejeyasay

‘eweby Buepiq Ip seyensyiaq bueA ueyeligey Isepuswoyal uebuedsues eAupninmia |

ebelye|O uep ‘epnwad
‘uejeyasay ‘eweby

Buepig nndeq usisisy

coe

(gz05) ebelye|O UEBpP ‘EpnWad ‘ueleyasay| ‘eweby Buepig Ip jJouigey uswsaleuely ueejojabuad uebunyng uejeibay]

%001

uejwouoysls buepig nndag yajo innjasip
bueA ueueinysy| uep ‘dnpi uebunybui ‘uveluelsd ‘uebued ueueye)ayl buepiqg Ip

uapIsaid [INEN Neje/uep Uspisald Yajo Lipeyip neje/uep uidwidip bueA uenwaiiad

neje Jedel Jauiqey bUBDIS LIBJBW JIBXI8] ISEPUBLLIONS. UBbUBIUR] BSEJUSSISL]

%001

uejwiouoy8I84 buepig 1ndaq yajo ininjasip bueA ueueinyayl uep ‘dnpiH uebunybury

‘uelueps ‘uebued ueueyejsy] buepig Ip NNd vebueouel 1suejsqns uep

esieyeid uizi ueuoyouwsad seje ueninasiad 1ISepusLIOY8.l ueburouel 8Sejudsiad

%001}

uejwouoysidd buepig 11ndaqg yajo ininjasip bueA ueueinyay/
uep ‘dnpiH uebunybury ‘ueiueusy ‘vebued ‘uveueye)sy] bueplq Ip ueyejuuswad

ueesebbusjaAuad uep euesus. seje ISEpusLLIOY8l ueburouel 8Sejussidd -

ueuelnyay uep ‘dnpiy uebunybui ‘ueiuelad ‘uebued

ueueyelay buepigip selenyaq BueA uexeligey Isepuswoyal uebueoues eAupninmia |

ueuejnyayj uep dnpiH
uebunybul ‘ueluensd

‘uebued ueueyelay
Buepig nndaq uaisisy

445

(zzog) ueueinysy

uep dnpiH uebunybui] ‘uelueuad ‘uebued ueueyeiay buepig Ip 1ouiqey) uswaleuel ueejojabuad uebunyng uejeibay)

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

8T

—
—




'1'ose)uosiod -

%001

MW Buepig nndag ysjo inlmasip bueA ibojouxs) uep 19si ‘ueefepnqay
‘ueyipipuad buepiqip uebuepun-buepuniad ueinjeiad uebuesuel ;sueisqns uep

esieyeid uizi ueuoyowsad seje ueninasiad 1ISepusLIOYSl uebueduel 8sejussidd -

%001

Md buepig pndsqg ysjo
ninjasip bueA ibojouys; uep ‘j18su ‘ueefepnqgsy ‘ueypipuad buepiqip ueyejuswad

ueesebbusjaAuad uep eueous. seje ISepusLIOYel uebueouel 9Sejussiod -

16ojouye] Uep ‘Josiy ‘UeeAepngsy| ‘ueyipipuad

Buepiq I1p seyenyaq BueA uexeligey Isepuswoyal uebueoues eAupninmia |

16ojouya] uep ‘osiy
‘ueeAepngay ‘ueyipipuad
Buepig nndaq uaisisy

6.¢

(20G) 16ojouya | uep ‘asiy ‘ueeAepngay ‘ueyipipuad Buepig Ip 1ouigey| uswsaleuely ueejojabuad uebunyng uejeibay)

%001}

MNd buepig

ndaqg ysjo ininjesip bueA ebeiyejo uep ‘epnwead ‘uejeyssay ‘ewebe bUEPIqIP

uapIsaid [INEA Neje/uep uspisald yajo Lipeyip neje/uep uidwidip buef uenwapad
neje jedes ‘1ouigey buepis 118jew JIeyia] 1ISepuswioya. uebueouel 9Sejussid -

%001

Mid Buepig nndsg ysjo inlnjasip bueA ebeiygjo uep ‘epnuwead ‘uejeyssay
‘ewebe buepiqip uebuepun-buepuniad ueimelad uebueouel ISUBISQNS UEP

es/eyeld uiz) ueuoyoulad seje ueniniasiad ISepuaLIoya. uebuEIuL) 9SBIuBSIS ] -

%001}

MW Buepig pndsqg ysjo
nimasip bueA ebeiyejo uep ‘epnwad ‘uejeysssy ‘ewebe buepiq ip ueyejuLswad

ueesebbusjaAuad uep euesus. seje ISEpusLLIOYSl ueburouel 8Sejussidd -

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

61

—
—




- uejelbayy

ueefepnqay/ uep eisnueyy ueunbuequiad buepig uenpndspay uebunybuly

1p elisy yun uebuap iseulplooy jisey ueiebbue uep weiboid I1Sina. syapuj -

%001

npyem Jeds) eieoss ueyiedwesip
bueA ueefepnqgay/ uep eisnueyy ueunbuequiad uerndapay uebunybui 1p elisy jiun

uebuap I1seu|plooy jisey uesebbue uep welboid ueeueousalad uswnyop asejussio -

%08

ueeAepnqay] uep eisnueyy ueunbuequisd ueliindspay] uebunybull ip elisy jyun ysjo

nnluepyepunip bueA elisuiy seljiqejunye ISenjeAs [ISey ISEpusLIONe.] 8SejusSIdd -

%001}

npyem Jeds) eiesss ueyiedwesip bueA
ueeAepnqay) uep eisnueyy ueunbuequia4 bueplg uenndspayl uebunybul ip eliay

Jun uebuap |SeulpIooy ISy ISEI0IIq ISBULIOS] UBBUBSYESd UsLNYop 9SEjussIdd -

uee/Aepnge)|
uep eisnuely ueunbuequiad Buepiq uenndepay uebunxbull Ip ISEIN0II] ISBWIOSI

epas ellauny seyljigejunye ‘uelebbue uep welboid ueejojebuad seyjeny eAujebulus|y

%001}

MW buepig

nndaq ysfo inlmasip bueA ibojouxs) uep 1asii ‘ueelepnqay ‘ueyipipuad buepiqip

uapIsaid [INEA Neje/uep uspisaid yajo Lipeyip neje/uep uidwidip buef uenwaad
neje jedes ‘1ouigey buepis 118jew JIeyia] ISepusLioya. uebueouel 9Sejussid -

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

0¢

—
—




‘uejelboy

Mid Buepig nndaqg ysjo infmasip bueA yeue uebunpuliiad uep ‘uendwesiad
ueefepiaquiad ‘Jeisos uebunpuiuad ‘ueunysiway uebueinbbueusd buepiqip

uapIsaid JINEN neje/uep uspisdid Ys|o Lipeyip neje/uep uidwidip bueA uvenwsied

%001 neje jedel ‘jauiqey buBpIs LISJeW JIBX.8] ISEPUBLLIOYS. UebuBIuE] 8SejUSSId -
Mid Buepig ndag ysjo ininjasip bueA yeue uebunpuiied
uep ‘vendweisd ueefepiaquiad Jeisos uebunpuiliad ‘veuiysiwey uebueinbbueusd
buepiqip uebuepun-buepuniad ueinjeiad uebuesuel 1sueisqns uep
%001 esueyesd uiz) ueuoyowisad seje ueniniasiad 1SepuswIoys. uebueouel 8Sejussiad -
MNd buepig
nndaqg ysjo ininjesip bueA yeue uebunpulliad uep ‘vendwsiad ueefepiaquiad
‘1e1sos uebunpujiad ‘veurysiway uebueinbbueusd buepiqip ueyejuLBwad
%001 ueesebbusjaAuad uep eupsus. seje ISEpusLLIOYSl uebueouel 9Sejussidd -
yeuy uebunpuipiad
uep ‘uendwalad ueeleplaquiad ‘|eisoS uebunpuiiad ‘ueunisiway uebueinbbueuad
Buepiq Ip seyenyiaq Buek ueyeligey Isepuswodal uebueouel eAupninmia |
seuy uebunpuilad
uep ‘uendwaiad
uee/eplaquad ‘[e1S0S
ueBunpuiad ‘ueunisiway|
uebuenbbueuad (520S) Yeuy uebunpuiad uep ‘uendwalad ueeleplaquiad
Buepig nndaq uaisisy 2.t ‘leisog uebunpuliad ‘ueunisiway uebuenbbueusad Buepig Ip 1ouigey) uswsaleuely ueejojpbuad uebunyng uejeibay
(yeidnu ejn wejep) uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun jebuie] uejeibay /weiboid
1ISB)O|Y ueJeses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibajesis ueieses

T¢

—
—




'uejelboy

%001

ueefepnqay/ uep eisnueyy ueunbuequisd buepig pndag yajo
nimeasip bueA iseibiwsuels) uep 1ebbuliis) yeisep ‘essp ueunbuequiad buepiqip
uapISaid [INEN Neje/uBp Uspisald Yajo Lipeyip neje/uep uidwidip bueA uenwaiad

neje jedel ‘Jouiqey BUBpIS LISEL JIBYI8] ISEPUSLLOYS.] UEBUBIUE] 9SBIUSSIE

%001

ueefepnqay/ uep eisnueyy ueunbuequisd
buepig nndag ysjo ininjasip bueA jseibiwsuel) uep 1e66uiLd) yesisep ‘essp
ueunbuequiad buepiqip uebuepun-buepuniad ueinjesad uebueouel |suejsqns uep

esseyeld uizi ueuoyouriad seje ueninasiad 1Sepuswioya.l uebueouel 8Sejusdsidd

%001}

ueefepnqay uep eisnueyy ueunbuequisd buepig 11ndaqg ysjo ininjasip bueA
Isesblusues) uep 1ebbuius) yeisep ‘esap ueunbuequiad buepiqip ueyejuuswad

ueesebbusjaAuad uep euesus. seje ISEpusLLIOY8l ueburouel 8Sejussidd -

IselBiwisuel) uep ‘jebbuie] yesseq ‘eseq ueunbuequiad

Buepiq Ip selenyaq BueA uexeligey Isepuswoyal uebueoues eAupninmia |

iselbiwisuel |
uep ‘jebbuie| yeloep
‘esa ueunbuequiad

Buepig nndaq uaisisy

86¢

(9205) 1sesbiwsues |

uep ‘jebbuipa] yessep ‘esag ueunbuequiad Buepig Ip 1ouigey] uswaleuely ueejojabuad uebunyng uejeibay

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

[44

—
—




"'osejuasiod -

uewLewsy,

buepig nndag ysjo ininjasip bueA ueueyuad uep ueinejay bueplq Ip ueyejuuswad

%001 ueesebbusjaAuad uep eueous.l seje |SepusLIOya. Uebueouel 9Sejussidd -
ueueylad uep
ueine|@y buepiq 1p seyjenyiaq buek ueyeligey isepuswodas uebuesuel eAupninmia |
ueueyjllad UEp uejne|dyy
Buepig nndeq usisisy 8z¢ (2285) ueueyuad uep uelnej@yj buepig Ip Jouiqey uswsaleuely ueejojabuad uebunyng uejeibay]
%09 uapisaid [1yem epedsy ueyedwesip bueA snsnyy uebunynp esejussiod -
sejlienyJag BueA uapisald e epeday snsnyy uebunynp uep ueueAe| eAupninmia |
%0. npjem Jeds) eieass uspIsdid epedsy snsnyy uebunynp esejussid -
npyem
%0. 180d8] BIBI8S UBPISSI4 EpEddY ISEXIUNWOY BUEBDIQ IP SNSNYY Uuebunynp 8sejussidd -
%0L myem Jeds) eiesss usapisdid epedsy |peqlLa/snsnyy ueueAe 8sejussiod -
sejllenyJaq BueA uspisald epeday snsnyy uebunynp uep ueueAe| eAupninmia |
(dMMS)
uapisald [Iep SnSNUd
Je1s uep ‘(dMS) uspisaid
snsnyy| Je1s “(dxn) (1129)
uaplisald snsnyy| uesnjn 19.°% eAuule yejuswad Isuejsu| uep ‘uensjusway| ‘isesiuebiQ sebn] Jen Ip njuspe ] sebn| ueeuesyead uelelboy
cuBSHE[Od 1SESIUEBIO JUN (yeidnu ejn wejep) Jobue] uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold uEjeiBoy weibolg
1ISB)O|Y ueJeses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibajesis ueieses

€¢

—
—




- eAuieybulusy

%001

vewewsy/
buepig nndaqg ysjo ininjasip bueA jessulyy eAeq 1equins uep 16isu3g bueplq ip
uapIsaid [INEA Neje/uep uspisald Yajo Lipeyip neje/uep uidwidip buef uenwayad

neje jedes ‘1ouiqey BUEPIS 1IS]EL JIBY18] ISBPUSLLIOYS. UebUBIUE] 8SEJUSSIO -

%001

vewewsyl buepig pndsg ysjo inlnjasip
bueA jersulyy efeq 1equing uep 1b1suzg buepig Ip NNd uebueouel |suejsqns uep

esueyeld uizi ueuoyouwiad seje ueniniasiad 1SepusWIoye.l uebueouel asejussiod -

%001

vewjewsy buepig pndsg
ysjo inlnjasip bueA jessuiyy eAeq 1equins uep ibreus bueplg Ip ueyejuuswad

ueesebbusjaAuad uep eueous. sele ISepusLIOYal uebueouel 9Sejussiod -

|esauip eAeq Jeaquing

uep 161au3 Buepiq 1p seyjenytaq bueA ueyeligay iIsepuswoyal uebueoues eAupninmia |

|leJaulN
eAeq Joaquing uep I618ug
Buepig nndaq uaisisy

€80°L

(828%) |esauly eARQ Joaquing uep 1Biaug Buepig Ip Jouige)y uswaleuely ueejojabuad uebunyng uejeibay

%001

ueweway bueplg ndsg ysjo inmasip bueA ueueylisad uep ueingay) buepig ip
uspISaid [INEM neje/uep usplseld Yo Lipeyip neje/uep uidwidip bueA uenwsalied

neje Jedel ‘Jouiqey bUBPIS LISJBL JIBXIS] ISEPUBLLIONS. UBBUBIUE] 8SEJUSSIS ] -

%001}

vewiewsy bueplg pndsg
yajo ininjasip bueA ueueyiiad uep ueineay buepiq Ip N1d uebuesuel ;sueisqns uep

esieyeid uizi ueuoyowsad seje ueniniasiad 1ISepusLIoyel uebueouel 8sejussidd -

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

144

—
—




''oSe)UoSIo -

%001

vewiewsy]
buepig nndaqg ysjo inimasip bueA uebungnyiad buepiq Ip ueyejuuswad

ueesebbusjaAuad uep eupsus. seje ISEpusLLIOYSl uebueduel 8Sejussidd -

uebungnyJad

Buepiq Ip seyenyaq BueA uexeligey Isepuswoyal uebueoues eAupninmia |

uebungnyJad

Buepig nndeq usisisy

98¢

(6285) uebungnuyiad bBuepig Ip Jouigey uswsaleue|y ueejojabuad uebunyng uejeibay]

uewjeway bueplg uenndspay) uebunybuly

1p eliay yun uebuap iseuipiooy jisey ueiebbue uep weiboid I1Simna. syapuj -

%001}

nyyem jeds;
eIp23s ueyedwesp bueA uewjewsy bueplg uenndspayl uebunybuy ip elisy yun

uebuap 1seuipiooy jisey ueiebbue uep wesboid ueeueousasdad uswnyop asejussid -

%001

uvewnewsy] bueplg uenpndapay uebunybu ip elisy jun ysjo

nnluepepuip BueA elisury Selliqejunye ISENJeAs [ISel ISBPUSLLIOYS.] 8SEJUSSIS -

%001

nyem
jeds) eieoss ueyiedwesip bueA uewiewsyl bueplg uepndsapay) uebunybul 1p elisy

Jun uebusp 1SBUIPIO0Y [ISBY ISEIOIIq ISELLLIOE.] UBRUBSYEIad UdWNYOp 8SEJUSSIS ] -

uewiewsay Buepiq uenndapay uebunybul| Ip ISBIX0II] ISBWIO0)D]
euas elisupy seyjigejunye ‘uelebbue uep welboud ueejojobuad seyjeny eAujesbulus|y

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
uejeibay /weiboid
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

S¢

—
—




''oSe)UoSIo -

%001

uewueway bueplg indsq ysjo infmasip bueA wijeyy uebunybury
uep ‘1bojouxs | uep josiy ‘ueejesimuedsay] buepig Ip N4 uebuesuel isuejsqns uep

esueyeld uizi ueuoyouwliad seje ueniniesiad 1SepusWIoye.l uebueouel asejussiod -

%001

vewewsy buepig pndsg ysjo inimasip bueA
wiew uebunybuy uep ‘16ojouys) uep josl ‘uveejesimieday buepiq ip ueyejuliowad

ueesebbusjaAuad uep eueous. seje ISepusLIOYal uebueouel 9Sejussiod -

wiuepy uebunybui uep ‘16ojouxa] uep 1asiy ‘ueelesimuieday

Buepiq 1p seyenyaq buek uexeligey iIsepuswoyal uebuedues eAupnfinmia |

wnUep
uebunxbui uep ‘iBojouys |
uep 1asiy ‘ueejesimueday)

Buepig nndaq uaisisy

6¢¢

(0€8g) wnuen

uebunybui] uep ‘I6ojousa] uep Jasry ‘ueelesimuieday) Buepig Ip Jouige) uswaleue|y ueejojabuad uebunyng uejeibay

%001

vewewsy buepig nndaqg yajo ininjasip bueA uebungny.iad buepiq ip
uspISaid [INEM neje/uep usplseld Yo Lipeyip neje/uep uidwidip bueA uenwsalied

neje Jedel ‘Jouiqey bUBPIS LISJBL JIBXIS] ISEPUBLLIONS. UBBUBIUE] 8SEJUSSIS ] -

%001}

vewewsy buepig
nnda@g ysjo inlmesip bueA uebungny.sad buepiq Ip NNd uebuesuel ;sueisqns uep
esieyeid uizi ueuoyowsad seje ueniniasiad 1ISepusLIoyel uebueouel 8sejussidd -

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

9¢

—
—




%001}

vewewsy buepig
nndag ysjo inlmasip bueA wijLew uebunybuy uep ‘Yojsu ‘ueejesimiedsy buepiq 1p
uspIsald [IYeM neje/uep uspisaid yajo Lipeyip neje/uep uidwidip buef uenwaad

neje jedes ‘1ouigey buepis 118jew JIeyia] ISepusLioya. uebueouel 9Sejussid -

BUBSYE|9d ISesiuebiO Jun

(yeidnu ejn wejep)
Iseoly

jebuie]

uejeibay eliaury Joeyipuj/uejeibay] ueleses/welbold
ueleses Jojeyipuj/weibold ueleseg/sibajens ueseses Joyeyipu| /sibejelis ueieses

uejeibay /weiboid

Lt

—
—




~eAupninmia ]

%001

%96

%E6

%16

nnluepyepuip

bueA uspisaid ueninjgsiad
ueyjedepusw njad

buef ebequws| ejedayysjus
ueimesad ynjuagq

weyep ebequuia)ueLsiuaLdy
ueyeligey euesus.l

SEje |SBpUSLLIOYS.] 8SEJUSSIS -

%001

%96

%E6

%16

ueyjeejuewW|p
bueA yejuuswed wesbosd
uep ueyeliqay eueous.s

Seje ISepuaLION. 8SBjUSSIo -

sejljenyJaq
BueA yeyuuawad uexeligey
Isepuswoyal eAupninmia |

SIS0y

8€6'€6E

cvsele

GG/.vEe

(FL1) LINIGYY LVIFV.LTENES

: TVOONVL
HOINON

VISINOANI X1NgNd3y

LINIGYH SIHVLIENIS NVHNLYY3Id

'l NVYIdIAVT

$20Z — TZ0Z Unye] 12uige)| 1elIe}a)3S UBBUBPU Uep Bl13uly| S)IeAl



"'osejuas.iod

sejljenyJaq
BueA 1auigey eliey uebunynp
ueesebbusj@Auad eAupninmia |

%001

%96

%E6

%16

nnluepyepulip

bueA yejuuswead weisbosd uep
ueyeliqgay ueeuesyejad seje
ueyepusbuad uep ‘isenjers

‘uenejuewsd isely osejussie -

%001

%96

%<6

%16

pnluepyepuip

bueA uejequiey iwejebusw

bueA yejuuswed wesbosd

uep ueyeliqgay ueeuesyejod

seje yejesew uelessjefuad
Jpeussye asejussisd -

—/

sejijenylaq BueA
ueyejuniswad ueesebbusjeAuad

ueliepuabuad jisey eAupninmis |

Y




- 9SBJUSSIO]

%¥6

%E6

%6

%16

jouiqey uejeibey J1eus)
Isewnou uesenjieqafusd
uesendsy jeybuy) asejuasisy -

1ouIgey] Jelelaiyas uebunybul
Ip Y1eq BueA ueyejyuswad

e|0jay eje} eAupninmia

%001

%001

%00}

%001

ueyjegjuewp
bueA ueuspisa.iday

ypySeu asejussIod -

%16

—/

%E6

%6

%16

uapIsald

JIYEM neje/uep uspIsaid

Ysjo Lipeyip nejeuep udwidip

bueA uenwsajiad neje ‘jedes

‘J18uIqey buEepls ueejolpbusd
uesenday jexybuy) 8sejussiod -

Y




rweiboig

dlM

d1lM

d1lM

d1lM

uebuenay
uelodel depeyis) uebuensy/
esylswa uepeg Juidp

(0219 v

(09°18) V

(05'18) v

(ov'19) v

1SBIYOUIg ISBUWIOSY SYopU/

%06

%06

%06

%06

yews/ivuad jeuoisbuny uejeqel
ueeuiquead ueuefel eped

uesenday jeybul) asejuss.iod

%86

—/
<

%96

%16

%6

Yy rejiusd Wi buepss jisey
eAuurel jeqelod uep ‘efpeyy
16buy veudwid uejeqer
‘ewejn 166ul; veuidwid
uejeqer uenuayiaquisd uep
‘ueyepuiwad ‘uvejeybuebusd
ey} 1seqsiuiupe
uejessjaAuad ueuelerad

seje (jnsnbuad jsuejsuy) /)
uesendsy jeybuly 8sejussiod

Y



jiseH

(0219 v

(09°18) V

(05'18) v

(ov'19) v

JouIqey] JELBIOINES
1SBINOIIG ISBULIOISY SYapU| -

(0s's2) aq

(g2) ag

(0g'v2) €9

(v2) aq

JoUIqEY JELEIOINOS
yejuLIBLIa 1suBIsSu| elisury
seyqejunyy ueleiusd [ISeH -

dlM

d1lM

d1lM

d1lM

joulqey| jeliejalyas uebuenay/
uelode] depey.s) uebuenay/
esylswad uepeg 1uidp -

%¥8

%€8

%8

%18

jouiqey| jeliejees
uebunybuy 1p eAuurel
siuye) sebny ueeuesye/od
uep uswaleuew uebunynp

depey.is) uesendsy esejussiod -

jouigey] jelelanes
sejljigejunye uep ‘isuesedsuel)
‘sebn} uelesue@y eAupninmia |

2l9'06¢e

899°/€€

L9V'61E

§G6G°00€

(VM7 1) uswsefeuep uebunyng weiboid

Y




“**ueejojebuad

uejoyojoiday ueuelel depeyis)

%6 %E6 %26 %16 uesendsy jeybuyy 9sejussiod

/BISOS eipaw uep

BlISqam Infefew ueyseniieqasip

bueA jpuigey| jele)s.yes

uep jouiqey uejeibay

Jeyua) 1sewliojul depey.s)

%16 %EB6 %26 %16 uesendsy jeybuy asejussiod

S0'e G6'C 68'e Gl'e FAdS uebuejewsy] syspu|
(88) (s8) (e8)

(06) Hrewoul Hyewoyul Hrewuojul yqnd 1seusiojur

Jljewoju) n .:._ Usin n .—3 Ua|N n .:._ Usin ueexnqia)ey Asuol jIsel 1efiN

JBuIgey

JeLeje.yos (G8dnd) 1semold

1Seuliojoy ueeuesye/sd

18 0598 98 05'G8 Hipueyy uelejiued [ISeH

(
F 9

Y




"'osejuasiod -

euesye|
eje} uep Isesiuebio uswsaleuew

ueueAe| sejapBe eAuRYBUIUS

%S8

%S8

%08

%08

1emebad ueeuiquiad
ueuefe| uesendsy asejussiod -

%S8

%G8

%08

%08

1emebad
seysedey uebuequabuad
weiboud ueeuesyelad depelis)

BlI8sad uesenday esejussiod -

%S8

%08

%S L

%0.

ueliemebaday

ueuefe| uesendsy asejussio -

eisnuew eAep Jaquins uswaleuew
ueueAe| seyjeny eAuieyBbulus|y

euesye eje] uep
isesiueBbiQ “eisnuepy

eAeq Jaqung ouig

9¢G9le

¥¢c60¢

GGG'L0C

¥80'v61

(010G) euesye eje] uep ‘isesiuebip
‘eisnue|y eAeq Jaquing ueejojabuad

—/

Y




- osBluesIod -

uesebbue
uep weiboid ueeueouasad
sejijeny eAuieybulusiy

uebuenay
uep ueeuedualad olig

viee

8lG°¢

yav'e

€9’

(LL0s)
uebuenay| uep ueeueouaiad ueejojebuad

%S L

%S .

%0L

%0.

wnyny uenjueq ueuefe|

depeyia) uesenday osejussiod -

%S8

%G8

%08

%08

npyem jeds) 1eoss ueyiesslasip

bueA wnyny ynpoid 8sejussiod -

%08

%08

%08

%08

euesyg)
gje] uswaleuew seyngyee
seje uejgjuad osejussio -

%08

%08

%08

%08

ueebequia|ay SelNgye)o
seje uejejjuad oselussisd -

—/

Y



- 9SBJUSSIO

IsenjeAs uep uenejuewsad
sejijeny eAuieyBulusiy

%86

%.6

%96

%S6

jeinye e/esss

ueyiessjasip bueA uerefequisd
yejuLad jeins uejiqiousd
uelesajafuad asejussiad -

%001

%001

%00}

%001

(dV's) ueyepuuswsd i1suejunyy
Jepuels uebusp uebuenay/

ueI0de] UBIENSeSeY 9SEIUBSId ] -

uebuenay

uswaleuew seyjeny eAuyeybulus|y

%08

—/

%6.

%8L

%LL

joulqey| jeliejoyes
uvesebbue uep weiboid
ueeueousiad ueuelel depeyis)

eliay jun uesendasy esejussiod -

Y




- osBluesIod -

%001

%001

%001}

%001

ejebau yijw bueieq
uelodel 1seinye asejussiad -

aulgey

jeuelalyas uebunybull ip eAuule)
wnuwn ueueAejad euss ‘uenwef
uep uedeybusjiad ‘ueeseyiowad
‘edeBoau yijiw Bueleq ‘ueepebuad

uswaleuew seyjeny eAuyeyBbulus|y

wnwn ong

¥G1°88

106°€8

81,61

89¢'88

(z10g) wnwn

uep esebaN NIy Bueleg ueejojebuayg

ueueAeljad

%08

%08

%08

%08

uesebbue
Isina. ueuede| depey.sy

el jun uesendsy asejussiod -

%08

%08

%08

%S8

uesebbue ugp

uejeibay ‘weiboid ueeuesyejod
uep ueeueousisd |senjens

uep uenejuewsad [isey uswnyop

uejeejueLad 1BY6UI) 8SEJUSSIS -

—/

0]

Y



oseussIad -

sejlfenyJaq

BueA 1sewiojul uep ejep ueueAe)
epas ‘ueeyeisndiad uep uedisieay
‘Isewoyul 16ojous|a} uep Isewloul
wajsis uebunynp eAupninmia |

isewLioyu| 1Bojouye |
uep eje( jesnd

€VGve

099'v¢

1¢6'8L

SLL°G

(£10G) ueexelsndiad uep ‘uedisiesy|
‘isewdoyu| 1Bojouye] ‘eyeq ueejojebuad

%06

%06

%06

%06

jouigey/ jelejanes uebunybuy
1p eAuure wnwn veuefelad
euas ‘uenwef ‘vedeybusjiod
‘veeieyyswead ‘eiebau

Y bueseq ueejojsbusd
‘ueepebuad ueuefe|

depeyus) uesenday asejussiod -

%16

%96

%S6

%S6

ueepebuad

eueoual uebuap esel uep

bueseq ueepebuad ueeuesyelad
UBIeNSasay 8sejussio -

—/

11

Y




- 9SBJUSSIO

lewndo BueA jauigey)
jeuejanas uebunybull Ip [eussiul
uesemebuad eAuesebbusjasio |

jelopadsu|

09y’

lLee)

90¢’L

861

(/106) Jeutsiu] uesemebuad ueelebbusjahuad

%8

%18

%08

%61

ueeyejsndiad ueuefe|
eunbbuad uesendsy esejussiad -

yadse g

Yadse g

yadse ¢

yadse ¢

jeybuiuaw eAureiu bueA
disie uegjojpbuad yadse yejuny -

yadse ¢

Yodse ¢

yodse ¢

yodse ¢

1.ybuuaw efAureju bueA

394s uergjuad yadse yepunr -

Jojexiput |

lolexipul |

Jolexiput |

Jojexiput |

j8y6uusW
eAurejiu bueA yyqnd isewiour

uelgjuad Jojeyipur yeun, -

1

—/

%18

ueyisejuawsjdwip

bueA jsewiojur

16ojouya) uep wajsis depelisy
eunbbuad uesendsy esejussiad -

Y




“ygune -

jouIgey] jeuejaaas uebunybull

Ip ISesolIq ISewloa. uep

eliauly sejjigejunye ueeuesyejad
sejijeny eAuiebulusiy

Isenjolig Iseuwliojey

uep sejgeuNyy olig

GGG'0l

8¥¢°0L

616°6

6ev'y

(zz8s) ueeyesnejejay uep isenjollg
Isewlo}ay ‘iIsesiuebliQ elisury ueejojgbuad

uelode] |

uelodey |

uelode] |

uelode] |

npyem
jeds) eieoss jauiqey] JeLejayss
(G¥dd) 1senjolg 1sewofey
ueeuesye|ad lipueyy uelejiudd

JIseH ueiode ueledwefusd

jun g

jung

jun g

jung

|eusjew
bueA uebuensay ueejojabuad

uebueduwifuad Liep yisiaq
bueA uenndspay yun yepuny

%06

€1

—/

%06

%06

%06

nnluepyepuiip
bueA uesemebuad

/ISBl ISEPUSLLIOYS. 8SBIUSSIS

Y




- 9SBJUSSIO]

18UIgEY SHEejaIaS snsnyy
je1s uep jauigey jeliejpines Iy
Je1s ysjo ueurdwid uswsaleuew
uebunynq eAupninmia |

%E8

%cC8

%18

%08

1SBINOIIG ISBULIOJS] UBLUMYOP

uejeguBWSd JEXbU) 8SBIUSSIS -

uauodwoy

9

uauodwoy

9

uauodwoy|

9

uauodwoy

9

j8ybuIuBW
eAurejiu bueA |sesyo.liq 1seuwiiojsl

uejeyuad usuodwoy yejuny -

%8

%8

%18

%08

elisury sejyjiqejunye uswnyop
uejegjuewad jeybuy) 8sejuasis -

el1oy yun g

—/

T

efloy yun g

el1oy yun g

el1oy yun g

gg Lobajey jewiuiw elisury
seyjigeunye rejiu jedepuaws

bueA uenndspay yun yepuny -

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%001

%00}

%001

JoulIqey] Suejasyes
epeday ueyedwesip bueA
1senjolg Iseulofay buepq Yy
JEIS ISEPUSLLIOYE. 8SEIUSSISH

%001

%001

%00}

%001

jouigey|
suejanes epeday ueyiedwesip
bueA iseyunwoy buepiq yy

JEIS 1SBPUSLLIOYS.] 8SEJUSSIS]

%001

%001

%00}

%001

jouiqey| suejesyes

epeday ueyiedwesip bueA
winyni uep yiod bueprq iyy
JEIS ISEPUSLLIOYS.] 8SEJUSSIE]

%001

—/

ST

%001

%001}

%001

Jouigey

suejanes epeday ueyedwesip
bue jefyey ueeispyelosay)
uep ueiouoya.184 buEPIq 1YYy
JEIS ISEPUSLIOYE] 8SEIUSSISH

Y




~uee|ojabuad

%€E8

%C8

%18

%08

uveuiduwid
ueeyesnejejoy euss uejeinsised
ueuefe] uesenday 8sejussio

Jouigey|
1euejenias uebunybull ip ueuidwid

ueeyesnejejey euss uejeinsiad

ueueAe| eAuelebbusjasio]

%001

%001

%00}

%001

joulqey| suejesyes
epeday ueyiedwesip bueA
snsnyy/ Jejs sebnj ueeuesyerad

uelode| 8SEIUSSIS]

%001

91

—/

%001

%001}

%001

JouIqey] sueja.yas epeday
ueyredwesip bueA jeuoiseussiuy
uebunqgny uep ‘1sejssauy
‘uewiewsy buepiq i1yy

JB]S 1SEPUBLLIOYS. 8SEJUSSIE

Y




~‘ueesebbusjpAuad

ueiode| g1

uelode| g1

uelode| z|

ueiode| g1

npyem jedsj eieosss
ueyeuesyeip bueA isjoxojoid
ueueAel ueiodel yejwny -

%¥6

%€6

%6

%16

jouIqey] jelejp.nfes

uep jauiqey] uejelbay ueindijad
Jisey 1sewiojur ueuoyouwlisd
ueuefejad depeyis)

uesenday jeybul) esejussiod -

sejjensJaq
bueA jauigey| jeuelaines
uejoyojoiday uep uejexelehseway

uebungny eAuelebbusjasia |

|o)030.d
uep uejeyeielseway]
uebungny

Buepig i3ndeq usjsisy

190°¢

8.6'C

168'¢C

v2c9'c

—/

LT

(66€9) uejox0l0IdoY BUSS
Ildnd ISewloju| uep Iseyiunwoy] ueejojebusd

Y




Tueisisy -

Isesbiusuel |

uep ‘|ebBbuius |
yeleeq ‘esaq
ueunBuequiad
Buepig

ndeq uslsisy
16ojousia] uep ‘}osiy
‘uebued ueueyejayy
‘ueluepad Buepig
nndaq ualsisy
eyljew.oju|

uep ‘Isexyiunwoy|
‘ueuewesy|
‘ueueyepad buepig

ndaq ualsisy

686°C

608°¢

8€.l’¢

L¥6°C

(00%9) yewslisuad ueeuiquad
)esnd eyesn eje} ueuehe| uep |euoiseladQ
iseyljise ueuefe| ueesebbusjahuad

—/

8T

Y



- osBluesIod -

j18uIge)Y] Jelelasas uebunybull
Ip 1SEI30.Iq ISBWLIO] BUSS
efiauly sejjigelunye ‘uesebbue
uep welboud ueejojebuad

sejiieny eAuieybuiusiy

yewsliauad
ueeu|quad jesnd
uebuepisiad
ueiodejad Buepig
nndaq ualsisy
ueejesimueday
uep [EpO
ueweueuad buepig

ndaq ualsisy

—/

6T

Y




- 9SBJUSSIO

%0L

%04

%0L

%0.

ueuewWesy] uep ‘WnynK Yijod
buepig uenndspay) uebunybuly
1p elisy juun ysjo fnfuepyepulip
bueA jeiopyedsuy ysjo

elisury sejiqejunye |senjess

JISely 1SepusLLIOYa. 9SBIUBSIS]

—/

%S6

0¢

%E6

%6

%16

npyem Jeds) eieoss ueyiedwesip
buef uveueweay] uep ‘wnyny
Yoo bueplg ueyndapay]
uebunybuyy 1p elisy jiun uebusp
1seupiooy [isey 1senjolg
1seuwiofey ueeuesyeod
uauINXYOp 8SejUaSISH

Y




- 9SBJUSSIO

ueuewesy] uep ‘wnynH

Yiijod buepig ueindspay)
uebunybuy ip eliey yun uebusp
Iseujpiooy jisey ueiebbue

uep weiboid 1Sina. syapuy

—/

%S6

T¢

%E6

%6

%16

npyem Jeds) eieoss ueyiedwesip
buef uveueweay] uep ‘wnyny
Yiyjod bueplg uendspay/
uebunybuyy 1p elisy jiun uebusp
IseulpJooy yisey uesebbue

uep weiboid ueeueoussad

uawINyop 8sejussIo

Y




- 9SBJUSSIO]

%0L

%04

%0L

%0.

uBILIoUOX8.18

buepig uenndspay; uebunybuy
Ip elisy yun ysjo pnfueyepuip
bueA jesopadsuy ysjo

elisury sejiqejunye 1sen/eAs

/Isey 1SepusLIoya. 8SejusSIo

—/

%S6

[44

%E6

%6

%16

npyem Jeds) eieoss ueyiedwesip
buef ueiwouoyaiod

buepig uenndspay/

uebunybuyy 1p elisy jiun uebusp
1seupiooy [isey 1senjolg
1seuwiofey ueeuesyeod
uauINXYOp 8SejUaSISH

Y




- 9SBJUSSIO]

uejuIouox8.184
buepig uenndspay/

uebunybuy ip elisy jun uebusp
Iseulplooy [Isey ueiebbue

uep weiboid I1Sina.1 SYepu/

—/

%S6

€¢

%E6

%6

%16

npyem jeds; eseoss ueyedwesip
bueA ueiwouoyaso4

buepig uenndapay]

uebunybuyy 1p elisy jun uebusp
ISeulpIooy jIsey uesebbue

uep weiboid ueeueousasad
usuImop 8sejussia

Y




- 9SBJUSSIO]

%0L

%04

%0L

%0.

ueefAepnqay/

uep eisnueyy ueunbuequIs
buepig uenndspay; uebunybuy
1p Blisy jun ysjo pnfueepunip
bueA jesopadsuy ysjo

elisury sejiqejunye 1sen/eas

/Isey 1SepusLIoya. 8SejuUsSIod

—/

%S6

144

%E6

%6

%16

niyem jedsj e1eoss
ueyledwesip bueA ueefepnqgay/
uep eisnuey| ueunbuequUISH
buepig uenndspay/

uebunybuyy 1p elisy jjun uebusp
1seulpIooy jisey 1sesjollg
Iseuwio)ay ueeuesyead
usuImop 8sejussia

Y




- 9SBJUSSIO

ueefAepnqay/

uep eisnuey| ueunbuequUISH
buepig uenndspay/

uebunybuy ip eliey jun uebusp
Iseulpiooy [Isey ueiebbue

uep weiboid I1SIna.1 SYepu/

—/

%S6

S¢

%E6

%6

%16

niyem jedsj e1eoss
ueyledwesip bueA ueefepnqgay/
uep eisnuey| ueunbuequUISH
buepig uenndspay/

uebunybuyy 1p elisy jjun uebusp
ISeulpIooy jIsey uesebbue

uep weiboid ueeueousasad

uswINyop 8sejuss.Iod

Y




" 9SBJUSSIO]

%0L

%04

%0L

%0.

1SBJSaAU| UBp uBWILIBUSY]
buepig uenndspay; uebunybuy
Ip elisy yun ysjo pnfueyepuip
bueA jesopadsuy ysjo

elisuty sejjiqejunye 1sen/eAs

/Isey 1SepusLIoya. 8SejusSIo

—/

%S6

9¢

%E6

%6

%16

npyem jeds) eieoas
ueyredwesip bueA |sejsanuf uep
uewnewsy bueplg ueindapay/
uebunybuyy 1p elisy jjun uebusp
ISeulpJooy [isey jsesyollg
Iseuwio)ay ueeuesyead
uswINYop asejussIad

Y




- 9SBJUSSIO

1SBJS8AUY UBPD UBWILIBLWSBY,
buepig uenndspay/

uebunybuy ip eliey jun uebusp
Iseulplooy [Isey ueiebbue

uep weiboid I1Sina.1 SYepu/

—/

%S6

Lt

%E6

%6

%16

npyem jeds; eseoss ueyedwesip
buef isejsanuf ugp
ueuwewsy bueplg uenndspay/
uebunybuyy 1p elisy jjun uebusp
ISeulpIooy jIsey uesebbue

uep weiboid ueeueousasad

uswINyop 8sejuss.Iod

Y




- 9SBJUSSIO]

%0L

%04

%0L

%0.

jouigey elisy uebunyng
uepndepay) uebunybuy

Ip elisy yun ysjo pnfueyepuip
bueA jesopadsuy ysjo

elisuty sejjiqejunye 1sen/eAs

/Isey 1SepusLIoya. 8SejusSIo

—/

%S6

8¢

%E6

%6

%16

npyem jeds; eseoss ueyeduwesip
bueA jsuigey elisy]

uebunyng buepig uepndspay/
uebunybuyy 1p elisy jjun uebusp
1seulpIooy jisey 1sesjollg
Iseuwio)ay ueeuesyead
usuImop 8sejussia

Y




- 9SBJUSSIO]

%001

%001}

%001}

%001}

npyem jeds} eieoss
ueyredwesip bueA yewslisusd
ueeuIQUISH JESNd 1Senjollg
1sewiofey ueeuesyejad
uswWINYop asejussIad

Jouiqgey| eliay

uebunyng buepig uenpndspay/
uebunybuy ip elisy jun uebusp
Iseulplooy [Isey ueiebbue

uep weiboid I1Sina.1 SYepu/

%S6

—/

6¢

%E6

%6

%16

npyem jeds; eseoss ueyeduwesip
bueA jsuigey elisy]

uebunyng buepig uepndspay/
uebunybuyy 1p elisy jjun uebusp
ISeulpIooy jIsey uesebbue

uep weiboid ueeueousasad

uswINyop 8sejuss.Iod

Y




" 9SBJUSSIO]

%08

%08

%08

%S.

yewslivusd
ueeuIquIad jesnd eyesn eje}
ueuefe| uesenday asejussisd

yewslivusd
ueeuiquiad jesngd uelebbue

uep weiboid I1Sina.1 SYepu/

%001

%001

%00}

%001

npyem jedsj e/esss
ueyedwesip bueA yewslisusd
ueeuiQua jesnd ueiebbue
uep weiboid ueeueausiad

usLIMIop 8SejussSIo

%08

—/

(013

%08

%S

%S .

yewslivus ueeuIquiad
jesnd ysjo nnluepyepulip
bueA jesopradsuy ysjo

eliaury sejyjiqejunye isenjes
/ISBY ISEPUBLIOYS.] 9SBJUSSIS

Y




"'osejussiod

%001

%96

%E6

%16

ueyjegjueWIP
bueA ueuewesy] uep ‘wWnyny
‘Yoo buepig Ip yejuLiswad
weubouid uep ueyeliqay euesusl
Seje ISEPUBLLIOYS. SSEJUSSIS -

ISBJSOAU| UEP

uewijlewsy uep ‘ueelepngay|
uep eisnuely ueunbuequad
‘uellOUOYBIed ‘UBueWEDY
uep ‘wminH yHod Buepig

Ip sejijenyJaq BueA ueyeligey

Isepuawioyal eAupninmia |

€06°6S

0.2°9S

SL0°€S

661'v€

(vO'pL 1) uapisaid |Dep uep uapisald
epeday] ueue/e] ueeiebbusjpAusd weliboid

%08

—/

T€

%08

%08

%S .

yewslisusd [euoisbun uejeqer
1seuiolul wajsis depey.us)
yewslisus jeuoisbun-

jeqelsd uesendsy asejussiod -

Y



- 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

ueyjeegjuewip

buef ueiwouoysiod

buepig Ip yejuLewad

weiboid uep ueyeliqay eueoua.

SBje ISEPUBLLIONS] 8SBJUSSIE

%001

—/

[43

%96

%<6

%16

pnluepyepunp

bueA ueuewesy] uep ‘wWnyny
Yiijod buepig 1p uspiseid
ueninjesiad ueyjedepusw
nad bueA ebequs)
gledayyusiusw ueinersd
ymusq weyep ebequisy/
ueLBjuaway ueyeliqay eueousl

SBJE [SBPUBLLOYS. 9SEJUSSIE

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

ueyjeejuewp buef ueedepnqay/
uep eisnueyy ueunbuequis
buepig Ip yejuLswad

weiboid uep ueyeliqay eueoua.

SBje ISEPUBLLIONS] 8SBJUSSIE

%001

—/

€€

%96

%<6

%16

pnluepyepunp

bueA ueiwouoyaiad

bueplg ip uspiseid
ueninjesiad ueyjedepusw
nad bueA ebequs)
gledayyusiusw ueinersd
ymusq weyep ebequisy/
ueLBjuaWaY uexeliqay eueousl

SBJE [SBPUBLLOYS. 9SEJUSSIE

Y




- 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

ueyjeegjuewip

bueA 1sejssauy uep uewieway]
buepig Ip yejuLewad

weiboid uep ueyeliqay eueoua.

SBje ISEPUBLLIONS] 8SBJUSSIE

%001

—/

123

%96

%<6

%16

nnluepepunp bueA ueefepnqay/
uep eisnueyy ueunbuequis
bueplg ip uspiseid

ueninjesiad ueyjedepusw

nad bueA ebequs)
gledayyusiusw ueinersd
ymusq weyep ebequisy/
ueLBjuaway ueyeliqay eueousl

SBJE [SBPUBLLOYS. 9SEJUSSIE

Y




"'osejussiod

%09

%09

%09

%09

uapisa.id epedsy
ueyredwesip bueA snsnyy
ueuefe| ueiode| osejussidd -

sejllensaq Buek uapisaid I
SNSNUY| JejS Uep uapisald snsnyy
1818 snsnyy ueueAe| uep uspisaid

snsnyy uesnin uexeligey

Isepuawioyal eAupninmia |

%001

—/

13

%96

%<6

%16

pnluepyepunp

bueA isejsenuy uep
uewyjLewsy bueplg Ip uspISaid
ueninjesiad ueyjedepusw

nad bueA ebequs)
gledayyusiusw ueinersd
ymusq weyep ebequisy/

uBLBjUBLIBY UBYE[IqaY BUBIUSI

SBJE ISBPUBLIOYS.] 9SEJUSSIS -

Y




- 9SBJUSSIO

ISBJSOAU| UBp UBWIILIBWSY

uep ‘ueeAepnqgay| uep eisnuep
ueunbuequiad ‘uejwouoyaiad
‘ueueweay| uep ‘wn)NH Yijod
Buepig Ip seyenyiaq buek
ueyejuuswad ueesebbusjpAuad

ueljepuabuad isey eAupninmia |

uapIsald ysjo Ininjasip

bueA uspisaid snsniyyf uesnif)

(
{

%09 %09 %09 1SBpUBLLIOYS. 8SBJUSSIO -
uapiIsaid [Iyes| epeday
ueyredwesip buef snsnyy

%09 %09 %09 %09 uveuefe| ueiode| 8sejUSSIE -

9¢

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

pnlueprepupp bueA

ueueweay] ugp ‘wWnynK Yiod
buepig Ip yejulswad weiboid
uep ueyeliqay ueeuesyejad
weep uelyepusbuad

uep ‘1seniess ‘venejuewsd fisey

SEje |SEPUSLLIOYS.] 8SEJUSSISH

%001

—/

LE

%96

%<6

%16

nnluepyepuip buef

ueueweay] UEP “WNYNH “Yiod
buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswead weibosd

uep ueyeliqgay ueeuesyejad seje
yejesew uelessjaAuad Jeussye
1SEPUBLLIOYS.] 9SEIUSSII

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

nnluepyepulip

bueA ueiwouoyaso4

buepig Ip yejulswad weiboid
uep ueyeliqgay ueeuesyelod
weep uelyepusbuad

uep ‘1seniess ‘venejuewsd fisey

SEje |SEPUSLLIOYS.] 8SEJUSSISH

%001

—/

8¢

%96

%<6

%16

npnluepepuip

bueA ueiwouoyaso4

buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswead weibosd

uep ueyeliqgay ueeuesyefad seje
yejesew uelessjaAuad Jeussye
1SEPUBLLIOYS.] 9SEIUSSII

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

nnlueepuip bueA ueefepnqay/
uep eisnuey| ueunbuequUISH
buepig Ip yejulswad weiboid
uep ueyeliqgay ueeuesyelod
weep uelyepusbuad

uep ‘1seniess ‘venejuewsd fisey

SEje |SEPUSLLIOYS.] 8SEJUSSISH

%001

6¢€

—/

%96

%<6

%16

nnluepepunip bueA ueefepnqgay/
uep eisnuey| ueunbuequUISH
buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswead weibosd

uep ueyeliqgay ueeuesyefad seje
yejesew uelessjaAuad Jeussye
1SBPUBLLIOYS. 3SBJUSSISH

Y




- 9SBJUSSIO]

sejlfenyJaq

BueA ueyewslia) uswnxop uep
‘ueuapisalday yeyseu ‘Jaulgey|
uebuepisiad ueueAie| eAupninmis |

%001

%96

%E6

%16

nnluepyepulip

bueA 1sejsauy uep uewiLewsy]
buepig Ip yejulswad weiboid
uep ueyeliqgay ueeuesyelod
weep uelyepusbuad

uep ‘1senjers ‘venejuewsd [isey

SEje |SEPUBLLIOYS.] 8SEJUSSIS -

%001

ov

—/

%96

%<6

%16

npnluepepuip

bueA 1sejsaeul uep uewiLewsy]
buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswead weibosd

uep ueyeliqgay ueeuesyefad seje
yejesew uelessjaAuad Jeussye

1SBPUBLLOYS.] 9SEJUSSIE -

Y




“eAupninmia

sIspjoyaye)s

Lep uiejdwoy ueypedepusw
Yepy bueA ueyewslis)}

%001 %001 %001 %001 usuinyop asejussisd -

&
uapIsaid epeday ueyedwesip

bueA ueuspisa.iday

%001 %001 %001} %001 yeyseu 8sejussidd -
uapIsald

JINEM neje/uep uspIsaid
Yajo Lipeyip neje/uep uduwiap
buef uenwajiad neje ‘jedes
‘J18uIqey buEpls ueejolpbusd

depeyus) jJauiqey] suejees
%¥6 %€6 %C6 %16 uesenday jeybuy 8sejussiod -

144

—/
—



~-eAupninmia |

Jeinye eiesas ueyesajasip
Buef yyyy reyusd wii
buepis jisey 1suiroid yejuswad
uep ‘I efpey 166ulL
ueuidwid uejeqer ‘ewej)
166Uy uveurdwid uejeqer
uepuayiequiad uep ueyepujwad
‘uejeybuebuad jieyis)

%001 %66 %86 %16 uapIsaid uesmnday| esejussidd -

sejilensuaq Buek Jiysy 1ejiuad wi|

Buepis [isey Isuinoid yeyuswad
uep ‘17 eApepy 166ul] ueurdwid
uejeqer ‘eweyn 166u1] ueuidwiyg
uejeger uejuaylaqwad uep
ueyepuiwad ‘ueyeybuebuad jexlo}

uapisalid uesnindayj eAupninmie |

(4%

—/
—



uelslsy -

elebap Jnjesedy
uep ‘elsnueyy Isesy
YeH ‘wnynH Buepig
ndaq ualsisy
uabaN wejeq
ueyejuawad
Buepig

nndaq ualsisy

8.9°C

§9G°¢

clve

650°C

(L0¥9) ueuewesy uep ‘wnynNH yod
Buepig 1p ueyeligey Isepuswoyal ueunsnAuad

ueynejad uep ueyipipuad

%001 %001 %001 %001 epesad uesendsy jeybuil -
jeinye e/esss
ueyess)asip bueA yewslisusd
Jeuoisbun jeqelad uerguad

%001 %001 %001} %001 Isepuslioysl ssejussied -

sejijenylaq BueA
yewsalisuad jeuoisbuny ueyeqel

ueeuiquad ueueAe| eAupninmia |

—/

&y

Y



- osBluesIod -

%001

%96

%E6

%16

Jouiqey

suejauas ysjo inmasip buef

LabaN weleq ueyejuLawsd

buepiq ip yepurswad

weubouid uep ueyeliqay euesusal
Seje ISEPUBLLIOYS. SSEJUSSIS -

ueueweay|
uep ‘wnny yijod buepiq
Ip seyjenyiaq BueA ueyeligey

Isepuawioyal eAupninmia |

eyljewlou|

uep ‘Iseyiunwoy|
‘Ueueweay|
‘ueueyepad Buepig
ndaq ualsisy
[euoiseusaju|

uebungny Buepig

ndaq ualsisy

—/

4%

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

joulqey| suejplyes ysjo
Inimasip bueA eiebsy injesedy
uep ‘eisnuey| 1Sesy yeH
‘wnyny bueprq 1p yejuLswsed
weiboid uep ueyeliqay eueouas.l

SBje ISEPUBLLIONS] 8SBJUSSIE

%001

—/

Sy

%96

%<6

%16

Jouigey

suejaes ysjo infmasip buef
LabapN wejeq ueyeulLawsd
bueplq I1p UspISald
ueninjesiad ueyjedepusw
nad bueA ebequs)
gledayyusiusw ueinersd
ymusq weyep ebequisy/
ueLBjuaway ueyeliqay eueousl

SBJE [SBPUBLIOYS. 9SEJUSSIE

Y




" 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

jouIqey suejpnfes
yajo ininjasip bueA jeuoiseussjuf
uebungny buepiq ip yejulswad
weiboid uep ueyeliqay eueouas.l

SBje ISEPUBLLIONS] 8SBJUSSIE

%001

9t

—/

%96

%<6

%16

jouiqey| suejesyes
yajo Inijasip bueA eiebsu
Jinjelede uep ‘eisnuew |sese
yey ‘wnyny bueplq Ip UspPISald
ueninjesiad ueyjedepusw
nad bueA ebequs)
gledayyusiusw ueinersd
ymusq weyep ebequisy/

uBLBjUBLIBY UBYE[IqaY BUBIUSI

SBJE [SBPUBLIOYS. 9SEJUSSIE

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

jouigey|

suejauas ysjo infmasip buef
eynewLojul uep 1sexiunuioy]
‘veuewesyl ‘uveueyeLs
buepiq ip yejuliewad

weiboid uep ueyeliqay eueouas.l

SBje ISEPUBLLIONS] 8SBJUSSIE

%001

—/

LY

%96

%<6

%16

jouiqey] suejesyes
yajo innjasip bueA jeuoiseulsiu)
uebunqgn buepiq Ip uspIseld
ueninjesiad ueyjedepusw

nad bueA ebequs)
gledayyusiusw ueinersd
ymusq weyep ebequisy/
ueLBjuaway ueyeliqay eueousl

SBJE [SBPUBLIOYS. 9SEJUSSIE

Y




uelslsy -

eiebap Jnjeledy
uep ‘elsnuel Isesy
YeH ‘wnynH Buepig
ndaq ualsisy
uabaN wejeq
ueyejuuswad
Buepig

ndeq uslsisy

09l°¢

€90°¢

686°L

08l

(20¥9) ueuewesy uep ‘wnynH yod
Buepiq Ip ueyejuewad ueelebbusjaAuad

uellepusabuad |iIsey ueunsniuad

%001

%96

%<6

%16

jouiqey| suejesyes
yajo inlnjasip bueA eynewojuf
uep ‘|seyiunwoy/ ‘veuewesy|
‘veueyesd BUEDPIq Ip UBPISSI
ueninjesiad ueyjedepusw
nad bueA ebequs)
gledayyusiusw ueinersd
ymusq weyep ebequisy/
ueLBjuaway ueyeliqay eueousl

SBJE [SBPUBLLIOYS.] 9SEJUSSISY -

—/

8Y

Y



oseussIod -

ueueweay| uep ‘wnynH
“imjod buepiq Ip seyjenyuaqg buek
ueyejuuawad ueesebbusipAuad

ueljepuabuad isey eAupninmia |

eyljewlou|
uep ‘Iseyiunwoy|
‘Ueueweay|
‘ueueyepad Buepig

nndeq ualsisy -
[euoiseusaju|
uebungny Buepig

nndeq ualsisy -

917

—/
—



" 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

jouigey|

sueja.yas ysjo infnjasip bueA
Labsp wejeq ueyejuiaws
buepiq 1p yejuLswad

weuboid uep ueyeligay
ueeuesyelad seje uejgpusbuad
uep ‘Isenjers ‘venejuewsd

/Isey 1SepusLIoya. 8SejuUsSIod

%001

—/

0s

%96

%<6

%16

Jouigey

suejaIyas ysjo infnjasip bueA
Luabsp wejeq ueyejuLaws
buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswad weiboid uep
ueyefigay ueeuesyejad seje
yejesew uelessjaAuad Jeussye
1SBPUBLLIOYS. 3SBJUSSISH

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

jouIqey| sLeje.yes (oo
inimasip bueA eiebap injesedy
uep ‘eisnueyy 1Sesy YeH
‘winyny bueplq Ip yejuliswead
weuboid uep ueyeligay
ueeuesyelad seje uejgpusbuad
uep ‘Isenjers ‘venejuewsd

/Isey 1SepusLIoya. 8SejuUsSIod

%001

—/

1S

%96

%<6

%16

JauIqe)] s1BjaIyes ysjo
nfnasip bueA eiebau injesede
uep ‘eisnuew jsese yey ‘wnyny
buepiq Ip uejequiey lweebusw

bueA yejuuswad weiboid uep
ueyefigay ueeuesyejad seje
yejesew uelessjaAuad Jeussye
1SBPUBLLIOYS. 3SBJUSSISH

Y




- 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

joulqey| suLejp1yes

ysjo Ininjasip bueA jeuoiseusajuy
uebunqn buepiq ip yejuswead
weuboid uep ueyeligay
ueeuesyelad seje uejgpusbuad
uep ‘Isenjers ‘venejuewsd

/Isey 1SepusLIoya. 8SejusSIo

%001

[4°]

—/

%96

%<6

%16

Jauiqey| sueje.yes ys|o infmaesip
bueA jeuoiseussjuy uebunqni
buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswad weiboid uep
ueyefigay ueeuesyejad seje
yejesew uelessjaAuad Jeussye

1SBPUBLLIONYS.] 8SEJUSSIO

Y




“"ueunsnAuad

%001

%96

%E6

%16

jouigey|

sueja.yas ysjo infnasip bueA
YjeuLojul uep ‘I1sexiunuoy]
‘veuewesy| ‘ueueyeLs
buepiq 1p yejuswed

weuboud uep ueyeliqay
ueeuesyelad seje uejgpusbuad
uep ‘Isenjers ‘venejuewad

/Isey |SepusLIoya. 8SejusSIod

%001

—/

€9

%96

%<6

%16

Jouigey
sueja.Iyas ysjo infnjasip buefA
eYjewLojul uep I1sexiunuwoy,
‘uveuewesy ‘ueueyers
buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswad weiboid uep
ueyefigay ueeuesyejad seje
yejesew uelessjaAuad Jeussye
1SBPUBLLIOYS. 3SBJUSSISH

Y




ruslsisy -

yeke|ip uep eyesn
uebuequiabuad
Buepig

1IndaQg ua)sisy
ueeliexebeusioy)
uep ‘uelsnpuLiad
‘uebuebepiad
Buepig

ndeq uslsisy
eyesn wWipj|
uebuequiabuayd
uep ‘ueunbuequad
ueeuesUaIad ‘Oep
iwouoy 3 Buepig

ndaq ualsisy

ove'e

clee

90¢’c

996’}

—/

vS

(£0%9) uelwouoyaiad
Buepig 1p uexeligey Isepuswoyal ueunsniuad

Y



oseussIod -

%001

%96

%E6

%16

jouigey|

sueja.yas ysjo infnasip bueA
eyes wipy uebuequisbusd
uep ‘veunbuequisd
ueeUBOUBIE ‘01BN

wouoy3 buepiq 1p yejulswad
weiboud uep ueyeliqgay eueous.

Seje 1SEpUBLLIOYS. 8SEjUSSIo ] -

uejwiouoxalad Buepiq
Ip seyjenyiaq BueA ueyeligey
Isepuawoyal eAupninmia |

16ojouya] uep ‘1osiy
‘uebued ueueyelayy
‘ueluepad Buepig

ndaq ualsisy

—/

5SS

Y




- 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

JauIqey| SLEeja.YeS Ysjo Ininjosip

bueA ueelisyebeus)ayl uep

‘ueLsnpulIsy ‘vebuebepiad

buepiq ip yeuswad

wesboud uep ueyeliqay eueous.
SBje [SEPUALLIOYSI SSEJUSSIS -

%001

99

—/

%96

%<6

%16

jouiqey|

sueja.IYas ysjo infnjasip bueA
eyesn wipy uebuequisbusd
uep ‘veunbuequisd
ueeUBOUBIE ‘01BN
Jwiouoy 3 buepiq 1p uspISaid
ueninjesiad ueyjedepusw
nped bueA ebequsy
gjedayyusjusw ueimesdd
ynuaq wejep ebequisy
ueLBjusWaY ueyeliqay eueouss

SEJE ISBPUBLLIOYS. 8SBJUSSIS -

Y




- 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

joulqey| sLeje1yes

ysjo ininjasip bueA yefeii
uep eyesn uebuequisbusd
buepiq 1p yejuLswad

weiboud uep ueyeliqgay eueous.

SEje |SEPUBLLIOYS.] 8SEJUSSIS -

%001

LS

—/

%96

%<6

%16

jouIqey] siIepp.Iyes Ysjo Ininjesip
bueA ueelisyebeusjs)l ugp
‘velsnpulisd ‘uvebuebepiod
buepiq 1p uspIsaid

ueninjesiad ueyjedepusw

nped bueA ebequsy
gjedayyusjusw ueimesdd
ynuaq wejep ebequisy
ueLBjusWaY ueyeliqay eueouss

SEjE ISBPUBLIOYS] 8SBJUSSIS -

Y




- 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

joulqey| sLeje1yes

ysjo ininjasip bueA ibojouys |
uep 8siy ‘uebue ueueyejs)/
‘ueluepiso buepiq ip yejuswad
weiboud uep ueyeliqgay eueous.

SEje |SEPUSLLIOYS.] 8SEJUSSISH

%001

89

—/

%96

%<6

%16

JeuIgey] suejees
yajo Inhjasip bueA yefei
uep eyesn uebuequisbusd

buepiq 1p uspIsaid

ueninjesiad ueyjedepusw
nped bueA ebequsy
gjedayyusjusw ueimesdd
ynuaq wejep ebequisy
ueLBjusWaY ueyeliqay eueouss

SBJE |SBPUBLLIOYS. SSEJUSSIS

Y




Tuelslsy -

eyesn wipy|
uebuequiabuad

uep ‘ueunbuequiad
UeeuBdUSISd ‘Ol
jwouoy3 buepig

ndeq uslsisy

€2¢6°L

198}

a8l

€LC’)

(pOt9) uelWOUONBIBd
Buepiq Ip ueyejuuswad ueelebbusieuad

ueljepuabuad |isey ueunsnAuad

%001

69

—/

%96

%<6

%16

JouIqey] suejasyes

yajo Innjasip bueA 1bojouys |
uep 8s1y ‘uebued ueueye}sy/
‘ueluers4 buepiq Ip uspiseid
ueninjesiad ueyjedepusw
nped bueA ebequsy
gjedayyusjusw ueimesdd
ynuaq wejep ebequisy

uelBUBWSY ueyeligay eueousl

SBJE |SBPUBLLIOYS.] SEJUSSIS -

Y



- osBluesIod -

uejwouoyaiad

Buepiq 1p seyjenyiaq buek
ueyejunswad ueelebbusjaAuad
ueliepuabuad jisey eAupninmia |

16ojousia] uep ‘}osiy
‘uebued ueueyelayy
‘ueluepad Buepig

indaq ualsisy -
yeAe|ip\ uep eyesn
uebuequiabuagd
Buepig

nndaq ualsisy -
ueeliayebeusioy
uep ‘uelisnpuliad
‘uebuebepliad
Buepig

nndeq ualsisy -

09

—/
—



" 9SBJUSSIO]

%001

—/

19

%96

%<6

%16

Jouigey
suejaIyas ysjo infmasip buefA
eyesn wipy uebuequisbusd
uep ‘veunbuequisd
ueBUBIUSISH ‘OlyEY IWLOUOYT
buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswad weiboid uep
ueyefigay ueeuesyejad seje
yejesew uelessfaAuad jeussye
1SBPUBLLIOYS. 3SBJUSSISH

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

JauIqey| SLEeja.YeS Ysjo Ininjosip
bueA ueelisyebeus)sy| uep
‘uelsnpuliad ‘uebuebepiod
buepiq Ip uejequiey jweebusw
buef yejuuswsad weiboid uep
ueyeligay ueeuesyejad seje
yejesew uejessjafuad jpeussye

1SEPUBLLIONS. 8SBIUSSISH -

%001

—/

9

%96

%<6

%16

jouiqey|

SuBja.IYas ysjo infnjasip buefA
eyesn wipy uebuequisbusd
uep ‘veunbuequisd
ueeuBoUBIa ‘O

1wouoy3 buepiq ip yejuswad
weuboud uep ueyeliqay
ueeuesyejad seje ueyepusbuad
uep ‘1senjens ‘venejuewsd

/ISel 1SEpusLIOYa) 9SEJUSSId -

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

joulqey| sLeje1yes

ysjo ininjasip bueA yefeii

uep eyesy) uebuequiabusd
buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswed wesbosd

uep ueyeliqgay ueeuesyejad seje
yejesew uelessipAuad jeussye

1SEPUBLLIONS. 8SBIUSSIS

%001

—/

€9

%96

%<6

%16

Jauiqey| sueje.yes ys|o infmaesip
bueA ueelisyebeusay| uep
‘uelsnpuliad ‘uebuebepiod
buepiq 1p yejuLswad

weuboud uep ueyeliqay
ueeuesyejad seje ueyepusbuad
uep ‘1senjens ‘venejuewsd

/ISBY 1SEPUSLLIOYS] 8SBIUSSIO

Y




- 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

JauIqey| SLEeja.YeS Ysjo Ininjosip
bueA 1bojouys | uep 19siy
‘uebued ueueyesy| ‘ueueLs
buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswed weibosd uep
ueyeligay ueeuesyejad seje
yejesew uelessipAuad jeussye

1SEPUBLLIONS. 8SBIUSSISH -

%001

¥9

—/

%96

%<6

%16

JeuIge)] suejeyes
yajo Ininjasip bueA yefejm
uep eyesn uebuequisbusd

buepiq 1p yejuLswad

weuboud uep ueyeliqay
ueeuesyejad seje ueyepusbuad
uep ‘1senjens ‘venejuewsd

/ISBlY 1SEPUSLIONS] 9SBJUSSIS ] -

Y




Tueisisy -

ueeAepngayj uep
ueipipuad Buepig
ndaq ualsisy
ebelye|0

uep ‘epnwed
‘uejeyasayl
‘eweby buepig
ndeq uslsisy

9lge

991l¢

34%4

§08°L

uee/Aepngay uep eisnuely ueunbuequiad

Buepig Ip uexeligey Isepuswoyal ueunsniuad

(g0v9)

%001

—/

59

%96

%<6

%16

JouIqey] suejasyes

yajo Ininjasip bueA 1bojouys |
uep Jesiy ‘uebue ueueyejs)/
‘ueiueriso buepiq ip yejuswad
weuboud uep ueyeliqay
ueeuesyejad seje ueyepusbuad

uep ‘1senjens ‘venejuewsd

/ISBY 1SEPUSLLIOYS] 8SBIUSSIO

Y




oseussIad -

ueeAepnga)| uep

eisnue|y ueunbuequiad Buepiq
1p seyenyiaq Bueh ueeligey
Isepuawoyal eAupninmia |

IselBlwisuel |
uep ‘|jebbuine]
yeleeq ‘esaq
ueunBuequiad
Buepig

ndeq uslsisy
seuy uebunpuipad
uep ‘uendwalad
ueeAepiaquiad
‘ueeueousge)
‘leisog Buepig

ndaq ualsisy

—/

99

Y




- 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

joulqey| sLeje1yes

ysjo inlnjasip bueA ebeiye/O
uep ‘epnwisd ‘uejeysssyf
‘ewebyy bueplq ip uspisald
ueninjasiad ueyjedepusw
nped bueA ebequis)
gjedayyisjusw ueimerdd
ynjuaq weyep ebequis)/
ueLBjUBWSY ueYeliqay eueouss

SEjE [SBPUSLLIOYS.] 8SEJUSSISH

%001

L9

—/

%96

%<6

%16

jouiqey suepnes

yajo inlnjasip bueA ebeiye/O
uep ‘epnuisd ‘uejeyasay/
‘eweby buepiq Ip yejuswad
wesboud uep ueyeliqay eueous.
Seje ISEpUaLIONS. 8SBJUSSISH

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

jouIqey| sLeje.yes (oo
ninjasip bueA ueefepnqay/ uep
ueyIpipusH buepiq Ip uspisaid
ueninjasiad ueyjedepusw
nped bueA ebequis)
gjedayyisjusw ueimerdd
ynjuaq weyep ebequis)/
ueLBjUBWSY ueYeliqay eueouss

SEje |SEPUSLLIOYS.] 8SEJUSSISH

%001

89

—/

%96

%<6

%16

jouiqey

sueja.uyas ysjo infnasip bueA
ueefepnqgay Uep ueyIpIPUSd
buepiq I1p yejuuswad

wesboud uep ueyeliqay eueous.

SBJE |SBPUBLLIOYS. SSEJUSSIS

Y



- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

jouiqey] slejeres

yajo ininjasip bueA yeuy
uebunpuiliod uep ‘uendwsaio
ueefepioquis ‘ueeueousqa)/
‘Jeisos buepiq ip uspisaid
ueninjesiad ueyjedepusw
nped bueA ebequis)
gjedayyisjusw ueimerdd
ynjuaq weyep ebequis)/
ueLBjUBWSY ueYeliqay eueouss

SBjE [SBPUSLLIOYS.] 8SEJUSSISH

%001

—/

69

%96

%<6

%16

jeuIqe)] SiBjeeS

yajo ininjasip bueA yeuy
uebunpuiliad uep ‘uendwa.rsd
ueefeproquis ‘ueeueIusqay|
ye1sos bueplq ip yejuuswad
wesboud uep ueyeliqay eueous.
SBje [SEPUALLIOYS. SSEJUSSIO

Y




~‘ueunsnAuad

%001

%96

%E6

%16

jouigey|

sueja.yas ysjo infnasip bueA
Isesbisuel uep ‘1ebbuis |
yelseq ‘essq ueunbuequisd
buepiq 1p uspIsaid
ueninjesiad ueyjedepusw
nped bueA ebequis)
gjedayyisjusw ueimerdd
ynjuaq weyep ebequis)/
ueLBjUBWSY ueYeliqay eueouss

SEje |SEPUSLLIOYS.] 8SEJUSSISH

%001

—/

0L

%96

%<6

%16

J8uIqey
sueja.uyas ysjo infnasip bueA
isesbisuel uep ‘1ebbuis |
yesseq ‘esaq ueunbuequisd
buepiq I1p yejuuswad

wesboud uep ueyeliqay eueous.
SBje [SEPUALLIOYS. SSEJUSSIO

Y




TuelsIsy -

seuy uebunpuipad
uep ‘uendwalad
ueeAeplaquiad
‘ueeueouaqey
‘lelisog Buepig
ndeq uslsisy
ueeAepnga) uep
ueyipipuad Buepig
nndaq ualsisy
ebelye|0

uep ‘epnwad
‘uejeyasayy
‘eweby Buepig

ndaq ualsisy

¥98°L

Sl

129

€8yl

—/

TL

(90%9)
ueeAepngay| uep eisnuepy ueunbuequiad
Buepiq 1p ueyejyuewad ueelebbusjeAuad

ueljepusbuad [isey ueunsnAuad

Y




oseussIad -

ueeAepngay|

uep eisnuely ueunbuequad
Buepiq Ip sejenyiaq buek
ueyejuuswad ueesebbusipAuad

ueljepuabuad isey eAupninmia |

IselBiusuel |
uep ‘|ebBuius |
yeloeq ‘esaq
ueunbuequwiad
Buepig

nndeq ualsisy -

L

—/
—



" 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

joulqey| sLeje1yes

yajo inlnjasip bueA ebeiye/O
uep ‘epnwisd ‘uejeysssyf
‘ewebyy buepiq ip yejuuswead
weuboid uep ueyeligay
ueeuesyelad seje uejgpusbuad
uep ‘Isenjers ‘venejuewsd

/Isey 1SepusLIoya. 8SejuUsSIod

%001

—/

€L

%96

%<6

%16

JauIqe)] s1BjaIyes ysjo
ininjesip bueA ebeiyejo uep
‘epnway ‘uejeysssy ‘eweby
buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswad weiboid uep
ueyefigay ueeuesyejad seje
yejesew uelessjaAuad Jeussye
1SBPUBLLIOYS. 3SBJUSSISH

Y




" 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

jouigey|

sueja.yas ysjo infnjasip bueA
ueefAepnqayl uep ueyipipus
buepiq 1p yejuLswad

weuboid uep ueyeligay
ueeuesyelad seje uejgpusbuad
uep ‘Isenjers ‘venejuewsd

/Isey 1SepusLIoya. 8SejuUsSIod

%001

—/

VL

%96

%<6

%16

Jouigey

sueja.Iyas ysjo infnjasip buefA
ueefepnqgay Uep ueyIPIPUSS
buepiq Ip uejequiey Iweebusw
bueA yejuuswad weiboid uep
ueyefigay ueeuesyejad seje
yejesew uelessjaAuad Jeussye
1SBPUBLLIOYS. 3SBJUSSISH

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

joulqey| sLeje1yes

yajo ininjasip bueA yeuy
uebunpuiliod uep ‘uendwsaio
ueefepioquis ‘ueeueousqa)/
Jeisos buepiq ip yejuswad
weuboud uep ueyeliqay
ueeuesyelad seje uejgpusbuad
uep ‘Isenjers ‘venejuewad

/Isey 1SepusLIoya. 8SejuUsSIod

%001

—/

SL

%96

%<6

%16

Jauiqey| Sueje.yes ys|o infmaesip
bueA yeuy uebunpuilied uep
‘uvendwa.a ueefepiaquisd
‘ueeueousqay| 181S0S

buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswad weiboid uep
ueyefigay ueeuesyejad seje
yejesew uelessjaAuad Jeussye
1SBPUBLLIOYS. 3SBJUSSISH

Y




~‘ueunsnAuad

%001

%96

%E6

%16

jouigey|

sueja.yas ysjo infnasip bueA
Isesbisuel uep ‘1ebbuis |
yelseq ‘essq ueunbuequisd
buepiq 1p yejuswed

weuboud uep ueyeliqay
ueeuesyelad seje uejgpusbuad
uep ‘Isenjers ‘venejuewad

/Isey 1SepusLIoya. 8SejuUsSIod

%001

—/

9L

%96

%<6

%16

jouiqey|

sueja.Iyas ysjo infnjasip buefA
Iseibusuely uep 1ebbuliie |
yerseq ‘essqg ueunbuequisd
buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswad weiboid uep
ueyefigay ueeuesyejad seje
yejesew uelessjaAuad Jeussye
1SBPUBLLIOYS. 3SBJUSSISH

Y




~“eAupninmia |

ueejesimueday
uep [epo
ueweueuad buepig
ndeq uslsisy
wnwn ueelisyad
uep uebungnytad
Buepig

ndeq uslsisy
dnpiH uebunybui
uep [esaul\ eAeq
Jaquing Buepig
nndaq ualsisy
ueuenyay

uep ‘ueuejiad
‘ueneldy buepig

ndaq ualsisy

180°¢

€¢0¢

cse’l

008°}L

—/

LL

(20%9) IseisaAu| uep uewiLIEWSY]
Buepig Ip uexeligsy Isepuswoyal ueunsnAuad

Y



- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

J8UIGEY] SLIEJSLYES YB)O ININjSSIp
buef ueueinyay| uep ‘veueyld4
‘uejnejay) bUEPIq Ip USPISAIL
ueninjesiad ueyjedepusw

nped bueA ebequsy
gjedayyusjusw ueimesdd
ymuaq weyep ebequisy
ueLsjuaWaY ueyefiqay eueousl

SBjE |SBPUSLLIOYS.] 8SEJUSSIS -

%001

%96

%<6

%16

jouIqey] siIepp.Iyes Ysjo Ininjoesip
bueA ueueinyayl uep ‘veueylisd
‘uejnejay) buepiq Ip yejuswad
wesboud uep ueyeliqay eueous.
Seje ISEpUaLIONS. 8SBJUSSIS -

8L

—/

ISEISOAU| uep uewiewsy| buepiq

Ip seyjenyaq Buek ueeligey

Isepuawoyal eAupninmie |

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

joulqey| sLeje1yes

ya/o inlnjasip bueA dnpi
uebunybuiy uep jesulyy efeq
1equing buepiq Ip uspIsaid
ueninjasiad ueyjedepusw
nped bueA ebequis)
gjedayyisjusw ueimerdd
ynjuaq weyep ebequis)/
ueLBjUBWSY ueYeliqay eueouss

SBje ISEPUBLLIONS. 8SBIUSSIS

%001

6L

—/

%96

%<6

%16

jouIqey] suejeNes

yajo inlnjasip bueA dnpi
uebunybuiy uep jessulyy efeq
J8quing bueplq Ip yejuswad
wesboud uep ueyeliqay eueous.
SBje [SEPUALLIOYS. SSEJUSSIO

Y




- 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

joulqey| sLeje1yes

yajo inlnjasip bueA wnuwpn)
ueelisya4 uep uebunqnyiad
buepiq 1p uspIsaid
ueninjasiad ueyjedepusw
nped bueA ebequis)
gjedayyisjusw ueimerdd
ynjuaq weyep ebequis)/
ueLBjUBWSY ueYeliqay eueouss

SEje |SEPUSLLIOYS.] 8SEJUSSISH

%001

08

—/

%96

%<6

%16

jouIqey] suejeNes

yajo inlnjasip bueA wnwpn
ueelisya4 uep uebunqnyiad
buepiq I1p yejuuswad

wesboud uep ueyeliqay eueous.
SBje [SEPUALLIOYS. SSEJUSSIO

Y




“"ueunsnAuad

%001

%96

%E6

%16

JauIqey] SLEja.YoS Ysjo Ininjosip
buef ueejesimiieday] uep [epoyy
ueweueusH buepiq Ip uspisaid
ueninjasiad ueyjedepusw

nped bueA ebequis)
gjedayyisjusw ueimerdd
ynjuaq weyep ebequis)/
ueLBjUBWSY ueYeliqay eueouss

SEje |SEPUBLLIOYS.] 8SEJUSSIS -

%001

—/

18

%96

%<6

%16

jaulqey| sLejesYss ysfo

ninjasip bueA ueejesimueday]

uep [epoy| ueweueudd

buepiq I1p yejuuswad

wesboud uep ueyeliqay eueous.
Seje [SEPUALLIOYS. SSEJUSSId -

Y




~“eAupninmia ]

ueejesimueday
uep [epo
ueweueuad buepig
ndeq uslsisy
wnwn ueelisyad
uep uebungnytad
Buepig

ndeq uslsisy
dnpiH uebunybui
uep [esaul\ eAeq
Jaquing Buepig
nndaq ualsisy
ueuenyay

uep ‘ueuejiad
‘ueneldy buepig

ndaq ualsisy

Syl

¥69°L

9€9°L

8.0°)

—/

8

(80%9) IseISaAU| UBp UBWIILIBWSY
Buepiq 1p ueyejyuewad ueelebbusjeAuad
ueljepusbuad [isey ueunsnAuad

Y



- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

joulqey| suejpIyes

yajo innjasip bueA ueueinyay/
uep ‘ueueylisd ‘ueyneley/
buepiq ip uejequiey iweebusw
bueA yejuuswed weibosd uep
ueyeligay ueeuesyejad seje
yejesew uelessipAuad jeussye

1sepusuioya.l asejussido -

—/

€8

ISBJSOAU| UBp UeWjLIeWwa)
Buepiq 1p seyjenyiaq Buek
ueyejuniswad ueesebbusjeAuad

ueliepuabuad jisey eAupninmis |

Y




- 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

JauIqey] SLEja.YoS Ysjo Ininjosip
bueA dnpiy uebunybury

uep jessulyy efeq 1oquins
buepiq ip uejequiey iweebusw
bueA yejuuswed weibosd uep
ueyeligay ueeuesyejad seje
yejesew uelessipAuad jeussye

1SEPUBLLIONS. 8SBIUSSIS

%001

8

—/

%96

%<6

%16

Jauiqey| sueje.yes ys|o infmaesip
bueA ueueinyay| uep ‘veueyld4
‘ueinejay bueplq Ip yejuLiawad
weuboud uep ueyeliqay
ueeuesyejad seje ueyepusbuad
uep ‘1senjens ‘venejuewsd

/ISBY 1SEPUSLLIOYS] 8SBIUSSIO

Y




- 9SBJUSSIO

%001

%96

%E6

%16

joulqey| sLeje1yes

yajo inlnjasip bueA wnuwpn)
ueelisya4 uep uebunqnyiad
buepiq Ip uejequiey lweebusw
bueA yejuuswad weibosd uep
ueyeligay ueeuesyejad seje
yejesew uelessipAuad jeussye

1SEPUBLLIONS. 8SBIUSSIS

%001

—/

S8

%96

%<6

%16

JeuIge)] suejeyes

yajo infnjasip bueA anpiH
uebunybuiy uep jeisulyy efeq
J1equing buepiq Ip yejuliswad
weuboud uep ueyeliqay
ueeuesyejad seje ueyepusbusd
uep ‘1senjens ‘venejuewsd

/ISBY 1SEPUSLLIOYS] 8SBIUSSIO

Y




- 9SBJUSSIO]

%001

%96

%E6

%16

jouIqey| sLeje.yes (oo
Inimasip bueA ueejesimiiedsy/
uep [epoyy ueweueusd

buepiq Ip uejequiey jweebusw
bueA yejuuswed weibosd uep
ueyeligay ueeuesyejad seje
yejesew uelessipAuad jeussye

1SEPUBLLIONS. 8SBIUSSIS

%001

98

—/

%96

%<6

%16

JeuIge)] suejeyes

yajo innjasip bueA wnuwn
ueelisya4 ugp uebunqnyiad
buepiq 1p yejuLswad

wesboud uep ueyeligay
ueeuesyejad seje ueyepusbuad
uep ‘1senjens ‘venejuewsd

/ISBY 1SEPUSLLIOYS] 8SBIUSSIO

Y




- oseluesIod -

sejljenylaq BueA
uapisald epeday uspisald snsnyy
uesnjn Isepuswoyal eAupninmia |

uspisald snsnyyj
uesnjn uep uapisaid
IIeAA SNSNY Jers
‘uspisalid snsnyy| Jeis

L0¥°0C

Lev'el

68581

S6€°0L

(11.28) uapisaid IIepn snsnyy
JEIS UBp uapIsald sNsSnNYY| Jeis snsnyy ueueAe)
ueelebbusjaAuad uep uspisald snsnyy

uesnjn uexeligey Isepuawoyay ueunsniusd

%001

%96

%<6

%16

Jauiqey| suejaes ysjo
ninjasip bueA ueejesimiiedsy)
uep [epoyy ueweueusd

buepiq 1p yejuLswad

weuboud uep ueyeliqay
ueeuesyejad seje ueyepusbuad

uep ‘1senjens ‘venejuewsd

/ISBY 1SEPUSLLIOYS] 8SBIUSSIO

—/

L8

Y



" 9SBJUSSIO]

sejiienyJaq bueh dmMMIS
snsnyy ueueAe| eAupninmia |

%09

%09

%09

%09

jeinye eieoss uapIsaid
epeday ueyedwesip bueA 43S
snsnyy ueuefe| 8sejussiod -

%09

%09

%09

%09

Jeinye eieaas uspIsald
gpeday 1seyiunwoy buepiq
1p snsnyy ueuefe| 9sejuSsSIa -

%0L

%04

%0L

%0.

npyem Jeds} eieoss
uapIsaid epedsy |peqla/snsnyy

ueuefe| osejussisd -

sejljenyJlaq bueA

dMS snsnyy ueueAe| eAupninmia |

—/

%09

88

%09

%09

npem jedsj eiedss

uapiIsaid epeday ueyiedwesip
bueA uspisaid snsnyyf

uesnj) 1ISEpUSLLIONS. 8SEIUSSIOH -

Y




"'osejussiod -

sejllenylaq BueA jouigey
uebuepisiad eAueiebBusjesia |

uebuepisiad
uelodejad Buepig
ndeq uslsisy
uebuepisiad
ueelebbusjaAuad
Buepig

nndaq ualsisy

9¢0cl

290711

16170k

8629

(60%9) uspisaid
IIMep neje/uep uspisald ys|o Uipeyip neje/uep
uildwidip BueA eAuule] uenwayad /sejeljoulgey

Buepis ueiodejad uep ueesebbusjaAusd

—/

%09

68

%09

%09

%09

Jeinye
BIB9S UBPISald [INEM Epedsy
ueyredwesip buef 4iMS

snsnyy ueuefe) esejussiod -

Y




' 9SBJUSSIO

%¥6

%€6

%6

%16

Jouigey

buepis jisey-fisey uswnyop
depeyis) jauIqey] JeLeIaIYes
uebunybuy Ip | uojesy

esed uep jauigey| suejelyes

uesenday jeybus) esejussiod -

%¥6

%€6

%6

%16

Jouiqey buepis ueempeluad
ueuoyouliad ueuedel depeliay

uesenday jeybus) esejussiod -

—/

%16

06

%E6

%6

%16

jouigey

uebuepisiad ueesebbusaAuad

depeyis) jauIqey] JeLe1alyes

uebunybuy Ip | Uojesg

esed uep Jouiqey] SuEejeIYeS
uesenday jeybuy osejussis -

Y




~“eAupninmia |

npem Jeds) eieoss ueyiedwes|p
bueA ueuspisaiday

%001 %001 %001} %001 yeyseu asejussiod -

sejljenyaq Buek ueuapisaidey)

yeyseN eAupninmis |

ueyewsaliauad
uep yeyseN (z86¥) ueyewslisuad
Buepig nndaq usisisy 6292 G/GC 0052 182 uep ueuspisaiday) yexseN uedelfuad

jouiqey| jeliejees

1p | Uojes3 jeqefod epeday
ueyredwesip bueA uspisaid
Lipeyp neje/uep urdwidip bueA
Jouiqey buepis eped (S34dVv)

%001 %001 %001 %001 uaplIsaid ueyely esejuasiad -
jouiqey buepls
yejesu ueujes ueuoyouwdd
ueuefelad depeyis)

%16 %E6 %26 %16 uesendasy jeybuy osejussiod -

16

(
{

Y



~“eAupninmia |

euesyeT eje] uep
isesiuebiQ ‘eisnuepy

efeq Jequing ouig

668°C

§98°¢

008°¢

69€°¢

(¥8617) ANV lejuad

wi] Buepis jisey Isuinoid yejuuswad uep
1 eApey 166ul] ueuidwid uejeqer ‘eweln
166u1| ueuidwid uejeqger uenuayiaquiad
uep ueyepulwad ‘ueieybuebuad jieyio}

uaplisald uesninday| uebueoues ueunsnAuad

%001

%001

%001}

%001

qam |p ueyisexiqnaip
buef ueyewslis) usnyop
uelesgjoAuad osejussio -

sejllenylag bueA ueyewsls |

uswnyoq eAupninmia |

—/

6

Y




ueesebbusjaAuad

%S6

%06

%58

%08

npyem

jeds) eieoas ueyessasip bueA
AYYY 1ejlua Wi bueprs jisey
1sumoud yejuuswad uep Iy
eApeyy 166u1) veurdwid uejeqer
‘ewejn 166ul veuidwio
uejeqer venuay1equiad

uep ueyepuiwad ‘uejeybuebusd
11B).18) UBPISaid uesnindsy/

uebueouel ose)uasiod -

—/

€6

sejllenylaq bueh ayy

lejluad wi] Buepis [isey isuiroid
yejuuswad uep 7y eApep 166ul]
ueuidwid ueyeqer ‘eweln 166ul]
ueuidwid uejeqer uenuaysaquad
uep ueyepuiwad ‘ueyeybuebuad
Hexa) uapisald uesnindayy

uebueouel eAupninmia |

Y




‘'osejuas.iod -

%001

%001

%00}

%001

npyem

jeds) eieoas ueyessasip bueA
uejeqel Lep uenuayrsquiad
eLss ‘equisy uejeybuebusd
uep eigjuswes ueiuaysequiad
‘uebuojobeybued

ueyreusy ‘vejeqef ueyeusy
‘uejeybuebuad ‘ jipa.ty

eybue uedejsuad ‘velejuad

JIBYIB) ISBPUSLIOYS.] 8SEJUSSIS ] -

sejjenyaq buek yewslisuad
jeuoisbuny yeqeled ueeuiquad

Isepuawoyal eAupninmie |

yewslisuad

ueeuiquiad jesnd

€6’y

€€6°¢C

660°¢

ovL'L

—/

6

(g861) Uewsaliauad jeuoisbuny

uejeqel ueeuiquad ueueAe| ueiebbusjaAusd

Y



%001

%001

%001

%001

yeq (ewiuiw jexpald uebusp
ueynejad uep ueyipipuad
eped yews/isuad jeuorsbuny

jeqeldd uesniney esejussiod -

sejjensJaq
BueA ueyewslisuad ueyiejed

uep ueyipipuad eAuelebbusjesio]

%001

—/

56

%001

%001}

%001

ynlueprepunip

bueA yewslisusy

Jeuoisbun uejeqer ueuefedod

ueyejesewsd ueressjaAuad
1SEPUSWIOYS.] 8SEIUSSIS -

Y




*uewopsod

selljigeunye
ueyiey3ujusw yniun uelequey lwejedusw SueA
euesyeq eye] yejunawad wes3oud uep ueyeligay ueeuesyelad uelequey jwejedusw 3ueA yejuswad
1sueisqns uep ‘isesiueduQ ‘eisnuely| seje yejesew uejesa|aAuad sedny ueeuesyejad wei3oud uep ueyeliqay ueeuesye|ad
2z0z unyey 13ndaq eAeq Jaquing oJig seje se|af SueA swsiueysw jedepuay njad seje yejesew uejess|oAuad Suejual uewopad q
euesyeq eye| yejuswad wesdoud
Isueisgns uep ‘IsesiuediQ ‘eisnuep e3eqwia|/uelaluaway ya|jo yejuswad uep ueyeligay ueeuesye|ad ueljepuaduad
220z unyeg 1Indaq eAeq Jaquing oJig weJ3o.d uep ueyeligay ueeuesye|ad Jnyn3usiy uep ‘IsenjeAs ‘uenejuewsad Suejual uewopad | ¥
uapIsald |IMeAN Nele/uep uaplisald
ya|o uidwidiqg SueA sejequa] 1edey/isulgey
euesyeq eje| Suepis eped ueyde}alp SueA eSeqwia
Isueisgns uep ‘IsesiuediQ ‘eisnuep edequia7/ueliaiuaway uep 1auigey| e|eda)| /119Ul UeJnletad uenlnlasiad
0zoz unye| 1nndaqg eAeq Jaquing ouig 1e14e124)9S eJeIUE S|usIg S9soad/awsiuesan uenfe3uad awsiueya|A Suejual uesepjielns | €
ISeJ1siulwpy
Suepig 1indag
uep ueueweay| IseJ)siulwpy Suepig 12uige)| Jelie1alas eliay eje)
uep ‘wnynH 1Indaq uep ueuewea) Isesiuesio eyiweulp uep IsesiuediQ Suejual GTOZ unye| 7 JOWON
0z0z unye| “J1Mj0d 13nda@ | uep ‘wnynH 1|04 1indag ueSuequwaytad uep ueedeqwa|ay I1Sen|eA |ISeH 19uIge)| SLIe1aJY S Ueinlelad ueyeqniad | €
Isedisiulwpy
Suepig 1indag
uep ueueweay| IseJ)siulwpy Suepig
uep ‘wnynH 1Indaq uep ueuewea) Isesiuesio eyiweulp 19uIge)y| Jelie1auyas Sueual g0 unyel
0z0z unye| “J1Mj0d 13nda@ | uep ‘wnynH 1|04 1indag ueSuequwaytad uep ueedeqwa|ay I1Sen|eA |ISeH GZ JOWON uaplisald uedniedad ueyeqniad | T
£
uejesojoAuag 108ue) | esiexeswad gemefSun38ueuad uelyauad uep ueifey ‘Sunsisyy isejnsay Ise|n8ay ueyninga)| o
nun ISEN|BeA] ue)Jeseplag ueynjuaquiad Isuasin neje/uep ise|n8ay e)3uela) yely
i1se|nSay e)Suesa)y sHyLIeA
: TVOONVL
: 4OINON

VISINOANI X1NgNd3y
LINIGYH SIHVLIENIS NVHNLYY3Id
[ NVHIdIANV




rgesosidady

‘1oulge)) 1elie1asyas

ue3uny3ul| I1p ISewJoju| ISojouyad] uep wI3isIS
1sejuawsa|dw /uesueqwaduad/ueunduequad
uee|oja8uad yniun uewopad ledeqas uexeundip
SueA (11S1Y) Isewuoju| 130jouda] uep WaIisIS

3Npu| eueduady unsnAusw njuad 3auiqe)| 1elie1asyas
JIuoJp|3|3 SISeqJag UBYRIULIBWS WIISIS Isen|eAl

12uIgey| Suejusl §TOZ UNye] g JOWON Isesyolig ISew.loay
1e14B124%3S 1uIge)| uep ese3aN Jnijesedy ueeunSeAepuad LISIUBIA
Isewou| 1814B124%3S PUESYET P1B| ueaniesad uep 1uoJp|a|3 siseqiag ueyelulawad
13ojouya L uep IsesiuediQ ‘eisnuely| wa3sIS Suelual 8T0Z Unye| g6 JOWON (1LS1¥4) 1sewuoyu|

0zoz unye| uep ejeq 1esnd eAeq Jaquing ouig uapIsald ueinielad uenjualey linfuepjepulualy | 130jouya) uep wWaisIS yNpu| eueduay ueyeligay | 8
L_ulqey
lelielanyas ueduny3ul| Ip [euolsdund ueleqer
leuaduaw Jnje3usw njuad 3auige)| jelie1aNas
euesye] eje) exew ‘leuoisSund uejeqer Ipefusw [ednpnais
uep ‘IsesiuediQ euesye] eye] ueleqer ueyljeduad edniaq JolesisIuIWpPY
‘eisnuelp eAeq uep ‘IsesiuediQ ‘eisnuelp ueleqer uep seme3uad ueleqer ueeueyapaiuad

0z0z unye| Jagquing oJig eAe@ Jaquing ouig Suejual usplisald ueyede ueyiesepiag |euoisSung uejeqer uejual geysasiady | L
18uIge)| Slelayas
euesye] eje) ueinjelad Jnjusq wejep awsiueysw eAuepe
uep ‘IsesiuediQ euesyeq ele| nJad exew /) depeyual 1exi eAep ueyieysulusw

‘eisnuelp eAeq uep ‘Isesiue8uQ ‘eisnuel\ | yniun ‘INpasold |euoisetadQ Jepuels uep jaulgey JIYPJY B]lUSd W] UB1BIIBIDINISD)Y
TZoz unyel Jagquing oJig eAe@ Jaquing ouig Slie1a.9S Uelep] Jeans )niuaglaq eAuey lul jees uee|o[a8uad awsiueya|\ Suejual uewopad | 9
£
uejesaoAUSd 198.e) | esiexeswsd gemefSun38ueuad uely|auad uep ueifey ‘Sunsisyy isejnsay Ise|n8ay ueyninga)| o
nun ISEN|BA] ue)Jeseplag ueynjuaquiad isuasin neje/uep ise|n8ay ey3uelay yely




rgedsosiady

ue3uenay uep

euesye] eye|

‘ueduenay| 1J91US\ UeJnjeldd eped ueyeqniad

edelagaq eAuepe uep 6T0Z -¥T0¢ Unyel
eJ1SURY eAuIYy IR UBN e UBSUap ue3UNgNYaS

qeysasiad

ueJidwe| eped ueeqniad ueynye|ip njiad
uep ‘31ex493 ueaniesad ueduequaysad ueduap
ue|ensasip nje|as sniey eAueeuesyejad wejep

(3auigey
1e1e1a.9s) 1T uesedsuy ueiSeg eped
uese38ueduad uep ueeuedualad ueeuesye|ad

ueeuedUaJad uep ‘1sesiuesiQ ‘eisnuelp | exew ‘epag-epaqguaq SueA njuaia) npjem exsuel ynfuniad Suejual STOZ unye] 8 JOWON
TZ0cZ unyey oJig eAeq Jaquing oJig | ue3uap Jnielp uep siweulp SueA eAuleyis euaue) ~ | geys3SIad Se1Y ueyeqniad Suejusl geysasiady | 0T
JIp “Anquis)
uesew Suen uep unquws| Suen ueseAequad
eJed eje} Suejual geysasiad ‘wniiejouoy
ueseAequwiad eaed eje} uep swsiueyaw
leus3usw ueanieduad ueyesiwad epe npad
uep ‘siusiq
sas04d wejep npjem ueyyequeusaw eAunpad -
‘ue3uenay| ejojaduad jeis ueynpnpay
uep ‘1s8uny ‘segny sejalisdwaw nad (1ouigey 1e1ie1a4%3s)
y11 uese38uy ueieg eped ueise33uy
ueSuenay uep euesye] ele| ‘niequay uenjesad epeday eAuisueisgns Ueeuesye|ad BJe) Ble| Uep SWSIUBYI|A
ueeueduaJdd uep ‘isesiuediQ ‘eisnuely ueyjiensaAusw uep ueeusndwaAusd Suejual zToz unyel QT JOWON qeysasiad
120z unyey ollg eAeq Jaqwins ouig njiad 10T UnyeL QT JOWON qeysasiad sely enpay ueyeqniad Suejual geysasiady | 6
£
ueiesapahuad 108ie) | esieyeswag gemefSun38ueuad uely|auad uep ueifey ‘Sunsisyy isejnsay Ise|n8ay ueyninga)| o
nun ISenjeA3 ueyueseplag uexniuagquiad Isuasin neje/uep ise|n8ay ey3uelay yely




rgexsasiady

euesyeq eye|
uep ‘isesiuesiQ ‘eisnuey

‘nieqJal

12uIge)| Jeluelasnas uedunydun
1P YejulIawad uJaiu| uejjepuaduad waisis
ueese33uajaAuad Suelual ZTOZ Unyel g JOWON

Zzoz unye| 1eJopjadsu| eAeq Jaquins oJig d1dS 1eyua1 Ise|ndas ueSuap ueyiensasip NIad | eYsasiad Sely ueyeqnuaad Suelual geysasiady | T
‘epe ueA yiisuap eley uey3uequisadwaw
SueA jouiqe)) 1elie1aa)as uedunydul)
euesyeq eje] | Ip eAuueeuesye|ad unieip njaad eAuedny ‘SN eliauny
uep ‘isesiuediQ ‘eisnuely | uelejiuad Suelual gTOZ Unyel OE JOWON dd wejep eliaury
TZ0z unyel gy oJig eAeq Jaquing oJig | Jnielp euewie3eqas eliauly uelejiuad ueeuesye|ad uele[luad UeeUBS)E|9d UBWOPad geysasiady | €T
euesye] ejel
uep ‘IsesiuediQ euesyeq eye| ‘ef19y wel uep ‘uey ‘13nd ueanieduad elio) wer uep LieH BueIus) qexsasIady
‘eisnuelp eAeq uep ‘isesiueduQ ‘eisnuely ueduap 1emedad efssup) ueSuefuny uesaquiad
130D Suejual geysastady
TZ0Z unyel Jaquins oJig eAeq Jaquins oJig ueanie3uad esejue ueyesiwad ueynye|ip njuad T
‘ueduepun-3uepuniad
ueanjesad ue3uap ueyiensasip uep ‘efssupy ueieded
ueySuequiiadwaw efiaupy ueduefuny ueaqwad
ueeuesyelad uesnie3uad yoxod SueA uelensaAuad
ueynye|ip njaad 1auiqe)| 1elie1asyas uedunysui ip
leme3ad efliaury ueduelun] ueaquad ueeuesyelad
Suelual yTOZ UnNye] i JOWON gexsasiad
euesye] eje] sely ueyeqnuad Sueiual 9TQg unyel QT JOWON
uep ‘isesiuedio euesyeq eye] geysasiad ‘ol 1pulqe)| 1elieasas uedunydul| ip 12uIqe)
‘eisnuelp eAeq uep ‘IsesiuediQ ‘eisnuely | 1eme3ad eliaury ueduelun] uenagquad ueeuesyelad 1elielauas ueduny3ur 1p lemedad elisury
120z unyey Jaquins oJig eAeq Jaquing oJig 3uejual yTOZ UNYe] & JOWON ey sasiad ue3uefun] uelaquiad Suejual geysassady | TT
£
ueiesapahuad 108ie) | esieyeswag gemefSun38ueuad uely|auad uep ueifey ‘Sunsisyy isejnsay Ise|n8ay ueyninga)| o
nun ISEN|BA] ue)Jeseplag ueynjuaquiad isuasin neje/uep ise|n8ay ey3uelay yely




rgedsosiady

euesye] eie]
uep ‘isesiuedio
‘eisnuen eAeq

euesyeq eye]
uep ‘IsesiueduQ ‘eisnuely|

2uly e3nf unweu [eanpinas eAuleyis Sueh 4Os eped

snyoJu9q eAuey yepiy uyeA ‘1aulqe) 1erielauyas
ueduny3ul| Ip unpasoud |euoisesado sepuels siual

12uIge) Jelie3ayas uedunydur Ip Jnpasold
JeuoiseladQ Jepueis Isenjea uep ueunsnAuad
uewopad Sueiusl £T0Z unye] 6 JOWON

€70z unyel Jaquing oJig eAeq Jaquins oJig uewejepuad Injejaw ueyegniad uesnye|ip NJJ3d | geYSasiad Sery ueyeqniad Sueiual gqeysastady | 8T
“19uiqe)| 1e14e1a4)as ueduny3ul| Ip 3132 SpoY
ueeuesyelad ey8ues weep Juawysiund pup
p4oM3J 1enwidaw yniun ueysuequiladip nad -
uep ‘ueu|disipay Suejual
euesyeq eje] eAusnsnyp| 1iexus1 ueaniesad-ueiniesad e|sauopu|
uep ‘IsesiuesiQ euesye] eje] uegusp :m_m:mm»mwvﬂmmmw_wﬂ_mmw_hﬁmmm__ ygnday 12uigey 1e1ie1a.yas lemeSad
‘eisnuel eAeq uep ‘Ises|uesiQ ‘eisnuei uep 4133 apoy sijale|n ueSueuamay ‘isyues 3113 2poyl uelusl TTOZ Unyel gy/y JOWoN
Zzoz unye| Jagquins oJig eAeq Jaquins ouig siual depeyuay ueyeqnuad uexne|ip njJad geysasi9d Se1y ueyeqniad Suejual geysasiady | LT
ud1sISy NJUeqwad
euesyeq eje] ue3uepun-3uepuniad uep ‘Ul3SISY ‘UspISaUd Ipeqlid SIBIINAS |IeM
uep ‘IsesiuediQ euesye]eje] | uesniesad ue3usp ueyiensasip uep efisupy ueieded ‘dANVDIS ‘dIS 18eg ue3uena)| yeH ueseAequiad
‘eisnue|p eAeq uep ‘isesiuediQ ‘eisnuely | ueyineysadwaw ueduap ueduenay ey uelaqwad eJe) eie] Suejual 9TQZ unyel G JOwoN
Zzoz unyel Jaquins oJig eAeq Jaquins oJig ueanie3uad eAuepe ueySuequiiadip NlJad | geysSasiad sery ueyeqniad Sueiual gqeysastady | 9T
‘disie
Sasye uep ueueweay Iseyiisep| Walsis -
uep ‘disie iseqiisep| -
‘disue 1suayas [empe[ -
‘seulp yeyseu ejey -
IsewJoju| euesyeq eye]
13ojouya 1 uep ‘IsesiuesiQ ‘eisnuey :njieA ‘uedisieay ueyeligay Jejid ¢ 1enwsw 12uIqe) Jelelalyas uedunyduly
Zz0z unyeg uep ejeq jesnd eAeq Jaquing oJig SueA uedisieay uewopad niens 3njuaqip Nj4ad 1p disdy ueejoj98uad Suejual geysasiady | ST
eme[3un33ueud uenauad uep ueifey ‘Sunsisyy isejn8a Ise|n8ay ueyninga
uejesajohuad 198181 esieyeIWad q ! d 1] d uep ueile) 13s1s¥3 Ise| | Ise| Y ueyningay ‘ON
nun ISEN|BA] ue)Jeseplag ueynjuaquiad isuasin neje/uep ise|n8ay ey3uelay yely




rgesosiady

€cocunye]

wnuwn oJig

euesyeq eye|
uep ‘isesiueduQ ‘eisnuely
eAeq Jaquins oJig

11e)493 SueA eAuule| ueSuepun-3uepuniad
ueaniesad e19s yesaeq/NINgG ueejojaduad
Suejual yTOZ UNye] /g JOWON dd ueduap 1auiqe)|
1e11e1aa39s ueduny3ur] esedaN NN Sueleg
ueeyesneleuad uewopad Suejual €10z unyel

9 JOWON QgeysasJiad uelensaAuad ueynye|ip njJad

jaulqe)
1elie1auyas ueduny3ur esedan I Sueseg
ueeyesneleuad uewopad Suejusal qeysasiady

0¢

€cocunye|

wnuwn oJig

euesyeq ele|
uep ‘IsesiueduQ ‘eisnuely|
eAeq Jaquing oJig

‘Isesjuedio ueyningay

ue3uap |ensas uep uedap esew |p ueAd|aJ deisl
eueJesead uep euedes uenjualay Jede ‘efes wnwn
1ej1s49q SueA unjeSusw eAuyepuay ‘geysasiad
we|jep Jnielp euesesesd uep euedes ejiqede
‘e38uiyss ‘ueundueq neje/uep yeue] edniaq NING
ueyningay Jepueis uep Sueleg Jepuels Suejual
TTOC unye] 8¢ JOWON MINd Serv ueyeqnJad
Suejus1 9TOZ Unye] / JOWON HIAd uep 6T0Z
unye] ueynsel eAeig Jepueis Suelual 6TOZ Unyel
8/ "ON MINd 1142das ‘(NINd) ueSuenay| LIDIUSIN
ueunjelad epeday ynlniaw 1de}s) ‘eueseseld uep
eueuJes |sesipJiepuels uewopad jedeqas ueyeunsip
13e] yepi1 1ouige)| 1e1ie1aa)as uedunysur 1p
BUBJESEId UBP BURJES ISESIpJepuels Suelusl ZT0T
unye] g1 JOWON qeysasiad ‘eAueeuesye|ad eped

12uige)y| 1el1e1asxas uesunysul Ip eueseseld
uep eueJes Isesipiepuels Suelual qexsasiady

6T

uelesd|2Auad 198.1e)

esie)yeiwod

gemef3un38ueuad
Hun

uely|auad uep ueifey ‘Sunsisyy isejnsay
ISenjeA3 ueyueseplag uexniuagquiad Isuasin

I1se|nSay ueyninga))
neje/uep ise|n8ay ey3uelay yely

‘ON




“ge)sasiady

euesyeq ele|
uep ‘IsesiueduQ ‘eisnuely|

‘eJe8aN YI|IN Sueseg uesndeydad uep
uBYRUSNW?4 UBRUESYE|D BJR) P1R) SuRlUd)
9T0Z Unye] €8 JOWON MINd eAunies yejes

‘lu) 3ees nyejdaq SueA ueduepun-guepunuad
uesniesad ue3uap ueiensaAuad eAunjiad

uep ‘uens|aJ yiga|

SueA uenjualay ueduap Ijeqway Jnielp njJad
‘N euaJey Y3]0 ‘gd) epeday ueSueusamay
ueyedwijad ueyyninquaw yepiy uep 3unsdue|
1auige))| S1elas S Ys|o uexnie|ip NING
uesndey3uad uen[niasiad ueduap ledwes
NING sniels uedelauad ‘eAuyipjesd eped
INQg3s49} ey seje [jlequiay uelensaAuad eAuepe
np4ad e33uiyas "gdy uedednisw Isesisiuiwpy
Suepig 11ndaq ‘1ul 1ees esejuswas ‘(gd)
Sueseg eun33uad eseny| ueduap ISesisiUIWIPY
Suepig 13ndaqg ue3ueusamay| ueyyesiwaw

aulqe)

lelielanyas ueduny3ul] 1p NING uesndey3uad
uen[n}asiad uep ‘ueyeusnwad uenfniasiad
‘ueueduelyepuiwad uenln}asiad ‘eJejuswas
ueeun33uad uen(n}asiad ‘uedelsuad

sele uen[n1astad uep uedelauad uelaqwad

€20z unyey wnwn oJig eAeq Jaquing oJig yisew ‘GTOZ Unye] 9 JOWON geysasiad eped ueeuesye|ad Uuewopad Sueiual geysastady | IC
emelSun33ueus ueniauad uep ueiley] ‘Suiysisy3y isejnsa 1se|n8ay ueyninga
ueesajahuag 19816l |  esieyeswad q ! d 1}ljauad uep uelle)] “suilsisy3 Ise|nsay ISe|nsay ueyninga| -ON
nun ISEN|BA] ue)Jeseplag ueynjuaquiad isuasin neje/uep ise|n8ay ey3uelay yely




rgex)sasiady

Isesyouig
ISewJ0)9y
uep efsauny euesyeq eye|
se}l|Igelunyy uep ‘isesiuediQ ‘eisnuep 12uIqe)| 1eldelasas ueSuny8ui 1p ueyegnaad 12uIqe)| 1elelalas uedunyduly Ip
20z unye| oJig eAeq Jaquins oJig uaSe ue3uap 1eyJal uesnjeduad jedepal winjdg | ueyeqniad usady uewopad Sueiual geysasiady | LT
JnynJay uep jewndo ueduap
ueyeuesye|Ip 19uige) 1eldelalyas ueduny3ul|
1sesjouig Ip efsaupy ueydeseyip uewopad eAuepe ueSuaq
ISew o4y uep ‘efsauy uelejiuad ueeuesyejad uewopad
uep efiaup) euesyeq eye| undnew 3jauiqe)| jelie3asas uedunydul| ip 12uIge)| Jelie3asnas uedunydun
selljigelunyy uep ‘isesiueduQ ‘eisnuelp | eluaup) buippaspd uep ueeueduasad ueunsnAuad 1p el4aury buippasp) uep ueeuedudIdd
20z unye| oJig eAeq Jaquins oJig ey3ues wejep uewopad epe wn|aq lul 1eeS ueunsnAuad uewopad qeysasiady | 9¢
SNd uesunpujjiad SNd ue3unpuijuad Sueiual qeysasiady | ST
euesye] eje] ue3uap ledwes ‘ejusjel uswaleuew ‘Jaley SETC N REIEEINEN
uep ‘isesiuedio euesyeq ele| ejod uewopad indijsw SueA SNd uswaleuew ejusje] uswsafeueln Suejuay geysasiady | ¢
‘eisnue|n eAeq uep ‘isesiuediQ ‘eisnuely | uewopad niens yniuagip ndad 1Buige) 1e1IeIRINAS 12UIqge)| JB1IBIDINDS
20z unyey Jaquins oJig eAeq Jaquing oJig ue3uny3ul| Ip exew ‘NSY NN uesnieduad eAuepy Jley| ejod uewopad Suejual geysasiady | €C
"8T0T unye| 9T sa4d.iad
ue3uap ueysesej@Ausw uep insequadip yniun
njJad 31uoupa|3 etedas ueepeduad ueueAe] uep
ueepe3uad ueueAeq jun leusSusw uenjualey
uep ‘ueyiensaAusw njiad jauige)l 1e11e}DINSS
ueduny3ul| Ip esel/3ueseq ueepeduad
euesyeq ejel JnpasoJd uep wa3sIs B)eW ‘Yejulawad
uep ‘isesiuesiQ ‘eisnuep esef/3ue.eg ueepeBusd SUBILR1 8T0T i 19uIge)y| Jelielasyas ueduny3ul] 1p eser/Sueseg
€70z unyey wnwn oJig eAeq Jaquing oJig unyey 9T JOWON 53.d434 eAuuexdelanp 3uliss ueepe3uad ueeuesye|ad Suejual gqexassady | ¢C
£
ueiesapahuad 108ie) | esieyeswag gemefSun38ueuad uely|auad uep ueifey ‘Sunsisyy isejnsay Ise|n8ay ueyninga)| o
nun ISEN|BA] ue)Jeseplag ueynjuaquiad isuasin neje/uep ise|n8ay ey3uelay yely




euesye] ejel
uep ‘isesiuedio
‘eisnuen eAeq

euesyeq ele|
uep ‘isesiuesiQ ‘eisnuey

"19ulqe)| Jelie3a.as uedunysull Ip Isusadwoy

189uIge)Y 1e1IeIaLN RS uedunySul|

Zzoz unye| Jaquins oJig eAeq Jaquins oJig snwey Suejual ueanieduad jedepual wnjag 1p 1suaadwoy snwey Suejual geysasdayy | TE
euesyeq eje] ‘|idiS 11933 1emedad uswsaleue|y
uep ‘isesiuesiQ euesyeq eye| Suejual £T0z unyel TT JOWON dd Uep NSV NN
‘eisnue|n eAeqg uep ‘isesiuediQ ‘eisnuelp | ueSuap ueyiensasip ye|a1 SueA uejeqer 1suazadwo) 19uiqe)| Je1IRIDYSS ueleqer
Zzoz unye| Jaquing oJig eAeq Jaquins oJig JepuelS epe win|aq 13ulge)| 1elie1aJyas Ip 1ul jees 1sualadwoy Jepuels Sueiual geysasdayy | O€
euesye] eie]
uep ‘IsesiuediQ euesyeq eje| yeqnip npaad 1auiqe) 1elielauyas ueduny3ul | 18uige) 1elie1asyas ueduny3ul Ip siusig s9soud
‘eisnuen eAeq uep ‘IsesiueduQ ‘eisnuely 1p stusiq sasoud ejew ‘jauige)y| Jele3anas | eiad Suejusl gTOZ unyel O JOWON qedsasda)
TZoz unyel Jaquins oJig eAeq Jaquins oJig Isesjue8io anpjnais ueyeqniad ueuap Suuas sely ueyeqnuad Sueijual geysasdayy | 6¢C
‘Isesiueduo ueyeqniad
Ipelia1 uedapay ejiqede ‘ueyeusndwasip nuad
1Ul 3eES URlRgE[ B19d gBYsasday ‘e33uiyas ‘siweulp
euesyeT ele| ueA isesiuedio ueyeqniad neje ueyningay
uep ‘isesiuedio euesyeqeiel | 1nNjI8uaw npuad ueleqer elad ‘eAujespl esejuswas
‘eisnuelp eAeq uep ‘IsesiueduQ ‘eisnuely| ‘efes leme3ad ueepe3uad jees ueyeunsip 12uIge) 1e1elaas uedunydul|
020z unyey Jaquins oJig eAeq Jaquing odig | eAuey |ul ewe|as ueleqer 194 ‘eAueeuesye|ad eped Ip ueleqer e19d Suejua) geysasdayy | 8¢
£
ueiesapahuad 108ie) | esieyeswag gemefSun38ueuad uely|auad uep ueifey ‘Sunsisyy isejnsay Ise|n8ay ueyninga)| o
nun ISEN|BA] ue)Jeseplag ueynjuaquiad isuasin neje/uep ise|n8ay ey3uelay yely




SUSUNAN TIM PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2020—2024

Pengarah dan Penanggung Jawab
Farid Utomo, S.H., M.H.

Pengarah

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si.
M. Amperawan, S.E, M.Si.

Syafruddin, S.H., M.H.

Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.

Dyah Pancaningrum, S.H., MT.Dev.
Abdul Muis, S.Sos, M.P.M.

Ketua merangkap anggota
Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

Sekretaris merangkap anggota
Kesti Wulandari, S.E., M.A.

Anggota

Yulyati Kristina, S.Sos., Purnomo Sucipto, S.H., LL.M., Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H., Teguh
Supriyadi, S.H., LL.M., Drs. Herman Suranto, M.Pub. Pol., Hennie Ambar Susilowati, S.H.,
Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H., Sjahriati Rochmah, S.H., Hendry Prihandono,
S.Kom., M.Kom., Agus Bintoro, Ak., M.Si., Avip Suchron Nur Hakim, S.Sos., M.H.,,
Supratman, S.H., Ety Yuliaty, S.Sos., M.M,, Dra. Sarmini, M.H., Sumardi, S.Sos., Asep Deni
Herdiana, S.E., Faisal Amir Masduki, S.H., M.H., Syahrion Teridel, S.Sos., M.Si., Aulia
Chandra Ayu Liana Putri, S.E., M.P.P.M,, Liza Anggrainy, S.E., S.AP., Tonny Hermawan, S.E.,
Yunita Nurhartanti, S.E., M.M., Adhitya Nugroho, S.Kom., Taufik Kurniaputra, S.E.,
Solehchudin, A.Md.



